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KATA PENDAHULUAN. 

M o t t o 

Adalah sahabatku ia, jang sudi mcnasehati 

aku. 
(Terdjemahan bebas dari: 
Een vricnd is hij, die mij mijn feilen loom). 

Buku ketjil ini diterbitkan, dengan maksud supaja ia dapat 
mcndjadi alat perantara dalam menjampaikan kepada umum, 
beberapa peristiwa dan kedjadian penting mengenai Atjeh da
lam raasa kurang lebib empat tahun, terhitung sedjak Piocla-
matie Kemerdekaan sampai Penjerahan Kedaulatan. 

Peristiwa2 dan kedjadian2 jang akan diuraikan, dapat kira-
nja mendjadi baban •— sekalipun djauh dari lengkap, 

p e r t a r n a: bagi setiap Warga Negara. jang ingin menge-
tahui dalam garis besarnja kesulitan2, sebagai akibat dari ke
djadian2 dan peristiwa2 jang harus dihadapi dalam perkem-
bangan sedjarah di Atjeh selama masa jang disebut tadi. 

k e d u a : bagi Pemerintah, dalam memperbintjangkan se-
gala sesuatu mengenai daerah ini, sehingga lebib besar hara-
pan, dapat diperoleh suatu kesimpulan jang sesnai dengan 
keadaan masjarakat dan keinginan anggota masjarakat itn. 

Sesuai dengan maksud ini, maka dengan sendirinja uraian 
ini terutama mengenai kedjadian2 dan peristiwa2 jang me-
nimbulkan kesulitan2; dengan lain perkataan, kedjadian2 dan 
peristiwa2 jang menundjukkan keadaan jang tidak memuas-
kan, sedangkan kedjadian2 dan peristiwa2 jang menundjukkan 
keadaan jang dapat dibanggakan, tidak dikemukakan, oleb 
karena terletak diluar lingkungan maksud uraian. 

Element „objectiviteit", dalam menjnsunnja, mendjadi per-
batian istimewa. Sekalipun begitu, terdapatnja kata2 jang 
terrasa sebagai menjinggung, sehingga seseorang atau sesego-
longan merasa diri „terkena", bukanlah terletak diluar garis 
kemungkinan. Bilamana terdjadi hal jang demikian, sudilah 
kiranja dimaafkan dan hal itu dianggap sebagai akibat jang 
tidak diingini oleh penulis sendiri. 



Sesungguhnja, kemungkinan ini terletak dalam dugaan se-
mula; akan tetapi, setelah mengadakan perhitungan laba rugi, 
pemdis mengambil kesimpulan, bahwa kemungkinan beberapa 
orang merasa „terkena", tidak dapat mendjadi alasan bagi 
pembatalan niat mengeluarkan penerbitan ini. 

Pertimbangan bahwa uraian singkat ini bagi umum mung-
kin akan memberikan kemanfa'atan, terasa lebih penting dari 
keinginan memelihara perasaan beberapa orang. 

Segala kedjadian dan peristiwa jang diuraikan, adalah di-
alami oleh penulis dari dekat. Sajang sekali penulis tidak 
mempunjai tjatatan2; uraian ini adalah berasal dari ingatan 
semata-mata. 

Oleh karena itu, bukan tidak mungkin terdapat sesuatu jang 
kurang sesuai dengan kenjataan, akan tetapi penulis berke-
jakinan, bilamana terdapat kechilafan sebagai ini, maka ia 
hanjalah mengenai sesuatu jang kurang penting. 

Semula maka adalah tjita2 penulis, menjiapkan suatu pe
nerbitan jang agak luas dan dalam; sajang sekali, waktu sing
kat tidak mengidzinkan, sedangkan tuntutan „actualiteit" 
menghendaki penerbitan dengan segera. 

Niat mengeluarkan penerbitan jang bersifat lebih luas dan 
dalam, tetap terkandung didalam hati ; mudah-mudahan dapat 
dilaksanakan kemudian. 

Moga-moga penerbitan ini, sebagai pendahuluan dari pener
bitan jang lebih sempurna, dapat memenuhi hasrat jang ter
kandung dalam hati sanubari penulis. 

Penulis. 

A t j e h pada penghabisan 

Januari 1950. 



I. PERIHAL KEADAAN UMUM. 

Maklumat Kemerdekaan tanggal 17 Augustus 1945 jang di-
pantjarkan kesetiap sudut dunia ini, menimbulkan kegelisah-
an. Maklumat ini diketahui oleh rakjat Atjeh, baru pada per-
tengahan bulan September 1945. Ia membawa udara baru. 
Sebelum maklumat ini tersiar, rakjat nampaknja berada dalam 
keadaan menanti. Menanti terhadap segala sesuatu jang akan 
tiba sebagai akibat capitulatie Djepang. 

Bagi penduduk umum didaerah ini, pada waktu itu adalah 
suatu kenjataan jang tidak dapat dielakkan, bahwa capitulatie 
Djepang berarti kembalinja Belanda kedaerah ini. Tidak ter-
lintas dalam hati mereka bahwa, dengan capitulatie Djepang, 
kemungkinan2 dalam hubungan dengan perobahan ketata-
negaraan tanah air, pun timbul. 

Rakjat pada masa menanti ini terbagi dalam tiga golongan: 
P e r t a m a : Golongan terbesar jang menanti segala sesuatu 

dengan tenang, dengan tidak mengambil perhatian terhadap 
apa jang mungkin terdjadi. Golongan ini adalah golongan jang 
tidak „politic-minded" dan menerima segala sesuatu dengan 
tangan terbuka. 

K e d u a : Golongan jang terdiri dari mereka jang sangat 
bergembira dan sangat bersuka ria atas capitulatie Djepang. 
Golongan ini bertjita-tjita pengembalian kekuasaan Belanda 
ketanah air kita. Dalam golongan ini terdapat sedjumlah besar 
dari mereka jang masih menjimpan peringatan, nikmat peng-
hidupan jang dirasai semasa pemerintahan Belanda dan sebe
lum Djepang menguasai daerah ini; mereka jang, semasa 
Belanda dahulu, mempunjai kedudukan tinggi jang memberi-
kan mereka kesempatan, hidup dalam kemewahan. Capitulatie 
Djepang bagi golongan ini berarti pengembalian kekuasaan 
Belanda dan pengembalian kekuasaan Belanda berarti pula 
pengembalian kehidupan jang diliputi oleh kesenangan, ke-
megahan dan kemewahan. 

K e t i g a : Golongan jang terdiri dari mereka jang, sekali
pun pada zahirnja nampaknja tenang, akan tetapi dalam 
bathinnja berada dalam keadaan gelisah. Mereka ini chawatir 
tentang akibat2 jang kelak akan timbul, bila Djepang lenjap 
dan Belanda kembali menduduki daerah ini. 



Kembalinja Belanda, sangat mereka takuti. Golongan ini 
adalah, sebahagian dari mereka jang mengambil peranan 
„actief" dan terkemuka, baik sewaktu pendaratan, maupun 
semasa pendudukan Djepang. 

Sebagian ketjil dari golongan ini sesungguhnja mempunjai 
alasan menakuti kedatangan Belanda. Banjak dari mereka 
jang, pada hakikatnja untuk kepentingan diri sendiri atau 
golongan, akan tetapi dengan mempertopengkan kepentingan 
umum, pada masa pendudukan Djepang, melakukan per-
buatan2 jang sangat merugikan bagi kepentingan rakjat. Mere
ka telah memperoleh kedudukan dan pangkat tinggi; kesem-
patan jang timbul sebagai akibat kedudukan dan pangkat 
tinggi ini telah dipergunakan oleh mereka untuk mengun-
tungkan diri sendiri ataupun golongan sendiri. Mereka adalah 
bekas pengikut jang setia dari keradjaan Djepang. Dalam 
sikap dan tingkah laku, mereka berloinba-lomba menjerupai 
Djepang. Dalam tjara berdjalan, dalam tjara berbitjara, dalam 
tjara mengeluarkan kata-kata, dalam sifat dan perangai; pen-
dek kata dalam segala-galanja, baik dalam hal2 jang baik, 
maupun dalam hal2 jang buruk. Mereka ini lupa, bahwa tidak 
ada sesuatu djuga jang kekal didunia ini dan menganggap 
bahwa kekuasaan Djepang didaerah ini akan tetap untuk 
selama-lamanja. 

Sebagai akibat dari anggapan ini, maka segala instructie2 

dan perintah2 dari madjikannja, dilaksanakannja dengan 
penuh, dengan tidak memperhatikan kepentingan rakjat. Bila 
perlu, penglaksanaannja didjalankan dengan antjaman, mala-
ban sering pula dengan kekerasan. 

Njatalah, bahwa bagi mereka ini, kekalnja atau tidak ke
kuasaan Djepang didaerah ini, adalah soal hidup atau mati. 

Pada mulanja tidak nampak sesuatu hal jang akan dapat 
mendjadi pokok perselisihan diantara ketiga golongan jang 
disebut tadi. Mereka hidup dalam alam fikiran masing2, tidak 
berhubungan satu dengan lain. 

Lambat laun nampak hal2 jang menjebabkan tinibuluja 
pertentangan diantara satu dengan lain. 

Golongan jang mengingini pengembalian kekuasaan Belan
da, mulai berusaha mengumpulkan bahan2 mengenai tingkah 
laku dan perbuatan2 golongan jang disebut terachir, selama 
masa pendudukan Djepang. Mereka memulai mendjalankan 
sia6at mereka guna mengetahui dan mentjatat nama2 setiap 
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orang jang pernah bekerdja sama dengan Djepang dan segala 
sesuatu jang dapat memberi tekanan atas diri „collaborateurs" 
ini. Reactie dari fihak jang disiasati segera timbul, keadaan 
mulai genting. 

Pada saat memuntjaknja kegentingan ini, terbetik kabar, 
bahwa pemimpin2 Indonesia telah menjatakan keseluruh po-
djok dunia kemerdekaan bangsa Indonesia. Maklumat Kemer-
dekaan ini membawa akibat jang sangat baik bagi keadaan 
dewasa itu. Kegentingan lenjap dengan segera. Persatuan 
diantara rakjat dari setiap golongan dan lapisan hidup dengan 
segera. Rakjat bersatu padu dan mengambil sikap bulat dalam 
usaha memenuhi isi dan tudjuan maklumat. Semuanja ini 
membuktikan bahwa rakjat Atjeh memang adalah rakjat jang 
masih tetap mengingini kemerdekaan dan bersedia menebus 
kemerdekaan itu dengan pengorbanan apa sekalipun. 

7. „Antithese" Ulebalang-Ulama. 

Sangat disesali bahwa persatuan dan kebulatan tudjuan ini 
tidak kekal. Tjuriga-mentjurigai muntjul dan melenjapkan 
persatuan dan kebulatan tudjuan jang sangat dihadjati itu. 
Rakjat terpetjah mendjadi dua golongan, jang lambat laun 
menjerupai musuh jang tidak mengenai damai, golongan Ule-
balaug (Radja2) dan golongan Ulania. 

Pertentangan diantara dua golongan ini, pada hakikatnja, 
bukanlah pertentangan jang baru timbul. Pertentangan ini, 
sekalipun dalam bathin, telah berpuluh tahun meliputi per-
hubungan antara Radja2 dengan Ulama. Pertentangan ini me
njerupai pertentangan antara Adat dan Hukum (Islam). Radja 
sebagai „adathoofd" mempertahankan kekekalan adat, sedang-
kan ulama, sebagian ketjil menduduki djabatan dalam Peme-
rintahan Negara sebagai Hakim dalam urusan mengenai per-
kawinan, nikah, rudjuk, bertjita-tjita dan berusaha melenjap
kan segala sesuatu jang berbau adat dengan maksud meng-
gantinja dengan peraturan2 menurut Hukum Islam. 

Pertentangan ini sekian lama terpendam („latent"), oleh 
karena tidak memperoleh kesempatan baik untuk meletus. 
Keadaan, berhubung dengan organisatie ketatanegaraan dalam 
tiap-tiap Zelfbestuur, dimana Ulebalang2 masib menjerupai 
seorang Radja jang berkuasa penuh tentang segala sesuatu 
mengenai daerahnja, baik dalam lapangan legislatief, maupun 
dalam lapangan excecutief dan kehakiman, tidak memberikan 
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kemungkinan bagi penduduk melahirkan tjita-tjitanja bila-
mana tjita-tjita itu tidak sesuai dengan peraturan2 atau kebia-
saan jang berlaku. Akan tetapi, bagi mereka jang hidup dida-
lam masjarakat Zelfbestuur itu dan mempunjai perhatian 
tjukup terhadap masjaallah2 jang timbul dalam masjarakat 
itu, terang dan djelas, bahwa pengudjutan tjita-tjita jang ter-
kandung dalam hati sanubari sebagian besar dari penduduk, 
hanjalah menanti sa'at jang baik. Bila sa'at itu tiba, teranglab 
usaha penglaksanaan tjita-tjita itu akan dimulai, sekalipun 
dengan tjara paksaan. 

Kesempatan baik itu tiba dengan capitulatie Djepang. Aki
bat capitulatie itu adalah, timbulnja suatu masa dimana peme-
rintahan praktis tidak ada, setidak-tidaknja tidak dapat melak-
sanakan kewadjibannja; timbulnja suatu „gezagsvacum" di
mana setiap manusia dapat bertindak dengan semau-maunja, 
dengan sewenang-wenang, dimana Undang2 dan Peraturan2 

Negara atau adat sopan santun jang mendjamin kesempurna-
an perdjalanan penghidupan dalam sesuatu masjarakat, hilang 
lenjap, sehingga timbtil suatu keadaan, dimana hanja sendjata 
jang berkuasa. 

Kedua fihak jang bertentangan satu dengan lain, partij Ule-
balang dan partij Ulama, bergiat menjusun barisan masing-
masing. Partij pertama terutama terdiri, selain dari Radja2 

serta familienja, djuga dari mereka, — untuk sebahagian besar 
orang2 jang telah landjut usianja —, jang tetap setia kepada 
Radjanja dan merasa berhutang budi oleh karena bantuan dan 
sokongan jang telah diperoleh sedjak turun-temurun. Partij 
kedua terutama terdiri dari alim ulama, pemuda dan mereka 
jang mengandung perasaan kurang puas terhadap Radja2nja, 
baik oleh karena berpendirian principieel dan bertjita-tjita 
menghapuskan stelsel Zelfbestuur, maupun oleh karena pera
saan dendam sebagai akibat dari sesuatu perlakuan dari fihak 
Radja jang dirasa sebagai perlakuan tidak adil atau kedjam. 
Bahwa partij terachir ini lambat laun bertambah besar djum-
lah pengikutnja, sehingga pada achirnja djauh melebihi djum-
lah pengikut partij pertama, adalah suatu hal jang tidak meng-
herankan. Perlakuan Radja2 pada umumnja terhadap rakjat-
nja, sedjak dahulu kala adalah sedemikian rupa, sehingga 
sikap rakjat pada umumnja terhadap Radjanja, sekalipun 
pada zahirnja menjerupai suatu sikap diliputi dengan kehor-
matan dan kesetiaan, pada hakikatnja adalah suatu sikap jang 
dipengaruhi oleh rasa takut dan bentji. 
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Organisatie perdjuangan Ulama berpusat dibagian Pidie, 
disalah satu kampung jaitu Are, dekat Sigli. Markasnja dikam-
pung ini memimpin usaha2 persiapan untuk mengachiri ke
kuasaan ulebalang jang telah berabad lamanja berlangsung 
didaerah ini. Pun partij ulebalang tidak ketinggalan. Markas 
partij ini bertempat dibagian Lam Meulo, disuatu kampung 
jaitu Tjumbok. 

Persediaan2 kedua partij untuk melantjarkan „strategie pe-
rangnja" pada pertengahan bulan November telah selesai; 
tinggal lagi menanti sesuatu kedjadian jang dapat diperguna-
kan sebagai alasan untuk memulai penjerangan. 

Kedjadian jang dinanti-nanti itu dengan segera tiba. Tentera 
Djepang jang masih berada di Sigli dan ditugaskan oleh 
Sekutu mendjaga keamanan dan ketertiban, oleh karena di-
desak oleh Tentera Keamanan Rakjat supaja menjerahkan 
sendjatanja, mulai memainkan peranannja. Tentera Djepang 
ini mengumumkan bahwa ia bersedia menjerahkan sebagian 
dari persendjataannja, akan tetapi tidak kepada Tentera Ke
amanan Rakjat, hanjalah kepada „rakjat". Bahwa pimpinan 
Tentera Keamanan Rakjat berkeberatan menerima baik usul 
Tentera Djepang ini, tidak dapat diherankan. Pertimbangan 
pimpinan Tentera Keamanan Rakjat, bahwa hanjalah mereka 
sebagai alat Negara jang dipertanggungkan mendjaga keama
nan dan ketenteraman rakjat seluruhnja, jang berhak mene
rima penjerahan persendjataan dari Tentera Djepang dan 
bukan sekali-kali „rakjat", adalah tepat. Sebaliknja, partij 
Ulama dan Ulebalang pun tidak ketinggalan memperdjuang-
kan dengan giat supaja penjerahan persendjataan itu meng-
untungkan mereka, sehingga timbullah suatu keadaan jang 
menarik perhatian, dimana tiga golongan manusia jaitu golo
ngan Tentera Keamanan Rakjat, golongan partij Ulebalang 
dan golongan partij Ulama, berhadapan satu dengan lain seba
gai musuh dalam usaha memperrebut alat2 jang menjerupai 
sjarat mutlak bagi terdjaminnja pemeliharaan kepentingan 
masing2, sedangkan sebagai pemegang peranan dibalik lajar, 
jang memperbesar pokok perselisiban, berdiri Tentera Dje
pang. 

Perselisihan faham nampaknja semangkin meruntjing. 
Kesan diperoleh, bahwa perselisihan tidak akan dapat disele-
saikan dengan damai; tanda-tanda, bahwa jang bersangkutan 
bersiap-siap menjelesaikan perselisihan ini dengan kekerasan 
makin djelas nampaknja. Utusan Pemerintah dari Kotaradja 



jang berusaha mejelesaikan soal ini dengan dainai, tidak mem-
peroleh hasil; demikian djuga halnja dengan utusan dari 
Medan jang dikirim oleh Gubernur Sumatra. 

Tidak berhasilnja usaha utusan2 Pemerintah ini, tidaklab 
sekali-kali dapat dipersalahkan kepada mereka. Dengan me-
nempatkan segala factor2 dalam perhatian, maka atas dasar 
factor2 ini, dengan mudah dapat diambil kesimpulan, bahwa 
perselisihan ini tidak muugkin dapat diachiri dengan damai, 
siapa sekalipun jang diwadjibkan berusaha kedjurusan itu. 

Baik partij Ulebalang, mapun partij Ulama, memang tidak 
menghendaki penjelesaian dengan damai. Kedua-dua partij 
menghendaki suatu penjelesaian dengan sendjata, suatu penje
lesaian jang mengakibatkan suatu putusan pasti (positief) 
mengenai soal siapa dimasa depan akan memegang kekuasaan 
didaerah ini. Bagi jang bersangkutan adalah soal ini soal 
„to be or not to be". 

Factor penting kedua — sebagai tadi telah dibajangkan —, 
adalah peranan Tentera Djepang dalam pertentangan ini. Ten-
tara Djepang mempergunakan sa'at jang baik ini untuk menju-
sun „8trategienja". 

Suasana, sebagai akibat dari pertentangan ini, memberikau 
kemungkinan mengadakan suatu „afleidingsmaneuvre". Untuk 
menghilangkan perhatian jang tidak diingini terhadap Ke-
satuan2 Tentara Djepang jang masih bertebaran diseluruh 
daerah ini, mereka adakan suatu „fluister-campagne" jang 
bertudjuan menjiarkan kabar2 jang dapat memperbesar dju-
rang perpisahan diantara partij2 jang bertentangan, sehingga 
pertentangan tetap ada, perhatian umum tetap tertudju kepada 
soal ini dan mereka sendiri terpelihara dari perhatian umum 
jang tidak diingini. Usaha Djepang berhasil. Keamanan me
reka, jang pada mulanja terantjam oleh beberapa serangan 
terhadap beberapa kesatuan2 dibeberapa tempat, kembali 
terpelihara. 

j~ Suasana semangkin lama bertambah genting. Pada suatu 
malam pada bulan November 1945, kira2 djam 12, sedjumlah 
besar penduduk kampung2 disekitar kota Sigli, lengkap ber-
sendjata pedang, rentjong, parang dan beberapa putjuk bedil, 
memasuki kota Sigli dan mengambil tempat dirumah Guntjo 
Sigli dan dirumah Ulebalang Pidie. Mereka ini adalah peng-
ikut2 partij Ulebalang. Segera mereka mengadakan persiapan2 

guna menguasai kota ini dengan menempatkan pengawal2 di-
tempat-tempat „stragerisch" serta mengadakan pengawasan 
atas lalu-lintas. Bukan sedikit djumlah pemeriksaan2 dan 
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penangkapan2 jang dilakukan. Setiap orang jang tersangka 
memihak pada partij Ulama, diperiksa dan ditahan. 

Reactie dari fihak lawan segera tiba. Tidak lama sesudah 
Sigli didnduki oleh partij Ulebalang, maka partij Ulama meng-
gerakkan suatu demonstratie besar, terdiri dari beribu manu-
sia, tua muda, berasal dari kampung2 disekitar kota Sigli 
djuga. Dengan bersendjata lengkap, dalam barisan teratur, 
mereka memasuki kota Sigli sambil menjeru-njeru nama Allab 
dan Rasul. Demonstratie itu mengelilingi kota dengan melalui 
djalan2 besar. Njata sekali, bahwa demonstratie ini akan ber-
achir dengan pertumpahan darah. 

Partij Ulebalang jang menduduki kota telah bersiap-siap 
mengambil tindakan seperlunja. Tiba2 terdengar letusan sen-
djata; kemudian disusid lagi dengan beberapa letusan. Dalam 
sekedjap mata demonstranten menarik diri dari kota dan 
mengatur pertahanan dipinggir kota. Dentuman bedil dari 
kota dibalas dengan seru. Perteinpuran semangkin sengit dan 
berlangsung tiga hari, tiga malam lamanja. Korban bukan 
sedikit djumlahnja. Tentara Keamanan Rakjat dengan pim
pinan Kolonel Sjamaun Gaharu, major T. A. Hamid dan Let-
nan Bachtiar dan jang diwadjibkan mendjaga keamanan, ti
dak berdaja. 

Pemerintab di Kotaradja mengirim sedjumlah anggota2 

tentara sebagai bantuan bagi Tentara Keamanan Rakjat. Per-
hentian pertempuran dalam kota dapat diperoleh sebagai basil 
usaha Tentara. Tentara mengambil ketetapan, supaja segenap 
pengikut partij Ulebalang jang berada dikota, dalam waktn 
jang sesingkat-singkatnja meninggalkan kota itu; demikian 
djuga pengikut2 partij Ulama jang masib bertahan di-pinggir2 

kota diperintahkan meninggalkan tempat2 pertahanan mereka. 
Baik pengikut2 partij Ulebalang, maupun pengikut2 partij 
Ulama, diwadjibkan pulang kembali kekampung masing2. 

Penetapan ini dipatuhi oleh kedua belah fihak. Akan tetapi, 
seseorang jang menganggap, bahwa dengan penetapan jang 
dipatuhi oleh kedua belah fihak ini, segala sesuatu telah 
selesai dan perdamaian antara jang bersangkutan telah tertja-
pai, sehingga suasana akan kembali normaal dalam waktu 
jang singkat, menundjukkan pemandangan singkat terhadap 
keadaan. Pertempuran2 terus berlangsung; sekarang diluar 
kota. Kedua lawan mengerahkan segenap tenaga, baik moreel 
maupun materieel, baik jang menjerupai tenaga manusia, mau
pun jang menjerupai alat persendjataan, dalam usaha men-
tjapai tjita2 masing2. Jang satu berusaha dengan segenap te
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naga dan fikiran, menghantjurkan lawannja supaja dapat me-
megang kekuasaan dalam tangan sendiri; jang lain berusaha 
dengan segiat-giatnja melenjapkan musuhnja dari permukaan 
bumi dalam mempertahankan kekuasaan jang telah dimiliki-
nja turun-temurun sedjak beratus tahun lamanja. 

Bahwa didalam perdjuangan jang tidak mengenai damai 
ini, — perdjuangan jang akan menentukan hidup atau matinja 
sesuatu golongan jang bertempur —, terdjadi perbuatan2 jang 
sangat melukai perasaan peri-kemanusiaan, perbuatan2 jang 
tidak lajak dilakukan oleh suatu bangsa jang telah meningkat 
pada tingkat ketjerdasan jang tinggi, adalah suatu hal jang 
dapat didjangka akan terdjadi. Perasaan (sentiment) jang 
berdjangkit dalam dada pengikut2 kedua golongan, diliputi 
oleh bentji dan dendam kesumat jang telah hidup dengan 
subur berpuluh tahun lamanja dan berpindah turun-temurun 
dari satu generatie ke generatie berikut. Factor ini menjebab-
kan pertempuran berlangsung setjara kedjam, dengan tidak 
mengindahkan larangan dan suruhan Tuhan Jang Mahakuasa. 

Petempuran diantara kedua belah fihak berlangsung kurang 
lebih dua bulan lamanja. Segala sesuatu mengenai pentjaha-
rian penduduk, terhenti dalam daerah pertempuran itu. Pe-
tani, nelajan, saudagar, menghentikan pekerdjaan masing2 

dan ikut serta dalam pertempuran, sehingga kerugian mate-
rieel dalam dua bulan itu tidak terhitung besarnja. 

Pada permulaannja terlihat tanda-tanda jang meramalkan 
kemenangan fihak Ulebalang. Dalam keadaan jang demikian, 
Pemerintah di Kotaradja, didesak oleh Komite Nasional Dae
rah jang untuk sebahagian besar terdiri dari anggota2 jang 
berpendirian tjondong kepada fihak Ulama, menjampaikan 
ultimatum kepada partij Ulebalang, menghentikan pertem
puran, disertai dengan antjaman, bilamana tidak dipenuhi, 
mereka akan dianggap pemberontak terhadap Pemerintah 
Republiek Indonesia; hal mana mempunjai akibat, bahwa 
setiap tindakan, sekalipun kekerasan, akan dipergunakan 
untuk mengatasi kesulitan. Ultimatum ini tidak menghasilkan 
apa jang dikehendaki. Fihak jang diberikan ultimatum, jang 
berada dalam keadaan strategisch kuat, jang mengetahui, bah
wa tentara resmi dalam soal persendjataan tidak lengkap dan 
jang seterusnja mungkin merasa diri sanggup mengalahkan 
lawan dalam waktu jang singkat, tidak mengatjuhkan ulti
matum jang tersebut dan terus melakukan actie2nja dalam 
pertempuran. 
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Pertempuran setjara besar-besaran tetap berlangsung dengan 
memakan korban jang tidak terhingga banjaknja, baik korban 
manusia, maupun korban harta benda. Pemerintah di Kota-
radja terpaksa mengambil tindakan-tindakan jang bersifat 
ketentaraan. Dari Kotaradja dikirimkan tentara jang kuat 
terdiri dari anggota2 jang telah berpengalaman dalam pertem
puran. Meriam2 besar jang selama ini belum pernah dipergu-
nakan, bersama dengan ahlinja, dikirim ke medan pertem
puran. 

Dalam waktu jang singkat, „benteng" partij Ulebalang di 
Lam Meulo dapat dikuasai dan dengan djatuhnja pertahanan 
ini berachirlah pertempuran jang telah berketjamuk kurang 
lebih dua bulan lamanja dan telah memakan korban djiwa 
manusia serta harta benda jang bukan sedikit djumlahnja. 

Achir pertempuran ini berarti achir kekuasaan Ulebalang 
didaerah Atjeh. Achir kekuasaan Ulebalang jang telah ber-
abad-abad lamanja berlangsung itu, berarti pula perubahan 
„radicaal" dalam „structuur" pemerintahan daerah; pun ber
arti djuga tibanja suatu masa baru jang lebih teratur dimana 
kedapatan lebih banjak sjarat2 jang dihadjati guna pemben-
tukan suatu pemerintahan jang lebih stabiel dari jang sudah. 

„Antithese" Ulebalang - Ulama jang mengakibatkan per
tempuran setjara besar-besaran didaerah Pidie dan pada 
achirnja membawa lenjapnja kekuasaan Ulebalang jang telah 
berabad lamanja berurat berakar dalam masjarakat Atjeh, 
tidaklah hanja berarti perubahan susunan masjarakat didae
rah Pidie akan tetapi mempengaruhi susunan masjarakat di-
seluruh Atjeh. 

Baik dibagian Barat maupun dibagian Timur, dibagian 
Utara, bagian Selatan dan bagian Tengah dari keresidenan ini, 
kekalahan Ulebalang membawa achir kekuasaannja sebagai 
„adathoofdV Disetiap sudut keresidenan Atjeh, golongan Ula
ma bertindak dan mendesak Ulebalang2 jang masih actief, 
menjerahkan kekuasaannja kepada mereka. Kebanjakan dari 
Ulebalang2 ini telah putus asa sebagai akibat kekalahan kawan 
separtij mereka di Pidie. Dengan segera tuntutan golongan 
Ulama itu mereka penuhi; diantara mereka ini terdapat bebe
rapa Ulebalang di Atjeh Besar jang tidak menanti tuntutan 
penjerahan kekuasaan akan tetapi dengan serta-merta, setelah 
mendengar berita pengachiran pertempuran di Pidie, dengan 
redla menjerahkan kekuasaan kepada Pemerintah di Kota
radja untuk diserahkan pula seterusnja kepada pedjabat jang 
akan ditundjukkan. 
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Dengan sekali gus daerah dan pemerintahan Zelfbestuur 
terhapus dan sebagai gantinja berdiri kesatuan-kesatuan dae
rah dengan sebutan „Negeri" jang mempunjai ressort jang 
sama luasnja dengan ressort Zelfbestuur2 jang telah lenjap. 
Penetapan2 mengenai penundjukan kepala2 jang akan memim-
pin Negeri2, dikeluarkan oleh Pemerintah di Kotaradja. Oleh 
karena penetapan2 ini dilakukan semata-mata atas petundjuk2 

golongan jang telah berhasil merebut kekuasaan, maka tidak-
lah mengherankan, bahwa seluruh djabatan Kepala Negeri 
djatuh ditangan mereka, sehingga dapat pula diramalkan, 
bahwa sedjak sa'at ini, perkembangan segala sesuatu mengenai 
masjarakat kampung di Atjeh, jang, sebelum sa'at ini, berlang
sung atas dasar Adat, untuk masa datang akan berubah dan 
berlangsung atas dasar Hukum Islam. 

Djuga herorganisatie dalam susunan pemerintahan pusat 
keresidenan mendjadi perhatian. Teuku Nja' Arif jang selama 
ini, sebagai Residen, bertanggung djawab atas segala sesuatu 
jang terdjadi dalam daerah Atjeh, diganti dengan Teuku 
Daudsjah, bekas Assistent Resident Atjeh Timur. 

Komite Nasional Daerah diperbaharui susunannja. Tuanku 
Mahmud, bekas wakil Ketua, diganti dengan Mr. S. M. Amin, 
Kepala Kehakiman Keresidenan. 

Penjelenggaraan pemerintahan dalam masa ini, sebagai-
mana telah ditegaskan tadi, lebih memuaskan dari jang sudah2. 
Selain dari pertentangan Ulebalang - Ulama, sumber dari 
kesulitan2 dalam penglaksaan pemerintahan, telah lenjap, 
tentara Djepang jang djuga sering mengatjau-balaukan ke
adaan, pun telah meninggalkan Daerah. Dengan pendek kata, 
suasana mengandung lebih banjak sjarat2 untuk djaminan 
kesempurnaan perdjalanan pemerintahan dari pada jang 
sudah-sudah. 

Berkat kerdja sama diantara rakjat umum, partij2, Komite 
Nasional dibawah pini}>inan Residen Teuku Daudsjah, segala 
sesuatu, baik jang mengenai pemerintahan dalam artian jang 
terbatas, maupun jang mengenai perekonomian, kesehatan, 
pertanian, kepolisian, keuangan dan lain2, berlangsung dengan 
memuaskan. 

Tidak seorangpun pada sa'at itu dapat menduga, bahwa 
Pemerintah dalam waktu jang singkat terpaksa lagi akan 
menghadapi suatu kesulitan, suatu pengulangan, atau mung-
kin djuga suatu landjutan dari peristiwa jang telah terdjadi 
didaerah Pidie pada beberapa waktu jang lampau, suatu peris-
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tiwa jang membawa korban jang berdjumlah bukan sedikit 
dan kesedihan serta kesengsaraan bagi djanda dan jatim piatu 
jang pun bukan sedikit djumlahnja. 

Kesubtan jang dimaksud adalah kesulitan jang timbul 
sebagai akibat dari suatu gerakan jang dipimpin oleh seorang 
jang bernama Amir Husin Al Mudjahid; akan tetapi sebelum 
membitjarakan gerakan ini, lebih dahulu tindjauan berikut. 

Telah pernah dinjatakan, bahwa pertikaian fahani diantara 
golongan Ulama dan Ulebalang pada permulaan hanja ter-
batas pada sedjumlah Uleubalang dan Ulama2 jang terkemu-
ka; pun terbatas hanja didaerah Pidie. Akan tetapi fihak 
Ulama dapat memperbesar djumlah pengikutnja, sehingga 
pada suatu sa'at fihak ini meliputi sebagian jang terbesar 
dari rakjat umum dan mengenai seluruh daerah Atjeh. Hal 
ini adalah akibat dari kenjataan, bahwa Ulama memperguna-
kan „leuzen" jang amat baik, bila ditindjau dari sudut psy-
chologisch. Mereka dalam perdjuangan mereka, mempergu-
nakan leuze, bahwa perdjuangan mereka adalah menudju 
kepada „Pembasmian pengchianat Agama dan Bangsa". Me
reka menjiarkan kabar, bahwa fihak Tjumbo' (fihak Uleu
balang) adalah kaki-tangan Belanda jang berusaha menum-
bangkan Republiek; bahwa fihak Tjumbo' senantiasa berhu-
bimgan rapat dengan Belanda di Sabang ataupun dikapal2 

Selam jang bersimpang-siur dipantei Atjeh. Seterusnja, bahwa 
fihak Tjumbo' tidak ber-Tuhan, mengindjak-indjak dan mc-
robek Quran dan melarang rakjat bersembahjang. Segalanja 
ini disebarkan oleh pengikut mereka diantara rakjat bodoh 
di-kampung2. 

Seseorang jang telah agak lama bertempat tinggal didaerah 
Atjeh dan mengenai sedikit psyche dari rakjat umum didae
rah ini, tidak mendjadi heran bilamana segala propaganda 
dan hasutan jang menjinggung perasaan keagamaan dan ke-
bangsaan ini, mempunjai akibat luar biasa. 

Rakjat Atjeh terkenal sebagai rakjat jang mentjintai kemer
dekaan dan tidak segan2 mengorbankan djiwanja dalam usaha 
mentjapai kemerdekaan ini. Sedjarah perdjuangan dengan 
Belanda jang memakan waktu berpuluh tahun, menundjukkan 
kepahlawanan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan 
mereka terhadap serangan2 Belanda, baik kepahlawanan 
putera, maupun kepahlawanan puterinja. 

Beribu manusia, baik lelaki, maupun wanita, baik tua mau
pun muda, telah mendjadi korban dalam perdjuangan ini. 
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Perdjuangan jang dahsjat ini belum lama berachir dan 
masih kedapatan orang2 dikalangan kaum tua, jang masih 
mengingat, malahan mengambil bagian dalam kedjadian2 itu. 

Penduduk Atjeh pun terkenal sebagai penduduk jang men-
tjintai dan menta'ati agamanja. Dalam pertentangan dengan 
Belanda pada masa jang lampau, Ulama2 mengambil bagian 
jang terpenting dan pidato jang diutjapkan oleh panglima2 

Ulama ini dalam peperangan jang terkenal itu, adalah senan-
tiasa berdasar atas agama; agama mana, katanja, mewadjib-
kan setiap Muslimin mengambil bagian dalam perlawanan 
terhadap Belanda, peperangan mana adalah „perang sabil" 
oleh karena mereka jang diperangi adalah „kafir". 

Teranglah bagi kita, bahwa slogan: „membasmi pengchianat 
Agama dan Bangsa", mendapat sambutan jang hangat dari 
rakjat umum, istimewa kalangan rendahan. Siapa jang mula2 

masih sangsi2 dalam memilih kawan, ataupun masih berpen-
dirian neutraal dalam conflict jang tidak menjinggung kedu-
dukannja, lambat laun memilih fihak Ulama. Benar atau 
tidaknja tuduhan2 jang ditudjukan oleh partij Ulama atas 
partij Gleubalang itu, bagi mereka bukan mendjadi soal. 

Sebagaimana menurut kelaziman, rakjat djelata tidak ber-
pikir pandjang, tidak memeriksa apakah sesuatu tuduhan ber
dasar atas kebenaran atau tidak, malahan mereka dengan serta 
merta mengikuti dan mentaati keinginan pengandjur- mereka 
Pita pengandjur* itu dapat menarik perhatian mereka kearali 
suatu tudjuan jang mereka anggap suatu tudjuan jang sutji 
murni. Dalam sekedjap waktu sadja maka membanttjirlali 
manusia dari setiap kampung dan pelosok diseiuruh keresi
denan Atjeh, jang ingin mempersatukan diri dengan partij 
Ulama dengan maksud dan tudjuan, berbakti kepada Agama 
dan Bangsa, sehingga terbentuklah dengan segera suatu Kesa-
luan (massa) terdiri dari anggota2, berasal dari segenap la-
pisan rakjat umum, penuh dengan perasaan amarah, kebentji-
an, dengki chizit dan terikat satu dengan lain, oleh suatu 
tudjuan jang sama „membasmi pengchianat agama dan bangsa, 
partij Uleubalang, kaum feodal". 

Tuduhan terhadap partij Uleubalang adalah berat. Tuduhan 
inilah nampaknja jang mendjadi alasan utama bagi pemerin
tah daerah di Kotaradja, mengirim ultimatum kepada partij 
jang tersebut. 
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Bahwa oleh Pemerintah, jang pada masa itu de facto dapat 
dianggap identiek dengan Komite Nasional Daerah, kebenaran 
dari tuduhan2 itu mendjadi atjara pemeriksaan, dapat disang-
sikan. 

Lebih dekat terletak pada garis kemungkinan, bahwa tu
duhan2 itu dengan serta merta, ataupun sesudah dilakukan 
suatu penjelidikan jang sangat sumier dan dangkal (opper-
vlakkig), dianggap sebagai benar dan atas anggapan ini dike-
lnarkan ultimatum, sesudah mana, oleh karena partij jang 
menerima ultimatum tidak mengindahkannja, dikeluarkan 
pula pernjataan, partij Uleubalang adalah partij pemberontak, 
partij pengchianat. Sikap pemerintah sebagai ini tidak perlu 
diherankan, bilamana kita ketahui susunan Komite Nasional 
Daerah semasa ini, susunan mana adalah sedemikian rupa, 
sehingga suatu sikap jang objectief tidak dapat diharapkan. 

Pendapat seseorang anggota individueel jang berlainan de
ngan pendapat umum, andai kata anggota itu mempunjai kebe-
ranian untuk melabirkannja, tidak akan dapat mempengaruhi 
pendapat umum. 

Partij Ulama menerangkan kemudian, sesudah pertem
puran2 diantara kedua golongan berachir dengan kemenangan 
pada fihak mereka, bahwa kebenaran tuduhan2 mereka ter
hadap lawannja terbukti dengan terdapatnja sedjumlah wang 
Belanda serta bendera Belanda didalam simpanan partij 
Tjumbo'. Mereka menerangkan bahwa bendera dan wang ke-
dapatan sewaktu mereka memasuki markas Uleubalang di Lam 
Lo dan melakukan pemeriksaan dirumah Teuku Daud 
Tjumbo'. 

Kenjataan bahwa benda2 sebagai ini tidak pernah diserah-
kan kepada Pemerintah oleh mereka, memberikan alasan un
tuk menjangsikan kebenaran pernjataan mereka ini. Malahan, 
sekalipun kiranja benda2 ini terdapat dalam simpanan Teuku 
Daud Tjumbo', hal ini belumlah dapat rasanja mendjadi 
alasan jang tjukup untuk membenarkan tuduhan seberat itu. 
Sehingga dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tuduhan ter
hadap partij Uleubalang, sebagai „pengchianat Agama dan 
Bangsa" adalah sekali-kali tidak berdasar atas kenjataan. 

Sangat mungkin, tuduhan ini hanjalah dipergunakan oleh 
pemimpin2 partij Ulama, sekalipun mereka tidak jakin tentang 
kebenarannja, sebagai alat untuk memperbesar pengikut. Me
reka mengetahui betapa hebatnja semangat kemerdekaan dan 
keagamaan dari rakjat umum didaerah mereka dan berapa 
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besar pengaruh semangat ini atas kesudian rakjat umum mem-
berikan korban sebanjak-banjaknja. Dengan pengetahuan ini 
partij Ulama menjusun suatu siasat jang tjerdik dan „effec-
tief". Bukanlah peribahasa „het doel heiligt de middelen" 
(tudjuan mensutjikan setiap usaha) lazim dipergunakan seba
gai pedoman dalam sesuatu perdjuangan? 

Sebaliknja, harus djuga dinjatakan bahwa tidaklah terletak 
diluar garis kemungkinan bahwa pemimpin2 partij Ulama me-
mang jakin akan kebenaran dari tuduhan2 terhadap lawan 
mereka. 

Pemimpin2 ini mungkin sekali berkejakinan, lawan mereka 
adalah sebenarnja mengingini kembalinja Belanda kedaerah 
ini, mengingini kedudukan sediakala, mengingini penghidupan 
jang penuh dengan kemewahan dan kesenangan dan 
mengingini suatu kesempatan untuk membalas dendam ter
hadap beberapa orang golongan Ulama jang, semasa pendjadja-
han Djepang, memainkan peranan penting dalam usaha mem-
perketjil kekuasaan Uleubalang. 

Dan berdasar atas segala ini, mereka berkejakinan bahwa 
lawan mereka adalah pengchianat. 

Harus diakui, bahwa sikap beberapa anggota dari golongan 
Uleubalang adalah am at onsympathiek, segera sesudah mereka 
mendengar berita tentang capitulatie Djepang. 

Mereka ini bersuka ria, ja melahirkan kebentjian mereka 
terhadap setiap Djepang; sekalipun pada masa pendudukan 
Djepang mereka bersikap sangat pro Djepang dan berusaha 
sedapat-dapatnja memperoleh perhubungan persahabatan de
ngan setiap orang Djepang. Mereka tidak segan2 mengeluarkan 
antjaman dan tjemooh terhadap seseorang jang pernah berhu-
bungan baik dengan orang Djepang. Sikap jang demikian, pada 
umumnja berarti, sikap jang tertudju terhadap golongan 
Ulama oleh karena kebetulan anggota2 partij inilah jang se
masa pendudukan Djepang mempunjai kedudukan jang terke-
muka dan mempunjai perhubungan jang baik dengan Dje
pang. 

Seseorang jang menindjau segalanja ini dengan ukuran 
„objectiviteit", tentu akan dapat mengambil kesimpulan 
bahwa segalanja inipun belum dapat dipergunakan sebagai 
alasan tjukup untuk menimpakan tuduhan jang seberat itu 
atas sesama manusia. 

Suasana, sesudah pengumuman penjerahan oleh Pemerintah 
Djepang dan sebelum chabar tentang permakluman Kemer-
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dekaan Indonesia sampai kedaerah Atjeh, adalah suasana 
„passiviteit" dan suasana „fatalistisch" (putus asa). 

Tidak seorang djuapun pada masa itu mempunjai fikiran 
tentang kemungkinan selain dari pengembalian bangsa Indo
nesia kepada pendjadjahan Belanda, apalagi suatu initiatief 
dalam sesuatu usaha kearah penghindaran pengembalian pen
djadjahan Belanda atas tanah air Indonesia.' 

Setiap manusia pada masa itu hidup dalam alam fikiran, 
bahwa kembalinja Belanda dan berulangnja keadaan sebagai 
mereka tinggalkan pada tahun 1941 — adalah hal2, jang pasti 
akan terdjadi; kedjadian ini hanja bergantung dari waktu. 

Berdasar atas tjara berfikir ini, maka setiap orang men-
tjari2 dalam batinnja segala sesuatu jang dapat dikemukakan 
kelak guna kepentingan diri atau golongan kepada Belanda, 
bila ia telah tiba. 

Dalam suasana sebagai ini, dalam alam berfikir sedemikian 
rupa, maka ukuran2 tentang sesuatu, berlainan dengan ukuran 
jang lazim dipergunakan dan adalah tidak pada tempatnja, 
bilamana sesuatu sikap atau utjapan jang bersifat a-nasional 
menurut ukuran normaal dewasa ini, didjadikan sebagai bukti 
jang merugikan bagi jang bersangkutan. 

Penghargaan sesuatu kenjataan tidak tetap; ia berubah. 
Penghargaan ini bergantung dari keadaan. Mungkin sesuatu 
sikap pada suatu masa dihargakan berat, pada lain masa tidak. 
Inilah jang senantiasa harus mendjadi perhatian bagi sese
orang jang berkewadjiban mengambil suatu kesimpulan dalam 
suatu soal. 

Tidak memperhatikan pedoman ini, berarti berlaku tidak 
djudjur dan kesimpulan jang diambil bersifat tidak adil. 

Akibat dari sifat tidak memperhatikan suasana, adalah, 
bahwa setiap orang jang pada masa itu masih sangsi2 terhadap 
kemungkinan berhasilnja usaha dalam mentjapai kemerde
kaan, dianggap pengchianat. Suatu kesimpulan jang tidak 
dapat dipertanggung djawabkan bilamana kita mengetahui 
bahwa, menurut buku seorang pemuda jang dapat dianggap 
mengetahuinja, pemimpin2 kita sendiri, Ir. Sukarno, sekarang 
President R.I.S. dan Drs. Hatta, Perdana Menteri R.I.S., per-
nah menundjukkan kebimbangan; sehingga barulah, sesudah 
beberapa pemuda di Djakarta mendjalankan tindakan jang 
menjerupai paksaan, mereka sudi menandatangani maklumat 
kemerdekaan dan memimpin gerakan kemerdekaan jang ber-
achir dengan penjerahan kedaulatan oleh Belanda. 
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2. Gerakan Amir Husin Al Mudjahid. 

Seorang, bernama Amir Husin al Mudjahid, berpendapat, 
bahwa pemerintahan belum sempurna, bahwa masih banjak 
„sisa feodal" jang harus disingkirkan, bilamana diingini pe
merintahan jang stabiel, jang dapat berdjalan dengan baik 
atas kerdja sama dengan rakjat. Dan ia berpendapat, bahwa 
atas dirinjalah terletak kewadjiban untuk memperbaiki peme
rintahan itu dengan djalan menjingkirkan anasir2 jang, 
menurut fahamnja, „menghalangi perdjalanan revolusi nasio
nal." 

Sebagai akibat dari pertimbangan2 ini, maka dikumpulkan-
nja sedjumlah besar orang2 jang „berdarah panas" dalam 
suatu organisatie jang dinamakannja „T.P.R." kependekan 
dari „Tentara Perdjuangan Rakjat". Ia memulai gerakannja 
itu dari tempat tinggalnja di Idi. Dari tempat jang tersebut 
ia menudju kearah Utara dengan melalui kota2 dipantai 
Timur Atjeh, Lho Sukon, Lho Seumawe, Bireuen, Samalanga, 
Meuredu, Sigli, dan seterusnja sampai keibu kota keresidenan 
Atjeh, Kotaradja. 

Dimulai dengan djumlah serta persendjataan jang terbatas, 
lambat laun, semangkin djauh ke Utara dari tempat permu-
laan, semangkin besar djumlah gerombolannja; sehingga, pada 
sa'at ia memasuki Kotaradja, gerombolan jang tersebut telah 
menjerupai suatu kesatuan jang leratur dengan persendjataan 
jang kuat, jang tidak mudah dapat dita'hikkan. Disetiap tem
pat jang dilalui, gerombolan menjerupai suatu kekuasaan jang 
mengerikan. Algodjo2 jang ikut serta dalam rombongan, men-
djalankan peranan jang tertentu. Bukan sedikit djiwa manu
sia jang tidak bersalah, selain oleh karena ia kebetulan ter-
hitung dalam kaum jang disebut mereka „feodal", mendjadi 
korban. Bukan sedikit pula mereka ditangkap dan kemudian 
diasingkan disuatu tempat, tempat mana barulah dapat me
reka tinggalkan pada sa'at penjerahan kedaulatan kepada 
Republiek Indonesia Serikat. 

Sesampainja di Kotaradja, gerombolan ini memulai mela-
kukan penangkapan; antara lain djuga atas beberapa pembesar 
civiel dan militair, sebagai T.Nja' Arif jang pada masa itu 
mengendabkan pimpinan tentara sebagai General Major dan 
T. Husin Trumon, Assistent Resident Atjeh Besar. 

Djabatan2 jang, sebagai akibat penangkapan2 pegawai 
Negeri, djadi terlowong, dipenuhi oleh anggota2 golongan me
reka sendiri. 
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Sebagai pengganti T. Nja' Arif, Amir Husin Al Mudjahid 
sendiri mengangkat dirinja sebagai General Major. Mereka 
jang ditangkap, kemudian diasingkan disuatu tempat jang 
tersingkir. 

Selesai pekerdjaan ini, gerombolan jang tersebut, setelah 
diperkuat oleh Pesindo dibawah pimpinan seorang jang ber-
nama Nja' Neh, melandjutkan gerakan ke Atjeh Barat, dima
na djuga, sebagai di Timur dan Utara, setiap orang jang me
reka anggap termasuk pada golongan „feodal" dan oleh ka
rena itu „berbahaja", ditangkap dan kemudian disingkirkan. 

Apakah gerangan alasan mereka, melaksanakan penangka
pan2 atas pembesar2 Negara jang memegang djabatan2 jang 
bertanggung djawab didaerah Atjeh ini? 

Satu hal tjukup terang, jaitu: gerakan ini berlangsung de
ngan tidak memperoleh keidzinan dan persetudjuan dari atan-
pun dengan diketahui lebih dahulu oleh Pemerintah Daerah. 

Ditindjau dari sudut ini, maka gerakan Husin Al Mudjahid 
ini adalah gerakan liar jang, pada sa'at itu, tidak dapat diha-
langi oleh Pemerintah Daerah berhubung dengan kelemahan 
alat-alat Negara. 

Hal inipuu di insjafi oleh T. Nja' Arif. Beliau tidak me
ngambil tindakan perlawanan terhadap gerakan illegaal jang 
ditudjukan kepada instantie jang bertanggung djawab itu, 
akan tetapi memerintahkan tentaranja memenuhi tuntutan2 

Husin Al Mudjahid c.s. Sehingga dapatlah kita pada sa'at per-
mulaan Maart 1946 mempersaksikan suatu kedjadian jang di-
dalam suatu Negara jang sudah normaal keadaannja, sangat 
aneh dan memalukan Pemerintah, akan tetapi pada sa'at 
itu, menilik kepada suasana dan masa, hanjalah menjerupai 
suatu kedjadian jang mengandung kesedihan luar biasa, jaitu 
suatu kedjadian, dimana beberapa pembesar Negara diperla-
kukan dengan tjara jang sangat hina oleh suatu gerombolan; 
perlakuan mana, untuk kepentingan keamanan dan ketente-
raman, untuk penghindaran pertumpahan darah, harus dan 
oleh karena keinsjafan tak dapat mengatasinja, terpaksa di-
telan mcntah-mentah. 

T. Nja' Arif jang sedjak mudanja, semasa Pemerintah Be
landa, terkenal sebagai nasionalis sedjati, ditaban dan dising
kirkan kesuatu tempat, atas alasan ," berbahaja untuk 
keselamatan Negara, oleh karena ia berhubungan dengan Be
landa." 
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Teuku Nja' Arif, seorang kaum pergerakan jang senantiasa 
berada pada fihak jang menentang pendjadjahan Belanda, se
orang jang dikenal sebagai pembela rakjat umum didaerah 
Atjeh, tidak lama menderita penghinaan ini. Pada penghabi-
san tahun 1946 beliau meninggalkan dunia jang fana ini. 
Moga2 segala djasa beliau guna kepentingan Bangsa dan Tanah 
Air, djasa mana didunia ini tidak memperoleh penghargaan 
selajaknja, mendjadi pahala baginja dan arwah beliau dapat 
menempati tempat jang termulia disisi Tuhan ! 

Pada halaman lain telah dikemukakan bahwa, adalah per
istiwa Tjumbo, jang pada lahirnja menjerupai pembasmian 
pengikut2 Belanda, pada hakikatnja suatu perdjuangan mere-
but kekuasaan diantara fihak Ulama jang berusaha memiliki, 
dan fihak Uleubalang jang mempertahankan kekuasaan jang 
mereka telah miliki turun temurun sedjak beberapa abad. 

Bibit pertentangan ini sebenarnja telah berpuluh tahun ber-
semi dalam hati mereka. Dengan adanja suatu kekosongan pe
merintahan (gezagsvacuum) pada sa'at penjerahan Djepang 
kepada Sekutu, ditambah lagi dengan sentiment jang dinjala-
njalakan oleh tentara Djepang, maka timbullah sjarat2 jang 
sebaiknja untuk meluapnja pertempuran diantara kedua be
lah fihak. Achirnja pertempuran adalah, kemenangan pada 
fihak Ulama, hal mana berarti kelenjapan golongan Uleuba
lang sebagai kepala adat (adathoofden) dan timbulnja golo
ngan Ulama jang memiliki kekuasaan jang sediakala dimiliki 
oleh Uleubalang sebagai kepala adat. 

Gerakan Husin al Mudjahid dapat dianggap sebagai lan-
djutan peristiwa „Tjumbo'." 

Selain dari djabatan Uleubalang, masih banjak lagi djaba-
tan2 jang penting dalam pemerintahan jang diduduki oleh fa-
milie Uleubalang. Djuga djabatan2 ini dirasa oleh fihak Ulama 
perlu dimiliki. 

Selama djabatan2 jang penting ini masih ditangan familie 
atau pengikut Uleubalang, selama itu djuga kemungkinan tim
bulnja kesulitan2 dalam penglaksanaan pemerintahan oleh 
anggota2 pemerintah baru, tetap ada. 

Melenjapkan kemungkinan inilab pada hakikatnja tugas 
gerakan Husin al Mudjahid itu, atau dalam istilah mereka 
sendiri, tugas mereka adalah „membasmi sisa-sisa feodal jang 
masih ada." 

Dengan penjelesaian gerakan Husin Al Mudjahid ini, dapat 
dikatakan, pemerintahan daerah Atjeh selurubnja berada di
tangan mereka, golongan Ulama. 
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Golongan ini adalah sama (identiek) dengan kaum perge-
rakan jang semasa Belanda menjerupai kaum „oppositie" dan 
bersatu dalam organisatie Pusa (Persatuan Ulama Seluruh 
Atjeh). 

Mereka sekarang dapat melaksanakan pemerintahan dengan 
merdeka, dengan tidak menghadapi kesulitan2 dari fihak jang 
berlainan faham dengan mereka. Kesempatan ini dilaksana-
kan oleh mereka sebaik-baiknja dan diatas dasar2 aliran jang 
hidup dalam golongan mereka itu. 

Pada permulaannja, segala sesuatu berdjalan dengan me
muaskan. Pemerintahan berdjalan dengan tenteram. 

Segala sesuatu jang mendjadi duri dimata rakjat semasa 
pemerintahan Uleubalang di-kampung2, dihapuskan. Perta-
nian, perkebunan, peternakan dan sebagainja diusahakan oleh 
rakjat dengan giat. 

Perniagaan, djuga dengan Malaya, mengalami kemadjuan, 
sehingga dapat diambil kesimpulan: daerah Atjeh memuas
kan, baik dalam politiek, maupun dalam perekonomian. Per
hubungan baik dari anggota2 pemerintahan dengan rakjat, 
terpelihara. Akan tetapi, lambat laun keadaan mulai berobah. 
Sikap hormat dan tjinta dari rakjat terhadap pemimpin2nja 
mengalami perobaban. Tuduhan2 terhadap mereka mulai 
timbul. Tuduhan2 corruptie, berniaga setjara illegaal, 
memperlindungi familie dan kerabat, mempertjajai diabatan2 

penting kepada sahabat2 dengan tidak memperhatikan ke-
tjakapan, mementingkan diri, bertubi-tubi; suatu alamat ber-
langsungnja proces-perobahan dalam sikap rakjat umum ter
hadap pemimpin2-nja jang selama ini disajangi, dipertjajai 
dan dihormatinja. 

Bilamana dimadjukan pertanjaan, dimanakah letaknja se-
bab2 perobahan sikap ini, maka dapat didjawab, bahwa se-
bab-sebabnja itu terletak, baik dalam sikap sebagian dari pe
mimpin2, maupun dalam sikap sebagian dari rakjat sendiri. 

Maka adalah suatu kenjataan, bahwa tidak ada barang se-
suatupun didunia ini, sekalipun seketjil-ketjilnja, jang dapat 
dilaksanakan dengan memuaskan segenap orang. 

Setiap usaha dalam setiap pekerdjaan senantiasa mengalami 
kesulitan, apalagi dalam soal pemerintahan. 

Pun adalah suatu kenjataan bahwa tabiat manusia adalah, 
melihat kesalahan2 orang dengan melebih-lebihi dan mengang-
gap bahwa ia lebih pandai mengatur segala sesuatu dari orang 
lain. 
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Sangat mungkin bahwa djuga faham dan perobahan sikap 
rakjat terhadap pemimpin2-nja ini, untuk sebagian, dapat di-
pertanggung djawabkan kepada tabiat manusia ini. 

Alasan lain mungkin terletak dalam keketjewaan beberapa 
pengikut. Sebagai lazim dalam perdjuangan politiek, pemim
pin2 jang beroppositie, dalam pedato2 mereka, mengemuka-
kan kekurangan2 dan keburukan2 dalam masjarakat dan tja-
ra2nja bagaimana kekurangan2 dan keburukan2 ini dapat di-
lenjapkan bilamana mereka kelak memegang kendali peme
rintahan. 

Sesungguhnja, oppositie adalah pekerdjaan jang semudah-
nja. Mengemukakan kekurangan2 dan mengkritiek orang2 

jang memegang kendali pemerintahan, bukanlah suatu kewa-
djiban jang berat; jang menghadjati ketabahan hati, kebi-
djaksanaan dan kesanggupan besar, adalah kewadjiban men-
djalankan pemerintahan Negara dengan sempurna. 

Perobahan kedudukan dari opposant, pemimpin pergerakan 
politiek, jang tidak mempunjai tanggung djawab dalam pe
merintahan, jang dapat mengkritiek pemerintah sesuka-suka-
nja, mendjadi anggota pemerintahan jang mempunjai tang
gung djawab besar terhadap nasib tanah air, membawa pero
bahan dalam tjara berfikir. 

Sifat „revolusionair" dalam gerak-gerik dan fikiran jang 
menghendaki perobahan serta merta dalam segala sesuatu 
jang dianggap tidak sempurna, lambat laun berobah mendja
di sifat „evolutionair", jang melihat djuga kebaikan dalam 
suatu tjara jang membawa perobahan dengan berangsur-ang-
sur; sifat „irreeel" jang tidak dapat melihat kesukaran2 ke
adaan, suasana, masa dan waktu, berobah mendjadi sifat 
,.,reeel" jang menarik dalam perhatian segala kenjataan2, baik 
jang menguntungkan, baik jang merugikan, sehingga sesuatu 
keputusan diambil dengan perbitungan laba rugi. 

Djuga anggota2 pemerintah bekas pemimpin2 pergerakan 
didaerah Atjeh, tidak luput dari pengaruh proces" ini. Me
reka berada dalam suatu „dwang positie" jang sangat menju-
sahkan mereka. 

Pada satu fihak berdiri kawan2 separtij dalam perdjuangan 
jang menuntut segala djandji2 jang telah diutjapkan semasa 
mereka memimpin partij, sebaliknja, kepentingan dan per
aturan2 Negara, tidak mengidzinkan penglaksanaan tuntutan2 

itu. Sehingga pada achirnja tidak dapat disingkirkan pera
saan permusuhan terhadap anggota2 pemerintah, — bekas ka-
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wan sepergerakan, jang, menurut istilah umum, telah meni-
pu kawan2 dengan djandji2 muluk, telah lupa daratan, dan 
hanja mengingat kesenangan diri sendiri, tidak mengingat la
gi kawan seperdjuangan sesudah menduduki kerosi". 

3. Pentjulikan Amir Husin Al Mudjahid. 

Reactie pertama jang njata, timbul dari fihak ketentaraan. 
Reactie ini menjerupai suatu tindakan pentjulikan oleh be
berapa anggota ketentaraan terhadap Amir Husin Al Mudja
hid jang pada waktu itu menjebut dirinja Generaal Majoor. 

Tindakan ini dapat dianggap sebagai pembalasan dari fihak 
mereka jang mendjadi korban dalam gerakan Husin Al Mu
djahid terhadap tentara pada bulan Maart 1946; pun pada 
garis besarnja, dapat dianggap sebagai reactie dari kaum Uleu
balang terhadap kaum Ulama; tindakan mana anggota2 ke
tentaraan nampaknja dapat dan berani menglaksanakannja, 
atas pertimbangan bahwa, sebagai akibat perasaan tidak puas 
dari sebagian rakjat umum, persatuan dalam kalangan Ulama 
sendiri, — kaum pemerintahan, — tidak lagi sebulat sedia-
kala. Sekalipun pada lahirnja peristiwa ini menjerupai suatu 
kedjadian intern dalam organisatie ketentaraan. 

Pentjulikan atas Amir Husin Al Mudjahid — terdjadi di 
Kotaradja, ditempat penginapan Hotel Atjeh —, mulanja ber
djalan dengan lantjar dan mungkin sekali akan mengachiri 
riwajat Generaal Majoor ini, bilamana pada saat jang terachir 
tidak muntjul suatu tindakan pentjegahan dari fihak kawan 
seperdjuangan jang berada di Sigli. Rombongan jang mela-
kukan pentjulikan ini, sesampainja disuatu tempat, kurang 
lebih 10 K.M. sebelum Sigli, telah ditjegat ditempat itu dan 
rombongan ini terpaksa menjerahkan tangkapan mereka itu 
ketangan pentjegat. 

Betapa hebatnja rasa dendam terhadap Husin Al Mudjahid, 
ternjata dari perlakuan penghinaan, tjertjaan serta pengania-
jaan atas dirinja oleh penangkap2 sewaktu ia melakukan per-
tjobaan melepaskan diri. Rasa dendam jang kenjataan ini, 
menguatkan kemungkinan kebenaran tuduhan jang menjata-
kan bahwa maksud penangkapan itu adalah, membawa ia ke 
suatu kampung dekat Sigli dan menjerahkan ia kepada se
orang bernama Husin Sab, salah satu dari pemimpin2 golongan 
Ulama dalam peristiwa Tjumbok, jang pada sa'at itu menjeru
pai suatu kekuasaan jang sangat ditakuti oleh penduduk kam
pung. 
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Patut pula kita ketahui bahwa ia ini adalah saudara kan-
dung dari Sab Tjut, djuga seorang pemimpin jang lebih ter
kenal lagi dari saudaranja, oleh karena kekedjamannja jang 
luar biasa, jang telah ditembak mati beberapa hari terlebih 
dahulu di Lho' Seumawe oleh seorang jang, menurut tuduhan 
umum, adalah suruhan Husin Al Mudjahid. 

Dari ini timbul persangkaan bahwa, sebagai akibat penem-
bakan mati dari Sab Tjut, dalam golongan Ulama sendiri te
lah timbul suatu golongan ketjil, jaitu golongan Husin Sab 
serta pengikutnja di Gigieng, jang membentji Husin Al Mu
djahid serta pengikutnja. Sangat mungkin, diantara mereka 
ini dengan rombongan pentjulik Amir Husin Al Mudjahid, 
berada kerdjasama jang erat dengan udjud pembasmian Amir 
Husin Al Mudjahid. Tindakan tjepat dan tepat pada sa'at jang 
kritiek, berhasil menghindarkan penglaksanaan pembasmian 
ini. 

4. Gerakan Sajid AH Alsagaff. 

Gerakan Sajid Ali c.s. adalah gerakan pertama jang dilaku-
kan setjara „massaal" dan „georganiseerd", terhadap mereka 
jang mengendalikan pemerintahan didaerah Atjeh. Gerakan 
ini didahului oleh tindakan2 jang dilakukan dibeberapa tem
pat setjara „individueel" dan „ongeorganiseerd" oleh anasir2, 
terlepas dan tidak mempunjai hubungan dengan Sajid Ali 
Alsagaff. 

Bukan sedikit djumlah tindakan2 jang dimaksud teracbir, 
baik jang menjerupai pernjataan belaka dengan penjebaran 
pamflet, maupun jang menjerupai perbuatan2 liar sebagai pe-
njerobotan harta benda. 

Gerakan Sajid Ali dengan kawan-kawannja Waki Harun, 
Hadji Muchsin, Teuku Siamaun Latif, Tgk. Mohd. Asjik, Mu-
hamad Meraksa, Nja' Sabi, mempunjai tuntutan2 jang terten-
tu jang dinjatakan dalam suatu „programma van actie." 

Kenjataan2, sebagai meluasnja gerakan ini keseluruh pe-
losok dan masjarakat didaerah Atjeh, sertanja dalam gerakan 
ini beberapa orang jang berasal dari golongan „feodal", me
nundjukkan bahwa memang gerakan ini dapat dianggap se
bagai („manifestatie") pendjehnaan perasaan tidak puas dari 
masjarakat terhadap mereka jang mengendalikan pemerinta
han; pun dapat dianggap sebagai pembalasan dendam dari 
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mereka, „golongan feodaal", jang mendjadi korban dan ma
sih dapat meloloskan diri dari peristiwa Tjumbok, terhadap 
mereka jang mendjadi lawan dalam peristiwa tersebut dan se-
karang menduduki tempat2 terpenting dalam pengendalian 
pemerintahan Negara. 

Tuduhan2 dari mereka jang mendjadi sasaran, bahwa Sajid 
Ali c.s. mempunjai perhubungan dengan Belanda dan mereka 
adalah kaki tangan Nica jang berusaha mengembalikan pen-
djadjahan ke Atjeh, tidak berdasar atas kenjataan dan dapat 
dianggap sebagai siasat jang telah pernah dipergunakan dju
ga dalam peristiwa Tjumbo, dengan tudjuan memetjah per
satuan front Sajid Ali dan menarik pengikutnja ke fihak sen
diri. Pun kebenaran tuduhan bahwa Sajid Ali berhubungan 
dengan P.K.I. Muso di Madiun jang pada sa'at itu sedang me-
nentang pemerintah, dapat disangsikan dan harus ditindjau 
dari sudut kepentingan siasat tadi. 

„Programma van actie" gerakan ini mengenai tuduhan2: 

1) „bahwa mereka, jang telah dapat berhasil menduduki ke-
rosi2 pemerintahan, telah mengadakan suatu perkumpu-
lan „Banteng Hitam". 

2) „bahwa mereka ini, terhadap setiap orang jang tidak ter-
masuk perkumpulan ini, mengadakan satu front sehingga 
pemerintahan seluruhnja tetap dalam genggaman mereka 
dan segala kesalahan2 mereka, tetap terpendam". 

3) „bahwa mereka melakukan ber-bagai2 ketjurangan dan 
kedjahatan, antara lain: 

a. corruptie setjara besar-besaran. 

b. melakukan perniagaan illegaal setjara besar-besaran. 

c. melakukan pembunuhan atas mereka jang tidak disukai 
dan dianggap berbahaja bagi mereka, 

d. Tidak mengurus baital mal dan zakat sebagaimana mes-
tinja. 

e. Tidak mengindahkan peraturan2 dan instructie2 dari 
Pemerintah Pusat. 

f. Mempergunakan hasil-hasil tambang minjak dan per-
kebunan untuk kepentingan diri sendiri." 

Seterusnja mereka dituduh „berbau provinciabstisch dan 
monopolie setiap djabatan." 
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Oleh karena mana Sajid Ali c.s., katanja, telah mengambil 
tekad untuk memperbaiki keadaan ini dan sebagai usaha per
tama, memadjukan tuntutan penjerahan hampir setiap pem
besar jang menduduki djabatan2 jang penting dan bertang
gung djawab, terketjuali Gubernur Sumatra Utara dan Resi
dent t.b. Teuku Daudsjah. 

Usaha ini berachir dengan suatu „tragedie". 
Gubernur Militair, Tgk. Mohamad Dawoed Beureuih, jang 

bertanggung djawab atas keamanan didaerah, mengambil tin
dakan seperlunja; penangkapan dilakukan atas Sajid Ali be-
serta beratus orang pengikutnja; seterusnja mereka diasing-
kan kesuatu tempat jang tersingkir, pengasingan mana baru 
berachir pada sa'at penjerahan kedaulatan oleh Belanda, se
sudah mereka mendekam dalam tahanan lebih dari satu tahun 
lamanja. 

Perkembangan gerakan ini, sebagai dapat dilihat, adalah 
sebagai berikut: 

Perbuatan njata jang dimulai pada pertengahan bulan 
Agustus 1948, didahului oleh kesulitan2 sebagai akibat dari 
pertentangan diantara Sajid Ali beserta pembantu2nja dengan 
beberapa orang jang merasa tersinggung dengan pengiriman 
rekes oleh Sajid Ali c.s. kepada Gubernur Sumatra di Bukit 
Tinggi. Dalam rekes itu dinjatakan antara lain bahwa keadaan 
di Atjeh adalah sangat buruk, setiap warga Negara merasa 
dirinja terantjam sebagai akibat sikap dari beberapa orang 
jang menduduki djabatan jang penting dan berpengaruh di-
dalam Pemerintahan. 

Surat rekes ini, mungkin dimaksud oleh mereka sebagai su-
rat pengaduan jang tidak bersifat umum, entab setjara bagai-
mana, rupanja telah sampai pada jang tertuduh. 

Mereka ini, jang merasa tertjemar nama baiknja oleh pe
ngaduan itu, memadjukan tuntutan dimuka Hakim atas sipe-
ngirim rekes tersebut. 

Tuntutan ini adalah mengenai kedjahatan penghinaan, un
tuk kedjahatan mana tidak dapat dilakukan penahanan (pre-
ventief), akan tetapi umum terperandjat setelah mempersak-
sikan bahwa jang bersangkutan, dengan serta merta, ditawan 
dan dimasukkan dalam pendjara. 

Dalam hal jang demikian, proces-verbaal pemeriksaan ma
sih tetap belum diterima oleh Hakim, oleh karena mana Ha
kim tidak berdaja mentjampurinja. 
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Beberapa bulan berlangsung, akan tetapi pengadilan per-
kara belum djuga nampak, sedangkan tertuduh2 tetap me-
ringkuk dalam tahanan. Barulah pada sa'at pengiriman surat-
surat pemeriksaan kepada Hakim, menurut kabar atas desa-
kan beberapa orang jang berpengaruh, tahanan2 dimerdeka-
kan. 

Proces jang berlangsung dimuka Hakim, menundjukkan 
perhatian umum terhadap „Sajid Ali c.s." Ber-djedjal2 publiek 
berdiri dimuka gedung Pengadilan. 

Mereka telah meninggalkan pekerdjaannja sehari-hari dan 
telah menunggu, lama sebelum sidang dimulai. Segala ini ada
lah tanda bahwa, setidak-tidaknja, umum bersympathie de
ngan Sajid Ali c.s. dan menganggap mereka sebagai pembela 
kepentingan golongan tertindas. 

Pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dengan sekali sidang. 
Beberapa kali sidang diundurkan, sehingga pada suatu sa'at, 
pada mana putusan belum ada, meletuslah gerakan Sajid Ali 
itu. Besar kemungkinan bahwa Sajid Ali telah memperguna-
kan kesempatan untuk melebarkan sajap gerakannja keselu-
ruh pelosok didaerah Atjeh. 

Sesudah nampaknja terlebih dahulu dilakukan persiapan 
persiapan setjara teratur, maka pada tanggal 18 Agustus 1948 
berkumpul sedjumlah besar penduduk dari berbagai kam-
pong disekitar Kotaradja, dibawah pimpinan Sajid Ali serta 
kawan-kawannja, dengan maksud mengadakan gerakan se-
rentak memasuki Kotaradja dan mengadakan demonstratie 
setjara besar-besaran untuk menguatkan tuntutan mengenai 
penjerahan sedjumlah besar pembesar2 Negara", supaja pe
merintahan dapat diperbaiki." 

Hal ini diketahui oleh jang bertanggung djawab di Kota
radja. Utusan jang dikirim ke Lam Baro, tempat demonstran-
ten berkumpul, dalam utusan mana antara lain serta Tgk. 
Hasbullah Indrapuri, seorang Ulama jang berpengaruh, dan 
Tje' Mat Rahmani, Letnan Kolonel, dapat menenteramkan ge
rakan itu dan menasehati mereka mengundurkan maksud itu 
serta mengirim pemimpin2 mereka ke Kotaradja, dimana de
ngan instantie2 jang bertanggung djawab dapat dibitjarakan 
dan dirundingkan segala sesuatu jang mendjadi keberatan me
reka; nasehat mana diterima oleh mereka. 

Utusan jang mereka kirimkan ke Kotaradja melakukan 
pembitjaraan dengan pembesar2, bertempat ditempat tinggal 
Gubernur Sumatra Utara. 
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Sebagai hasil dari pembitjaraan tersebut, maka gerombo
lan jang sudah siap sedia memasuki Kotaradja, bubar; ke
amanan dan ketertiban terpelihara kembali. 

Tentang pembitjaraan jang dilakukan oleh Utusan tersebut 
dengan pembesar2 Negara terbetik kabar bermatjam ragam. 

Ada kabar2 jang mengatakan bahwa pada sa'at itu telah di-
djandjikan oleh Pemerintah, penjingkiran dari beberapa pe-
gawai jang tidak disukai, dari djabatannja. Kabar2 lain me
ngatakan bahwa persetudjuan itu hanja mengenai djandji 
pemerintah menjampaikan setiap keberatan dan tuntutan ge
rakan ini kepada Pemerintah Pusat dengan perantaraan Kom-
misaris Negara di Bukit Tinggi. 

Kabar mana jang benar, tidak dapat dipastikan, akan teta
pi kenjataan jang dapat dilihat, adalah babwa perobahan jang 
diingini oleh Sajid Ali c.s. tidak kelihatan. Keadaan tetap se
bagai sediakala. 

Pengumuman Gubernur Sumatra Utara tanggal 20 Agustus 
1948 (Lampiran ke 1) jang berudjud pernjataan pengakuan 
penghargaan atas keinginan sebagian jang terbesar dari golo
ngan rakjat, memperbaharui susunan pemerintahan dan djan
dji akan mengusahakan penglaksanaan rasionalisatie dengan 
teratur, menundjukkan bahwa pemerintah tidak bersedia me-
menuhi tuntutan Sajid Ali c.s. dengan serta merta. 

Suasana semangkin lama semangkin tegang. Pihak Sajid 
Ali c.s. tetap bergerak mengadakan saranan di-kampung2 dan 
meluaskan pengaruhnja. 

Sebaliknja, fihak lawannja djuga tidak berpangku tangan. 
Partij ini djuga mentjari pengikut di-kampung2, membentuk 
front persatuan terhadap lawannja dan mengadakan anti pro
paganda. 

Intip mengintip dilakukan oleh kedua belah fihak; ke
mungkinan pertumpahan darah semangkin mendekati kepas-
tian. 

Didalam keadaan jang demikian maka Hakim tetap me-
nunda pemeriksaan terhadap Sajid Ali c.s. mengenai tudu
han penghinaan jang telah dimadjukan oleh lawannja. 

Sangat disesalkan, kepastian tentang pengaduan ini tidak 
dapat diperoleh dengan tjepat. Andai kata, putusan salah 
atau tidaknja Sajid Ali c.s. dalam hal tuduhan itu, diperoleh 
dengan segera, rasanja bagi Pemerintah lebih mudah dapat 
mengambil sikap jang tetap dan tegas berdasar atas keputusan 
Hakim itu. 
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Kira-kira pada permulaan November 1948 maka oleh Pe
merintah Daerah diadakan suatu Congres Pamongpradja di-
ibu kota provincie. Atas setiap Bupati, Wedana serta Kepala2 

djabatan Pemerintahan disetiap pelosok daerah Atjeh dila
kukan panggilan, sehingga pada sa'at itu Kotaradja dibandjiri 
oleh pegawai2 Negara jang menempati djabatan jang bertang
gung djawab dalam Pemerintahan. 

Tiba2 terbetik kabar bahwa di-kota2 di Atjeh telah dilaku
kan penangkapan2 atas beberapa puluh pengikut Sajid Ali, 
kabar mana kemudian dibenarkan oleh sebuah maklumat dari 
Gubernur Militer tanggal 4 Nopember 1948 (Lampiran 2). 
Mereka dituduh telah mengadakan permufakatan, melakukan 
tangkapan atas sedjumlah besar pembesar2 Negara jang telah 
termasuk dalam les hitam mereka. Penangkapan setjara besar-
besaran ini dan pemeriksaan seterusnja atas mereka dilaku
kan atas lapuran jang diterima bahwa Sajid Ali c.s. telah me-
rantjang suatu „Coup d' etat" (perampasan pemerintahan). 

Menurut rantjangan mana, katanja Sajid Ali c.s. pada sa'at 
Congres Pamongpradja dilangsungkan di Gedong Dewan Per-
wakilan Sumatra Utara, dengan tiba-tiba akan menjerbu ke-
dalam kota; sebagian dari mereka akan menduduki tempat2 

jang strategisch didalam kota, sebagian akan mengepung ge-
dung Dewan Perwakilan Rakjat, menangkap setiap orang jang 
berada digedung jang tersebut jang turut serta mengambil ba
gian dalam Kongres itu, sedangkan sebagian lagi akan menge
pung setiap tempat kediaman pembesar serta menangkapi dan 
menawan pembesar2 ini. 

Segera sesudah pekerdjaan ini selesai, akan dilakukan pe-
milihan umum dengan maksud supaja rakjat dapat menun
djukkan kepala2 jang disukainja. 

Rantjangan ini gagal seluruhnja oleh karena terbentur atas 
kewaspadaan jang berwadjib, sehingga dengan tiba-tiba sadja 
Sajid Ali c.s. dapat ditangkap dan seterusnja ditahan. 

Benar atau tidaknja lapuran jang diterima oleh instantie 
Gubernur Militair itu, tidak dapat dipastikan. Dalam mem-
pertimbangkannja, maka keadilan menghendaki suatu kesim
pulan jang bersifat objectief dan berdasar kenjataan2. 

Dapat diakui bahwa adanja sjarat objectiviteit dalam mem-
pertimbangkan dan mengambil kesimpulan dalam hal ini, ti
dak dapat didjamin untuk 100%. 

Mereka jang memberikan pertimbangan adalah, pada 
umumnja, pembesar2 jang mendjadi lawan Sajid Ali; jang 
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mungkin dapat mengambil sikap neutraal dan dapat menem-
patkan diri diatas segala pertentangan, dapat dihitung dengan 
djari sebelah tangan. 

Mungkin djuga, lapuran2 tentang maksud penjerbuan kota 
oleh Sajid Ali, adalah semata-mata provocatief, tuduhan2 jang 
diper-buat2 jang tidak berdasar atas kenjataan dan hanja di-
buat-buat dengan maksud mempunjai suatu alasan untuk me
lakukan penangkapan2 setjara besar-besaran seperti dikata-
kan tadi. 

Anggapan ini dikuatkan pula dengan kabar2 mengenai Sa
jid Ali, pada sa'at sebelum dilakukan tangkapan atas dirinja. 
Kabar2 mana menjatakan bahwa Sajid Ali berusaha dan me
ngadakan actie di-kampung2 untuk menumbangkan Pemerin
tah; tuduhan mana tidak kenjataan kebenarannja. 

Sebagaimana diketahui, maka mereka jang ditawan ini, se
sudah sebagian jang terketjil dimerdekakan kembali, dising-
kirkan kesuatu tempat jang djauh. 

Sajid Ali c.s. sekarang telah dibebaskan. Akan tetapi, apa-
kah pembebasan ini berarti pula penjelesaian soal Sajid Ali 
c.s., sangat disangsikan. Dapat diduga bahwa mereka ini, jang 
nampaknja melakukan aksi berdasar atas suatu kejakinan 
jang teguh dan keinginan jang kuat untuk memperbaiki ke
adaan, akan beraksi terus. 

Dengan sjarat jang dinjatakan, bahwa mereka diwadjibkan 
meninggalkan daerah Atjeh, bertambah pulalah bahan bagi 
mereka untuk menuduh mereka jang duduk dalam Pemerin
tahan, masih bersifat „koloniaal" dan „imperialistisch." 

Selain dari mereka dihadapkan dengan kesulitan tentang 
nafkah diluar daerah dan kampong mereka, dimana mereka 
belum pernah bertempat tinggal, mereka seolah-olah didja-
tuhkan hukuman jang lebih berat lagi. 

Oleh karena itu, maka rasanja adalah lebih bidjaksana, bi
lamana penjingkiran mereka keluar daerah, dibatalkan dan 
mereka diidzinkan kembali memilih tempat tinggal dimana 
mereka kehendaki. 

Adanja mereka diluar daerah dengan tidak tjukup perbe-
landjaan, mengakibatkan kebentjian terhadap Pemerintah, 
hal mana menjerupai suatu sumber saranan jang merugikan, 
sedangkan sebaliknja, bilamana mereka diberikan kembali 
kemerdekaan sebenarnja, berkuranglah djumlah sumber sa
ranan anti-propaganda terhadap Pemerintah. 
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II . PERIHAL PEMERINTAHAN. 

Masa pemerintahan jang berlangsung sedjak Proklamatie 
Kemerdekaan pada tanggal 17 Augustus 1945 sampai penje
rahan Kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, dapat di-
bagi dalam empat bagian menurut pimpinan jang bertanggung 
djawab. 

P e r t a m a : masa pemerintahan dibawah pimpinan Resi
den T. Nja' Arif, sedjak sa'at Proklamatie Kemerdekaan sam
pai pertengahan bulan Januari 1946. 

K e d u a : masa pemerintahan dibawah pimpinan Residen 
Teuku Daudsjah, sedjak pertengahan bulan Januari 1946 sam
pai penghabisan bulan Mei 1948. 

K e t i g a : masa pemerintahan dibawah pimpinan Guber
nur Mr. S. M. Amin, sedjak penghabisan bulan Mei 1948 
sampai penghabisan bulan Augustus 1949. 

K e e m p a t : masa pemerintahan dibawah pimpinan Wakil 
Perdana Menteri Mr. Sjafrudin Prawiranegara, sedjak peng
habisan bulan Augustus 1949 sampai sa'at penjerahan Kedau
latan. 

1. Masa Residen Teuku Nja' Arif. 

Sebagai akibat dari dasar demokratie dalam pemerintahan, 
maka disamping setiap Kepala Daerah dibentuk suatu perwa-

kilan daerah jang dinamakan Komite 
Nasional Daerah terdiri dari beberapa 
anggota jang ditentukan oleh hasil pe-
milihan rakjat, akan tetapi, oleh karena 
keadaan belum mengidzinkan, pemili-
han diganti dengan penundjukan atas 
pentjalonan partij2. 

Sebagai wakil Ketua ditetapkan Tu-
anku Mahmud, semasa Belanda Hoofd-

Residen T. Nja' Arif ambtenaar, semasa Djepang Kepala 
(marhumj Kehakiman Daerah Atjeh. 

KKB&Ssi#i&** 
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Selain dari Dewan ini, dibentuk suatu badan, Badan Exe-
cutief, terdiri dari beberapa anggota jang dipilih oleh dan 
dari kalangan anggota2 Komite Nasional Daerah sendiri. 

Badan Executief jang diketuai oleh Residen ini adalah 
pembantu Residen dalam penjelenggaraan pemerintahan se-
hari-hari. 

Pemerintahan di-ressort2 jang bukan keresidenan, tetap 
sebagai sediakala. Ressort2 ini tetap dinamakan afdeeling, di-
kepalai oleh Assistent Resident, dan onderafdeeling dikepalai 
oleh Controleur. 

Pada permulaan, sesudah diketahi maklumat kemerdekaan 
Indonesia di Sumatra, Gubernur Sumatra Mr. T. M. Hasan 
mengeluarkan sedjumlah penetapan mengenai penundjukan 
Assistenten Residen, Controleurs dan pegawai2 tinggi lain. 

Penetapan2 ini menundjukkan untuk djabatan2 jang ter
sebut, pada umumnja Uleubalang2 dan familie mereka. Seba
gai akibat dari perdjuangan kekuasaan diantara partij Uleu
balang dengan partij Ulama, sebagai telah diuraikan pada 
halaman2 terdahulu, maka penetapan2 ini, untuk seluruhnja 
tidak dapat dilaksanakan, baik oleh karena jang bersangkutan 
telah tiwas dalam peristiwa tersebut, ataupun golongan jang 
berpengaruh tidak menghendaki mereka sebagai pedjabat2 

Pemerintah. Desakan golongan jang berpengaruh untuk me
nundjukkan pembesar2 jang mereka sukai, jang pada sa'at 
itu tidak mungkin dibantah, mengakibatkan pembatalan 
penetapan jang terdahulu dan pengeluaran penetapan2 jang 
baru jang berisi penundjukan persoon2 lain untuk menduduki 
tempat jang terluang. 

Pemerintahan daerah jang dikepalai oleh T. Nja' Arif, 
sebagai pemerintahan jang pertama, harus mengalami suatu 
pertjobaan jang maha berat, dimana suasana belum mening-
kat pada suatu penjusunan permulaan, segala-galanja masih 
berada dalam keadaan katjau-balau, pertentangan dalam go
longan masjarakat masih menghebat dan belum kelihatan 
suatu bajangan kearah mana rasanja perdjuangan golongan2 

itu akan menemui penjelesaian. Ditambah lagi dengan peng-
ganasan tentara Djepang dibeberapa tempat, oleh karena 
mana Residen praktisch lebih menjerupai pemimpin dari Ke
tentaraan T.K.R. jang harus berhubungan tetap dengan ten
tara Djepang dan menjelesaikan segala sesuatu mengenai per
tentangan dengan tentara Djepang. 
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Berhubung dengan kenjataan, bahwa banjaknja urusan jang 
harus diselenggarakan tidak mungkin diletakkan atas bahu 
seorang sadja, maka ditetapkan sebagai wakil Residen, T.R.P. 
Mohd. Ali, jang harus tetap tinggal di-ibu kota, Kotaradja, 
dan menjelenggarakan pekerdjaan2 residen, sedangkan residen 
T. Nja' Arif sendiri mengadakan perdjalanan2 dan tindjauan 
keluar Kotaradja, kesetiap sudut daerah dimana sadja 
timbul kesulitan jang harus segera diselesaikan, baik 
sebagai akibat dari pertentangan dengan tentara Djepang, 
maupun oleh karena pertentangan2 dalam kalangan bangsa 
sendiri. 

Pemerintah pertama ini tidak landjut usianja; usianja hanja 
lebih kurang 4 bulan lamanja; masa jang pendek ini adalah 
menjerupai suatu periode jang penuh dengan kesulitan2, satu 
periode jang penuh dengan pertentangan2, pertempuran2 dan 
kekatjauan, suatu periode jang tersusah untuk pengendalian 
pemerintahan dalam masa perkembagan keadaan di Atjeh, 
selama 4 tahun, sedjak Proklamatie Kemerdekaan sampai 
Penjerahan Kedaulatan. 

Dalam periode inilah berachir kekuasaan Uleubalang dan 
berganti dengan kekuasaan Ulama, sebagai telah dinjatakan 
lebih dahulu pada halaman jang terdahulu. Pemerintah seka-
rang harus mengendalikan pemerintahan kearah keinginan 
golongan Ulama ini. 

Susunan Komite Nasional Daerah adalah, untuk sebagian 
besar terdiri dari anggota2 partij Ulama; oppositie dalam 
Dewan dapat dikatakan tidak ada. Sehingga dapat dinjatakan, 
bahwa segala sesuatu mengenai penjelenggarakan pemerinta
han, berlangsung menurut kehendak partij Ulama, lebih tegas, 
partij Pusa. Pemerintahan berlangsung atas kehendak satu 
partij, partij Pusa. Menilik keadaan ini tidak dapat diheran-
kan, betapa mudahnja pengeluaran pengumuman Pemerintah 
Daerah jang mentjap partij Uleubalang sebagai pengchianat 
Bangsa dan Agama, suatu pernjataan jang pada hakikatnja 
berasal dari lawan bukan dari suatu Pemerintah jang menem-
patkan dirinja diatas mereka jang bersangkutan dalam per
tentangan. 

Djuga dari fihak tentara Djepang jang masih berada di-
beberapa tempat, Pemerintah ini mengalami kesulitan. Peng-
ganasan Djepang dibeberapa tempat, di Meulaboh, Kotaradja 
dan Langsa, dihadapi dengan tabah dan tangkas. Dalam hal 
ini maka bukanlah sedikit artinja peranan Ketua Komite 
Nasional Daerah Tuanku Mahmud, jang tidak menge-
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nal pajah dan senantiasa terus-menerus menundjukkan kebi-
djaksanaan dalam perundingan2 dengan Djepang, sehingga 
pertempuran dapat dibatasi sampai ke-kota2 jang tersebut dan 
tidak meluas keseluruh daerah Atjeh. 

Tidak dapat pula dilupakan peranan pemuda jang bersatu 
dalam organisatie Pemuda Republiek Indonesia menghadapi 
tentara Djepang dimedan pertempuran dengan tidak meng-
hiraukan sedikit djuapun antjaman atas djiwa. 

. 

2. Masa Residen Teuku Daudsjah. 

Pemerintah Daerah, sesudah pertengahan bulan Januari 
1946, dipimpin oleh T. Daudsjah sebagai Residen. T. Daudsjah 
semasa Pemerintahan Belanda adalah Zelfbestuurder Idi, 
suatu landschap dibagian Atjeh Timur; semasa Djepang, 
mula2 Guntyo Idi, kemudian pembantu Bunsyutyo di Langsa; 
pada permulaan pemerintahan Republiek, Assistent Residen 
Atjeh Timur di Langsa dan kemudian Resident Atjeh. Beliau 
ini adalah salah satu dari Uleubalang2, jang tidak banjak 
djumlahnja, jang terlepas dari akibat2 pertentangan Ulama -
Uleubalang dan jang dapat tetap mendjabat functie Resident 
sedjak sa'at penetapannja sampai dewasa ini. 

Kedjadian genting jang harus dihadapinja dengan segera, 
adalah gerakan Amir Husin al Mudjahid. Sebagai telah dinja
takan pada halaman lain, adalah gerakan ini pada hakikatnja 
„landjutan" dari peristiwa Tjumbok; suatu pembersihan ter
hadap „sisa2 partij feodaal" jang masih memegang paranan 
dalam Badan2 resmi. 

Sedjarah berdjalan terus. Pimpinan pemerintahan dibantu 
oleh Badan Executief baru jang terpilih dari Komite Nasional 
Daerah jang baru pula. Susunan Badan Perwakilan, sekalipun 
mengalami perubahan, masih djuga membajangkan susunan 
„een partij stelsel" setidak-tidaknja „een groep stelsel"; jaitu, 
suatu susunan jang terdiri dari orang2 jang, walaupun ditun-
djukkan sebagai wakil dari beberapa partij, pada hakikatnja, 
menjerupai satu front djuga, jaitu front Pusa. 

Sebagai wakil Ketua Komite Nasional Daerah dan Badan 
Executiefnja, — pengganti Tuanku Mahmud, semasa Belanda, 
Hoofdambtenaar, semasa Djepang Kepala Kehakiman Daerah 
Atjeh—, ditetapkan Mr. S. M. Amin, semasa Belanda Advo : 

caat & Procureur di Kotaradja, semasa Djepang mula2 Direc-
teur Sekolah Menengah di Kotaradja, kemudian Hakim Tihoo-
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Hooin di Sigli; seterusnja semasa Republiek, Kepala Pedjabat 
Kehakiman Daerah Atjeh, djabatan mana didjabat terus di-
samping djabatan wakil Ketua Komite Nasional Daerah. 

Susunan Badan Executief pertama adalah sebagai berikut : 
Ketua : Residen Teuku Daudsjah. 
Wakil-ketua : Mr. S. M. Amin. 
Anggota2: Sutikno. 

Hasjim. 
H. M. Zainuddin. 
Mohd. Hanafiah. 
R. Insun. 

Secretaris : Kamarusid. 
Peraturan2 mulai diperbuat oleh Pemerintah; antara lain 

jang perlu disebut adalah suatu peraturan mengenai harta 
benda mereka, golongan Uleubalang, jang telah tiwas dalam 
peristiwa Tjumbok. 

Soal harta-benda peninggalan ini telah lama mendjadi per
hatian Pemerintah. Sebagai diketahui, maka harta peninggalan 
anggota2 golongan jang mengalami kekalahan dalam peristiwa 
Tjumbo untuk sebagian besar disingkirkan dari ahli waris 
mereka oleh partij jang sudah berhasil merebut kemenangan. 

Harta peninggalan ini tidak diketahui berada ditangan siapa 
dan sangat mungkin, sebagian terbesar dari harta jang terdiri 
dari benda jang dapat digerakkan, telah „berpindah tangan". 

Ahliwaris2 jang berada dalam keadaan serba kekurangan, 
telah lama menuntut supaja harta mereka dikembalikan. Se-
baliknja, pengikut2 partij Ulama jang serta dalam pertum-
pahan darah, mulai pula menuntut sebagian dari harta itu 
supaja dibagi bagikan antara mereka jang telah „berdjasa". 

Melihat kerasnja tuntutan ini, dengan alasan-alasannja, 
maka dapat timbul suatu kesan, bahwa berhasilnja pemimpin2 

Ulama memperoleh pengikut2 jang bukan sedikit djumlahnja 
dalam waktu jang singkat pula, adalah djuga disebabkan oleh 
djandji2 jang membajangkan kepada pengikut2nja upah jang 
lumajan jang akan diambil dari harta mereka jang akan di-
basmi. Hal ini sangat mungkin, mengingat pada suatu aliran 
dalam golongan itu jang dilahirkan sesudah penjelesaian 
peristiwa Tjumbok itu. Aliran jang dimaksud ini menjerupai 
suatu usaha, supaja harta2 itu dapat dinjatakan harta ram-
pasan (verbeurd verklaard) atas alasan2 jang, katanja, diambil 
dari Hukum Islam; aliran mana tidak menerima sambutan 
jang baik dari sebagian besar golongan sendiri. 
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Peraturan jang dimaksud mengenai antara lain : 
1. pembentukan suatu badan jang mempunjai hak dan kewa-

djiban mengurus harta peninggalan mereka dari golongan 
Uleubalang jang telah tiwas dalam peristiwa Tjumbok. 

2. memeriksa dan memutuskan tuntutan2 mengenai harta 
peninggalan itu, 

3. menetapkan pendjualan sebagian dari harta peninggalan 
itu, guna pengganti kerugian jang diderita oleh fihak Ula
ma sebagai akibat dari pertempuran dalam peristiwa 
Tjumbok, 

4. putusan2 Badan ini mempunjai kekuatan ponis jang tidak 
dapat diapel. 

Sesungguhnja, suatu peraturan jang sangat luas dan ditin-
djau dari sudut juridisch, timbul pertanjaan, apakah peratur
an dari Pemerintah Daerah dapat memuat'tindakan2 jang ber
sifat pemilikan barta-benda Warga Negara dan apakah dapat 
peraturan itu membentuk suatu Badan jang menjerupai Badan 
Kehakiman ? Bukankah peraturan itu telah melanggar hak 
jang se-mata2 termasuk dalam competentie Pemerintah Pusat ? 

Peraturan ini ditanda tangani oleh Residen T. Daudsjah 
beserta Wakil Ketua Badan Executief, Mr. S. M. Amin. Dari 
seorang jurist sebagai Mr. S. M. Amin, rasanja tidak dapat 
diterima, bahwa ia tidak mengetahui keberatan2 juridisch ini, 
sehingga kesimpulan dapat ditarik bahwa, sebagimana djuga 
dalam hubungan dengan beberapa peraturan lain, keadaan 
memaksa, menjetudjui dan menanda tangani peraturan jang 
dimaksud. 

Harus diakui, bahwa setiap orang pada achirnja pun akan 
membenarkan penetapan ini, bilamana ia menindjau soal ini, 
tidak semata-mata dari sudut juridisch, akan tetapi, dalam per-
timbangannja, pun meletakkan perhatian atas keadaan2 dalam 
hubungan dengan suasana. 

Tidak dapat pula dilupakan, bahwa pengeluaran peraturan 
ini adalah suatu usaha mengadakan pengawasan atas harta 
jang masih ada dan menjelamatkannja untuk jang berhak. 

Masa berdjalan terus. Pemerintahan dibawah pimpinan Re
sident T. Daudsjah berdjalan dengan sebaik-baiknja dan me
muaskan, melihat keadaan jang serba kekurangan. Bukan 
sedikit kesulitan2 jang harus dialami, kesulitan2 dalam hubu
ngan dengan kekurangan keuangan jang menjebabkan seba
gian besar dari pekerdjaan untuk kemakmuran rakjat, sebagai 
irrigatie, djalan2, djembatan2, obat2, persekolahan, tidak mung-
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kin diselenggarakan dengan memuaskan. Sebagian besar dari 
pendapatan Pemerintah jang hampir seluruhnja diperoleh 
dari bea2 masuk (douane), harus dipergunakan untuk keper-
luan tentara dan persendjataan. Serangan2 Belanda pada masa 
itu masih menghendaki perhatian jang besar terhadap mutu 
tentara. 

Dalam keadaan jang demikian maka adalah pada tempatnja, 
bilamana dinjatakan penghargaan besar terhadap saudagar2 — 
untuk sebagian besar terdiri dari saudagar Tionghoa — jang, 
sekalipun blokade Belanda atas daerah Atjeh, makin lama 
semakin diperkeras, tetap, dengan menjabung njawa mendja-
lankan perniagaan diantara Atjeh dan Malaya. Perniagaan ini 
mengambil peranan penting dalam perdjuangan Republiek 
didaerah Atjeh. 

Diantara sekian banjak nama2 jang telah mengambil pera
nan penting dalam menembus blokkade Belanda, tidak dapat 
dilupakan nama Major John Li, anggota „Angkatan Laut 
Republiek Indonesia." 

Dengan tidak adanja perniagaan ini, maka bea (pendapatan 
Pemerintah) pun tidak akan tjukup dan kesulitan Pemerintah 
pasti lebih memuntjak lagi. Perubahan susunan Badan Execu-
tief Komite Nasional Daerah pun terlaksana semasa Pemerin
tahan T. Daudsjah. Susunan Badan ini, sesudah dilakukan 
pemilihan dalam sidang pleno adalah sebagai berikut : 

Ketua, Residen T. Daudsjah; Wakil Ketua, Mr. S. M. Amin; 
anggota2, Sutikno Padmosumarto, Ali Hasjmi, Ameltz, Su-
ratno, T. M. Amin; secretaris, Kamarusid. 

Dalam masa pemerintahan ini djuga, Atjeh untuk pertama 
kali menerima tamu2 dari Pusat Pemerintahan jang berkewa-
djiban mengadakan tindjauan dan mempererat perhubungan 
diantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Salah 
satu dari rombongan tamu itu adalah rombongan Mr. Hermani 
dengan mana turut serta antara lain Mr. Abdul Madjid Djojo-
adiningrat. Rombongan ini, didalam beberapa pidato penera-
ngan, telah memberikan penerangan2 jang sangat berharga 
bagi rakjat untuk memperoleh pengetahuan jang agak luas 
tentang makna dan arti kemerdekaan dan demokratie. 

Pun dalam masa ini rombongan Dr. A. K. Gani, sebagai 
Koordinator Keamanan, mengundjungi daerah ini dan mem
berikan penerangan2 jang berfaedah. 
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Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh th. 1946. 
Duduk dari kiri-kekanan: T. M. Amin, T. Daudsjah (Residen) dan 

Mr. S. M. Amin. 
Berdiri dari kiri-kekanan: Hasjimi, Sutikno Padmo Sumarto, Su-

ratno dan Amelz. 

Pada permulaan tahun 1947 berangkat dari Atjeh ke Djawa 
untuk menghadiri rapat pleno Komite Nasional Pusat jang 
akan mengambil ketetapan tentang rentjana persetudjuan 
Linggardjati, anggota2 Komite Nasional Pusat, jang telah ter-
pilih oleh partij2, jaitu Mr. S. M. Amin, Wakil Ketua Badan 
Executief Komite Nasional Daerah, Sutikno Padmosumarto, 
Wakil Kepala Kehakiman Daerah Atjeh, dan Amelz, Pemim
pin harian Semangat Merdeka. 

Mutatie penting dalam pemerintahan berlaku dengan pemin-
dahan Mr. S. M. Amin ke Pematang Siantar sebagai Gubernur 
Muda Sumatra Utara pada bulan April 1947, sekembalinja dari 
sidang K.N.I.P. di Malang. 
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Pada tanggal 21 Juli 1947 gerakan Belanda dengan tudjuan 
melenjapkan Negara Republiek Indonesia, dimulai. Ten
tara Belanda, dengan mempergunakan segala alat mu-
tachir, baik di Djawa maupun di Sumatra, memulai 
agressienja jang pertama jang didjalankannja dibawah 

nama „polisioneele actie" dan dengan alasan „mendjaga ke
amanan dan ketenteraman serta membebaskan bangsa Indo
nesia dari terreur dan perkosaan jang dilakukan oleh gerom
bolan2 bersendjata." 

Dalam sedikit waktu mereka telah dapat menguasai sebagian 
jang terbesar dari Djawa, serta daerah2 Palembang dan Su
matra Timur. 

Rakjat di Atjeh menghadapi agressie ini dengan kebulatan 
persatuan dan tudjuan, mempertahankan Negara sehingga titik 
darah penghabisan. Segala perselisihan faham diantara go
longan2 atau lapisan2 masjarakat lenjap dengan sekali gus. 
Setiap perhatian dan mata ditudjukan kearah pertahanan 
Negara. Seluruh daerah Atjeh diliputi oleh suasana perang. 

Sikap tegas, akan melakukan instructie mengenai bumi 
hangus, ternjata dari tindakan2 jang segera diambil. Bahan2 

peletus, bom2, bertebaran disetiap sudut kota, kampung dan 
djalan2 perhubungan, sebagai bukti kebenaran tekad rakjat, 
mengorbankan segala harta-bendanja bila suasana mengha-
djati. 

Djuga dalam pemerintahan diadakan reorganisatie untuk 
mengudjudkan suatu pemerintahan jang selaras dengan sua
sana perang. Dengan penetapan Wakil President Drs. Mohd. 
Hatta, daerah Atjeh dinjatakan sebagai daerah militair Isti-
mewa dengan seorang Gubernur Militair jang bertanggung 
djawab dalam soal2 mengenai pertahanan. 

Sebagai Gubernur Militair ditetapkan Tgk. Mohd Daud 
Beureuih, seorang pemimpin rakjat jang terkemuka dan sedia-
nja mengepalai Pedjabat Agama Daerah Atjeh. 

Kepada instantie Gubernur Militair diserahkan urusan2, 
baik jang mengenai sipil, maupun militair, asalkan sadja 
urusan2 ini terletak dalam lingkungan pertahanan. 

Tidak djelasnja pembagian hak dan kewadjiban diantara 
pemerintah civiel jang tidak dihapuskan dengan instantie 
Gubernur Militair, membuka kesempatan, menafsirkan kata2 
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„kepentingan pertahanan" ini setjara subjectief, dengan akibat 
jang tidak diingini; hal mana pada halaman lain dalam hu
bungan lalu akan diuraikan lebih djauh. 

Ketegangan dalam suasana berkurang dengan perintah 
cease fire. Pada penghabisan bulan Oktober 1947, Gubernur 
Muda Mr. S. M. Amin, jang, sewaktu tentara Belanda pada 
tanggal 27 Juli memasuki kota Siantar, dapat ditawan oleh 
Belanda dan kemudian dibawa ke Medan, tiba di Kotaradja 
dengan melalui djalan laut via Penang. 

Sesudah dilakukan perundingan2 oleh Belanda dengan Re
publiek, maka 17 Januari 1948 membawa Renville Agreement, 
jang diterima oleh rakjat Atjeh dengan perasaan was2 akan 
tetapi tidak menolak. 

Kedjadian jang penting dan jang membawa pertumpahan 
darah di Atjeh "Barat, sehingga menjerupai ,suatu kesulitan 
bagi Pemerintah, adalah gerakan T. Radja Tampok jang men
djadi pembitjaraan pada halaman lain dalam hubungan lain. 

Kundjungan President dalam bulan Juni 1948, adalah peris
tiwa jang bersedjarah bagi rakjat didaerah ini. Tjinta rakjat 
terhadap beliau, kesediaan mengorbankan segala sesuatu untuk 
kepentingan Negara-, semangat bertempur, keinginan hendak 
merdeka, segalanja ini mendjelma dalam kesempurnaan pene-
rimaan beliau dan dalam demonstratie2 jang diadakan oleh 
rakjat di-tiap2 tempat jang dikundjngi oleh beliau. 

Penjambutan kedatangan Presiden Soekarno, 
dilapangan terbang Lho' Nga pertengahan th. 1948. 
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Presiden Soekarno sedang memerik-
sa parade Tentara bagian ArtiUerie.-

3. Masa Gubernur Mr. S. M. Amin. 

Kesempatan pengundjungan P. J. M. President, diperguna
kan beliau djuga untuk melantik Mr. S. M. Amin, Gubernur 
Muda Sumatra Utara, mendjadi Gubernur Sumatra Utara. Ini 
adalah sebagai akibat dari perobahan pemerintahan di Su
matra. 

Sebagai diketahui, maka perobahan pemerintahan ini mem
bawa pembagian pulau Sumatra, jang sekian lama menjerupai 
satu provincie jang dipimpin oleh Gubernur Sumatra, Mr. T. 
M. Hasan, dengan ibu kota Bukit Tinggi, mendjadi tiga pro
vincie, jaitu: Sumatra Selatan, Sumatra Tengah dan Sumatra 
Utara. Dengan pelantikan Mr. S. M. Amin sebagai Gubernur 
Sumatra Utara, maka sampailah kita pada phase pemerintahan 
jang ketiga. Dalam systeem provincie Sumatra Utara maka 
daerah Atjeh bersama dengan Tapanuli dan Sumatra Timur 
tergabung dalam suatu kesatuan,- suatu provincie jang auto-
noom. 

Keresidenan2 Tapanuli dan Atjeh, jang menjerupai keresi
denan autonoom, dihapuskan, sedangkan Residen2 diperban-
tukan pada Gubernur; seterusnja didjadikan tiap2 kabupaten 
mendjadi kesatuan jang memperoleh autonomic dibawah pim
pinan Bupati, bersama dengan Dewan Kabupaten jang terdiri 
dari anggota2 jang dipilih. Bupati, dalam penjelenggaraan 
urusan pemerintahan sehari-hari, dibantu oleh Badan Exce-
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cutief Dewan Perwakilan Kabupaten jang terdiri dari anggota2 

jang dipilih oleh dan dari anggota2 Dewan Perwakilan.Kabu
paten. 

Dengan penetapan Komisaris Negara untuk Sumatra maka 
ditetapkan Sibolga sebagai ibu kota sementara untuk provincie 
Sumatra Utara. 

Penerimaan perobahan pemerintahan ini, sebagai setiap 
perobahan, mengakibatkan dua matjam reactie. Sebagian rak
jat jang pro-, sebagian, sekalipun tidak banjak, jang anti, 
sebagian jang terbesar jang tidak menundjukkan sesuatu 
reactie. Tentang penundjukan Sibolga sebagai ibu kota semen
tara, pendirian adalah bulat. Dapat dikatakan, bahwa rakjat 
dari segala lapisan dan golongan berpendirian, penetapan itu 
tidak tepat dan mereka berusaha supaja penetapan itu ditjabut 
dan Kota Radja didjadikan ibu kota, menunggu Medan „dapat 
direbut kembali." 

Bertubi-tubi diterima surat2 

dan resolusi2 dari partij2 dari 
berbagai tjorak dan ragam jang 
berudjud penetapan Kota Radja 
sebagai ibu kota sementara de
ngan alasan bermatjam ragam. 

Pun surat2 kabar tidak sunji 
dari membitjarakan soal ini. 

Pada pertengahan bulan Augus
tus 1948, pada sa'at perajaan 
Proklamasi Kemerdekaan 1945, 
Pemerintah harus menghadapi 
suatu kesulitan, berhubung de
ngan suatu gerakan jang nampak
nja teratur dan melingkungi se
tiap pelosok daerah Atjeh. Gerak
an ini dipimpin oleh Sajid Ali c.s. 
Tentang alasan dan kehendak tuntutan gerakan 
dibatja pada halaman lain dalam hubungan lain. 

Penglaksanaan undang2 pembagian Sumatra dalam tiga 
provincie, dimulai dengan pembentukan suatu Dewan Perwa
kilan Sumatra Utara jang terdiri dari anggota2 Dewan Perwa
kilan Sumatra jang telah dihapuskan dan jang didalam Dewan 
Perwakilan Sumatra ini mewakili Atjeh, Tapanuli atau Su
matra Timur. Rapat pembentukan dilaksanakan di Tapa'-
Tuan, pada rapat mana Ketua Gubernur Mr. S. M. Amin, 
mengutjapkan pidato pembukaan (Lampiran 3). 

Mr, 
Gubernur 
8. M. Amin. 

i n i dapat 

44 



Bantuan dan sokongan jang didermakan oleh rakjat Atjeh 
Barat dalam rapat2 pembentukan Dewan ini, jang dilangsung-
kan sedjak 13 December 1948 sampai 16 December 1948, ada
lah bukti jang njata tentang keinginan rakjat, melangkahkan 
kakinja kearah kesatuan Negara. 

Rapat2 berdjalan dengan memuaskan dan menarik perhatian 
seluruh golongan dan lapisan masjarakat. Hanja harus disesal-
kan bahwa, pada rapat hari kedua, beberapa anggota men-
djalankan obstructie dengan meninggalkan rapat, dengan mak
sud supaja rapat tidak dapat berlangsung. Jang mendjalankan 
obstructie ini adalah beberapa anggota jang bersatu dalam 
ikatan Front Demokrasi Rakjat dibawah pimpinan anggota 
Residen Abdul Karim M.S. dari P.K.I. 

Berlainan dengan pendapat mereka, pemimpin rapat ber-
pendirian, rapat dapat diteruskan dan rapat berdjalan terus. 

Alasan golongan jang berobstructie ini adalah, oleh karena 
mereka dengan lain partij tidak dapat mengadakan compromis 
mengenai pembagian kerosi dalam Badan Executief. Compro
mis diantara partij2 jang berazas agama, membawa susunan 

Ketua beserta anggota-anggota „Dewan Pemerintahan Daerah 
Propinsi Sumatra Utara (achir th. 1949), Dari kiri kekanan: 1. 
Jahja Siregar; 2. Junan Nasution; S. Mr. S. M. Amin, Ketua; 4. 

Amelz dan 5. Tgk. Mohd. Noer el Ibrahimy, 
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Badan ini dengan anggota2 Tgk. Mohd. Nur al Ibrahmy (Ma-
sjumi), Jahja Siregar (Masjumi), M. Junan Nasution (Masju-
mi) , Amelz (P.S.S.I.), Melanton Siregar (Parkindo), suatu 
susunan jang djelas membuktikan suatu front agama terhadap 
partij2 kiri. Hal mana tidak usah diherankan bila ditindjau 
dari sudut kedjadian2, sebagai gerakan Muso, jang pada sa'at 
itu berlangsung di Djawa. 

Putusan2 jang penting antara lain, adalah penetapan Kota
radja sebagai ibu kota sementara dengan mana soal jang sulit 
ini jang bagi penduduk daerah Atjeh nampaknja sudah men
djadi „pre8tige kwestie" (soal kehormatan) dapat diatasi. 
Sikap anggota2 dari Tapanuli jang dalam soal ibu kota ini 
dapat menjampingkan perasaan dan se-mata2 mengambil suatu 
kesimpulan atas dasar „ o b j e c t i v i t e i t", dapat dihargakan 
oleh masjarakat. 

Sidang Dewan Perwakilan Provincie Sumatra Utara berachir 
dan bubar tanggal 16 December 1948. Anggota2 berpisah satu 
dengan lain dengan tekad, menumpahkan tenaga dan fikiran 
sepenuhnja terhadap penglaksanaan keputusan2 guna melang-
kah kearah pemerintahan jang sempurna menurut dasar2 

demokratie. 

Tekad ini, sungguh sajang, tidak dapat diudjudkan sebagai-
mana ditjita-tjitakan. Baru sadja selesai sidang Dewan, maka 
pada tanggal 19 December 1948, mendadak agressie Belanda 
kedua. Penjerangan jang dilakukan oleh Tentara Belanda ter
hadap kota2 dan pertahanan2, djuga ditudjukan ke ibu kota 
provincie Sumatra Utara, Kotaradja, dan kota2 lain jang ber-
tebaran dipantai laut, baik disebelah Utara, maupun di-
sebelah Timur dan Barat! penjerangan dari udara dan laut, 
disambut oleh pertahanan republiek dengan giat. Suasana 
damai dengan sekedjap mata telah berobah mendjadi suasana 
perang. Untuk kedua kalinja sedjak proklamasi kemerdekaan, 
rakjat menundjukkan bahwa djandjinja bersedia mengorban-
kan tenaga, harta, sekabpun djiwa dalam mempertahankan 
kemerdekaannja, sungguh benar. Untuk kedua kalinja dalam 
waktu jang pendek, meluaplah segala rasa bentji, sekian waktu 
tidak beralasan untuk dilahirkan, terhadap Belanda. 

Tentara dan rakjat bersendel babu mentaati segala per
aturan dan tindakan2 jang dikeluarkan dan dilakukan guna 
kepentingan pertahanan, baik jang mengenai pengawalan, 
maupun instruktie2 dalam hubungan taktiek bumi hangus. 

46 



Panglima T.N.I. (Komandemen Sumatra), Kolonel Hidajat se-
waktu mengundjungi Kutaradja. Dari kiri kekanan (duduk); 1. 
Kolonel Subyakto dari Angkatan Laut; 2. Gubernur Sumatra Utara 
Mr. S. M. Amin; 3. Kolonel Hidajat; 4. Gubernur Militer Tgk. Daud 
Beureuih dan 5. Residen Tuanku Mahmud. Berdiri dibelakang Ko
lonel Hidajat: Residen T. Daudsjah dan jang berdiri dibelakang 

Gubernur Sumatra Utara: Overste Askari dan Overste 
Dr. Mahjudin. 

Djuga sekarang, sebagaimana halnja dengan masa sewaktu 
agressie pertama, diseluruh pantai, dari Utara sampai ke Barat 
dan Timur, meriam2 pertahanan tetap waspada; demikian 
djuga, meriam-meriam penangkis serangan udara tetap ber-
sedia memuntabkan pelurunja bila sadja perlu. 

Organisasi pertahanan mengalami perobahan dengan pemin-
dahan markas2nja ke Atjeh; Angkatan Darat dibawah Kolo
nel Hidajat, Angkatan Laut dibawah Kolonel Subiakto dan 
Angkatan Udara dibawah Overste Sujoso Karsono. 

Selain dari beberapa gangguan jang dialami oleh perta
hanan pantai dari beberapa kapal2 perang musuh dan gang
guan jang dialami oleh pertahanan udara dari serangan2 kapal 
terbang pembom, daerah Atjeh, djuga pada agressie kedua ini, 
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Badan ini dengan anggota2 Tgk. Mohd. Nur al Ibrahmy (Ma-
sjumi), Jahja Siregar (Masjumi), M. Junan Nasution (Masju-
mi) , Amelz (P.S.S.I.), Melanton Siregar (Parkindo), suatu 
susunan jang djelas membuktikan suatu front agama terhadap 
partij2 kiri. Hal mana tidak usah diherankan bila ditindjau 
dari sudut kedjadian2, sebagai gerakan Muso, jang pada sa'at 
itu berlangsung di Djawa. 

Putusan2 jang penting antara lain, adalah penetapan Kota
radja sebagai ibu kota sementara dengan mana soal jang sulit 
ini jang bagi penduduk daerah Atjeh nampaknja sudah men
djadi „prestige kwestie" (soal kehormatan) dapat diatasi. 
Sikap anggota2 dari Tapanuli jang dalam soal ibu kota ini 
dapat menjampingkan perasaan dan se-mata2 mengambil suatu 
kesimpulan atas dasar „ o b j e c t i v i t e i t", dapat dihargakan 
oleh masjarakat. 

Sidang Dewan Perwakilan Provincie Sumatra Utara berachir 
dan bubar tanggal 16 December 1948. Anggota2 berpisah satu 
dengan lain dengan tekad, menumpahkan tenaga dan fikiran 
sepenuhnja terhadap penglaksanaan keputusan2 guna melang-
kah kearah pemerintahan jang sempurna menurut dasar2 

demokratie. 

Tekad ini, sungguh sajang, tidak dapat diudjudkan sebagai-
mana ditjita-tjitakan. Baru sadja selesai sidang Dewan, maka 
pada tanggal 19 December 1948, mendadak agressie Belanda 
kedua. Penjerangan jang dilakukan oleh Tentara Belanda ter
hadap kota2 dan pertahanan2, djuga ditudjukan ke ibu kota 
provincie Sumatra Utara, Kotaradja, dan kota2 lain jang ber-
tebaran dipantai laut, baik disebelah Utara, maupun di-
sebelah Timur dan Barat; penjerangan dari udara dan laut, 
disambut oleh pertahanan republiek dengan giat. Suasana 
damai dengan sekedjap mata telah berobah mendjadi suasana 
perang. Untuk kedua kalinja sedjak proklamasi kemerdekaan, 
rakjat menundjukkan bahwa djandjinja bersedia mengorban-
kan tenaga, harta, sekalipun djiwa dalam mempertabankan 
kemerdekaannja, sungguh benar. Untuk kedua kalinja dalam 
waktu jang pendek, meluaplah segala rasa bentji, sekian waktu 
tidak beralasan untuk dilahirkan, terhadap Belanda. 

Tentara dan rakjat bersendel bahu mentaati segala per
aturan dan tindakan2 jang dikeluarkan dan dilakukan guna 
kepentingan pertahanan, baik jang mengenai pengawalan, 
maupun instruktie2 dalam hubungan taktiek bumi hangus. 
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Panglima T.N.I. (Komandemen Sumatra), Kolonel Hidajat se-
waktu mengundjungi Kutaradja. Dari kiri kekanan (duduk); 1. 
Kolonel Subijakto dari Angkatan Laut; 2. Gubernur Sumatra Utara 
Mr. S, M. Amin; 3. Kolonel Hidajat; 4- Gubernur Militer Tgk. Daud 
Beureuih dan 5. Residen Tuanku Mahmud. Berdiri dibelakang Ko
lonel Hidajat: Residen T. Daudsjah dan jang berdiri dibelakang 

Gubernur Sumatra Utara: Overste Askari dan Overste 
Dr. Mahjudin. 

Djuga sekarang, sebagaimana halnja dengan masa sewaktu 
agressie pertama, diseluruh pantai, dari Utara sampai ke Barat 
dan Timur, meriam2 pertahanan tetap waspada; demikian 
djuga, meriam-meriam penangkis serangan udara tetap ber-
sedia memuntahkan pelurunja bila sadja perlu. 

Organisasi pertahanan mengalami perobahan dengan pemin-
dahan markas2nja ke Atjeh; Angkatan Darat dibawah Kolo
nel Hidajat, Angkatan Laut dibawah Kolonel Subiakto dan 
Angkatan Udara dibawah Overste Sujoso Karsono. 

Selain dari beberapa gangguan jang dialami oleh perta
hanan pantai dari beberapa kapal2 perang musuh dan gang
guan jang dialami oleh pertahanan udara dari serangan2 kapal 
terbang pembom, daerah Atjeh, djuga pada agressie kedua ini, 
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terpelihara dari pendudukan musuh. Rum - Royen agreement, 
didahului oleh perintah cease fire, diikat pada sa'at musuh 
belum djuga berhasil menduduki Atjeh, sehingga daerah ini-
lah satu-satunja daerah jang dapat mengatakan, belum pernah 
diduduki musuh. 

Sebagai diketahui, maka bekas Ketua Pemerintah Darurat 
Republiek Indonesia Mr. Sjafrudin Prawiranegara, pada peng
habisan masa pemerintahannja bertempat di Kotaradja seba
gai Wakil Perdana Menteri. Wakil President Drs. Mohd. Hatta 
jang datang dari Bangka ke Kotaradja untuk menemui Peme
rintah Darurat, sebelum Pemerintah ini dibubarkan, kenja
taan tidak dapat melaksanakan maksud itu oleh karena Peme
rintah Darurat jang tersebut masih berada disuatu tempat di 
Sumatra Barat. Kedatangan itu dipergunakan oleh beliau, 
memberikan penerangan2 mengenai suasana Negara. 

Sebelum kedatangan rombongan ini, telah kedjadian suatu 
perobahan dalam susunan pemerintahan daerah. Dengan kete 
tapan Ketua Pemerintah Darurat Republiek Indonesia Mr, 
Sjafrudin Prawiranegara, provincie Sumatra Utara dihapuskan 
dan didjadikan dua daerah Militair istimewa, Atjeh dan Tapa> 
nuli, masing2 dipimpin oleh Tgk. M. Daud Beureuih dan Dr 
F. L. Tobing, sebagai Gubernur Militair. 

Gubernur Provincie ditiadakan dan bekas Gubernur didja 
dikan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara 
Dewan Perwakilan Provincie pun dihapuskan. 

Maksud perobahan ini adalah, untuk mentjapai suatu ke 
adaan dimana tenaga militair dapat dipergunakan sebaik 
baiknja. Batas2 kekuasaan dari instantie2 tinggi dengan ringkas 
adalah demikian : 

Kekuasaan, baik sipil maupun militair, dilakukan oleh 
Gubernur militair (fas. I ) . 

Pemerintahan sipil didjalankan oleh Dewan Pertahanan 
Daerah dan urusan militair oleh Komandan Sub Territorium 
atas nama dan tanggung djawab Gubernur Militair (fas. I I I ) . 

Semua ini dinjatakan dalam keputusan Pemerintah Darurat, 
tanggal 16 Mei 1949 No. 25/Pem./P.D.R.I. Tentang kewadjiban 
Komisaris Pemerintah, dinjatakan dalam keputusan Pem. 
Darurat Republiek Indonesia tanggal 17 Mei 1949 No. 22/Pem./ 
P.D.R.I. dalam fas. I I dan fas. I l l , bahwa kewadjiban ini 
adalah menjerupai pengawasan. 

Bahwa peraturan2 ini dalam prakteknja nampaknja tidak 
memuaskan dan didalam anggapan umum kurang tepat, meli-
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hat pada suasana dimana kegentingan bukan memuntjak, akan 
tetapi lambat-laun berkurang, terbukti dari utjapan2 jang 
dilahirkan oleh mereka jang mengambil kedudukan penting 
dalam pemerintahan. 

4. Masa Wakil Perdana Menteri 

Mr. Sjafrudin Prawiranegara. 

Dengan pembubaran pemerintah Darurat dan penempatan 
Mr. Sjafrudin Prawiranegara didaerah Atjeh sebagai Wakil 
Perdana Menteri, untuk sekian kalinja berlangsung perobahan 
dalam structuur pemerintahan. 

Kepada Wakil Perdana Menteri diserahkan kekuasaan luar 
biasa, guna mengadakan perbaikan dipulau Sumatra. Ia di-
bantu oleh suatu badan Penasihat jang terdiri dari Komisaris 
Pemerintah, Panglima Territoriaal Territorium Sumatra dan 
beberapa orang jang ditundjukkan. 

Kuasa luar biasa ini dipergunakan oleh Pembesar ini dengan 
sangat luas. Beliau menundjukkan keradjinan jang istimewa. 
Perhatian ditudjukan kearah setiap lapangan pekerdjaan, 
sehingga setiap soal, sampai jang seketjil-ketjilnja, memper-
oleh perhatian dan pengurusan dari beliau. Suatu tjara beker-
dja jang seharusnja tidak dapat dianggap tepat. Bukankah 
sebenarnja kewadjiban suatu Perdana Menteri meliputi hanja 
garis2 besar pemerintahan dan garis-garis ketjilnja seharusnja 
terserab kepada instantie daerah ? Dengan tjara bekerdja sede-
mikian rupa maka achirnja instantie rendahan jang selain 
dari pada sebagai akibat dari peraturan2 mengenai hak dan 
kewadjiban Gubernur Militair dan Komisaris Pemerintah, 
sudah tidak mempunjai pegangan lagi tentang hak dan kewa
djiban masing2, semangkin sangsi mendjalankan kewadjiban-
nja. 

Peraturan2 jang diperbuat, mengenai terutama lapangan 
perekonomian. Diadakan peraturan mengenai Panitia2 untuk 
„mengurus pembelian barang-barang bagi Pemerintah", untuk 
„mengatur harga pasaran", untuk „memperbaiki perekonomi
an di Sumatra Utara" untuk „membantu dan mengawasi Bank 
Negara". 

Diadakan peraturan2 mengenai „larangan mengirim barang2 

dagangan keluar daerah Sumatra Utara", „pendaftaran hasil 
perkebunan didaerah Atjeh", „pendjualan barang2 import 
jang ada dibawah pengawasan Pemerintah di Sumatra Utara', 
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„sjarat2 untuk mendjadi agen pembeli (opkoopagent) hasil 
hutan, hasil bumi dan exporteur", „pendjualan barang2 dengan 
koupon di Sumatra Utara" dan sebagainja. 

Sesungguhnja, bukan sedikit djumlah peraturan2 jang diper-
buat. Alangkah baiknja, bilamana kemanfaatan jang diper
oleh oleh rakjat seimbang dengan tenaga jang telah diper
gunakan dalam usaha membawa perbaikan masjarakat. Ke
njataan menundjukkan bahwa perbaikan jang ditjita-tjitakan 
oleh rakjat Atjeh tidak diperoleh, malahan keadaan pereko-
nomian semangkin mengetjewakan. 

Panitia2 jang dibentuk tidak berdaja; penetapan harga ti
dak berarti sedikit djuapun. Barang2 atau meningkat harga-
nja, atau hilang dari toko2. Pembagian barang-barang dengan 
koupon tidak dapat berdjalan. 

Penjelidikan jang objectief dapat menghasilkan kesimpu
lan bahwa sebabnja ini bukanlah terletak semata-mata pada 
instantie2 daerah jang, menurut utjapan2 jang membuat per
aturan, tidak sanggup melaksanakan peraturan2 itu, akan te
tapi terutama dalam keadaan suasana. 

Sipenjelidik jang objectief dapat mengambil kesimpulan 
bahwa segala peraturan jang diperbuat itu pada hakikatnja, 
tidak berguna oleh karena tidak terlebih dahulu dihidupkan 
beberapa sjarat untuk kesempurnaan penglaksanaan peraturan 
itu. Peraturan itu tidak dapat memberi faedah bilamana tidak 
terlebih dahulu diadakan persediaan jang tjukup. 

Pendjualan dengan koupon telah mengakibatkan kesulitan 
dibeberapa tempat, sebagai di Kotaradja dan di Lho Seuma-
we. Pendjualan dengan koupon telah diberi tahukan kepada 
umum, koupon2 telah dibagi-bagi, akan tetapi pada hari pen
djualan ternjata barang2 tidak ada. Akibatnja, kegusaran jang 
hebat dari rakjat jang telah berkumpul dikota dari kampong2 

jang tidak dekat letaknja, dan sekarang meminta haknja, akan 
tetapi mendjadi ketjewa, sesudah menempuh djalan berpuluh 
K.M. djauhnja dengan berdjalan kaki. 

Bagi mereka jang menghendaki kekatjauan, adalah ke
adaan sebagai ini, kesempatan mendjalankan paranan dengan 
tjara menghasut mereka jang telah berada dalam keadaan luar 
biasa; dengan akibat perkelahian diantara saudagar jang 
mempertahankan haknja, dengan rakjat jang melanggar hak 
saudagar dalam usaha melaksanakan keinginan jang diang-
gapnja adalah haknja. 
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Peraturan Wakil Perdana Menteri terachir, mengenai peme
rintahan di Sumatra, membawa perobahan dalam stuctuur 
pemerintahan, untuk sekian kalinja. Peraturan ini membawa 
pembagian daerah Sumatra Utara jang, sebelum peraturan 
Pemerintah Darurat Republiek Indonesia, menjerupai satu 
provincie jang autonoom, mendjadi dua provincie jaitu 
provincie Atjeh dan provincie Tapanuli-Sumatra Timur, pro
vincie2 mana masing2 dengan penetapan2 selandjutnja, diletak-
kan dibawah pimpinan Tgk. Mohd. Daud Beureuih dan Dr. 
F. L. Tobing sebagai Gubernur. 

Tentang pembagian ini banjak tersiar kabar jang tidak da
pat dipastikan kebenarannja. Ada jang mengatakan bahwa 
pembagian dilaksanakan dengan tergesa-gesa, dengan tidak 
memperhatikan keadaan suasana dan dengan tidak mendengar 
pemandangan dari instantie2 jang seharusnja didengar. Ko
misaris Pemerintah dan Dewan Perwakilan Provincie Sumarta 
Utara tidak tahu menahu terlebih dahulu tentang maksud 
pembahagian ini. Desas-desus selandjutnja mengatakan bahwa 
perubahan ini adalah akibat desakan dari beberapa orang jang 
asli dalam daerah Atjeh dan Tapanuli dan jang menduduki 
tempat jang terpenting dalam Pemerintahan. Katanja sete
rusnja bahwa Wakil Perdana Menteri menjetudjui pembagian 
bekas provincie Sumatra Utara itu mendjadi dua provincie, 
Atjeh dan Tapanuli-Sumatra Timur, oleh karena beliau ber-
pendirian, mereka jang melakukan desakan atas beliau itu, 
adalah orang2 jang terkemuka dalam masjarakat dan jang da
pat dianggap representatief. Sehingga atas pertimbangan ini 
beliau merasa, dapat mempertanggung djawabkan perobahan 
jang principeel ini. 

Menurut penetapan jang tersebut pembagian dilakukan atas 
keinginan rakjat. 

Mengenai istilah „keinginan rakjat" ini adalah pada tem-
patnja bila dikemukakan beberapa pertanjaan. Apakah setiap 
keinginan rakjat itu harus diturut dengan serta merta dalam 
setiap soal, dengan tidak melakukan terlebih dahulu penin-
djauan teliti tentang keadaan, sebelum mengambil sesuatu ke
simpulan? 

Apakah keinginan rakjat itu dapat diketahui dengan pem
bitjaraan2 jang dilakukan setjara sambil lalu dengan beberapa 
orang jang dianggap berpengaruh didalam masjarakat ? 

Apakah keinginan rakjat ini tidak harus diketahui dengan 
tjara jang tertentu, jaitu dengan tjara pembitjaraan dalam 
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badan2 resmi, Dewan Perwakilan ? Dalam hal ini Dewan Per
wakilan Sumatra Utara, atau setidak-tidaknja Badan Execu-
tiefnja ? Dan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra 
Utara ? Apakah instantie2 ini semuanja tidak perlu didengar 
pertimbangan mereka ? Tjukup dengan pemandangan orang2 

jang dianggap sebagai berpengaruh atas rakjat ? 
Memenuhi suatu desakan atau permintaan oleh beberapa 

orang dengan mengambil suatu „fictie", bahwa desakan ini 
adalah keinginan rakjat, membuka pintu bagi pendjelmaan 
berbagai keinginan jang tidak sehat dari gerombolan2 jang 
memadjukan tuntutan berbagai ragam atas dasar keinginan 
rakjat, akan tetapi pada hakekatnja bersifat kepentingan diri, 
atau golongan sendiri. 

Pengalaman tentang ini, istimewa pada permulaan perdjua
ngan kemerdekaan bangsa, sesudah proklamatie kemerdekaan, 
tjukup djumlahnja. Djangan hendaknja diberikan kc3empatan 
untuk berulangnja kedjadian2 jang tidak diingini dan sangat 
memalukan itu. 

Seterusnja. apakah alasan jang bersifat subjecticf ini, andai 
kata benar rakjat mengingini pembagian baru ini, — tidak 
agak luar biasa sehingga djanggal untuk didengar ? Bukankab 
pada lazimnja, dalam comiderans dari suatu peraturan, jang 
dinjatakan sebagai alasan dan sebab-sebab penetapan itu, ada
lah kenjataan — kenjataan jang bersifat objectief, umpamanja 
keadaan dalam hubungan politiek ckonomie, lalu-lintas dan 
sebagainja ? 

Bahwa Dewan Perwakilan rakjat dalam soal ini tidak dide
ngar terlebih dahulu, ternjata dari pengumuman Badan ini 
dalam surat kabar „Semangat Merdeka" jang dikeluarkan di 
Kotaradja pada penghabisan bulan Januari 1950, dengan mana 
Badan jang tersebut mcnolak segala tanggung djawab dari 
penetapan itu. Bahwa Komisaris Pemerintah Pusat pun tidak 
didengar terlebih dahulu, ternjata atas kcterangan beliau sen
diri dalam suatu pembitjaraan prive. 

Marilah, dengan seidzin beliau, kita tempatkan dibawah ini 
beberapa bagian dari pemandangan beliau mengenai pemben
tukan provincie Atjeh dan provincie Tapanuli-Sumatra Timur. 
Bunjinja adalah sebagai bcrikut : 

„Pcmetjaban provincie Sumatra Utara dalam dua provin
cie, provincie Atjeh dan provincie Tapanuli-Sumatra Timur, 
sebagai penglaksanaan peraturan Wakil Perdana Menteri 
pengganti Peraturan Pemerintah No. 8Des/WPM tahun 
1949, mulai akan berlangsung pada 1 Januari 1950. 
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Perobahan ini adalah sebagai petir pada hari terang bagi 
sebagian terbesar dari penduduk didaerah ini. Djuga bagi 
pemberi uraian ini jang mendengarnja dari Wakil Perdana 
Menteri sebagai „terloops" sadja, sebagai „sambil lalu" 
dalam suatu pertjakapan biasa. 

Bahwa pembuat peraturan jang membentuk suatu 
undang2 jang membawa perobahan principeel dalam susu
nan ketata-negaraan, sebelum mengambil ketetapan, tidak 
merasa perlu, sekalipun hanja setjara formeel, mendengar 
terlebih dahulu pemandangan2 dan pendapat2 dari instantie 
jang bertanggung djawab diprovincie Sumatra Utara, jaitu 
Dewan Perwakilan Provincie, Badan Executiefnja, Komisa
ris Pemerintah, adalah suatu hal jang menarik perhatian. 

Dimanakah gsrangan letaknja kenjataan jang menundjuk
kan keperluan memetjah provincie Sumatra Utara mendjadi 
dua bagian, „untuk menjempurnakan dan melantjarkan 
pemerintahan daerah dalam provincie Sumatra Utara", 
sebagai dinjatakan dalam considerans a) dari peraturan itu? 
Dalam c) dari considerans itu diakui, bahwa sebenarnja 
Wakil Perdana Menteri belum dapat mendjalankan kekua
saannja membuat peraturan pengganti Undang2. Akan te
tapi, kata c) seterusnja, sekalipun demikian, kekuasaan itu 
(jang nota bene belum dapat didjalankan) toch didjalan-
kan djuga, oleh karena pemetjahan provincie dikehendaki 
oleh: 

1. kepentingan penjempurnaan dan Usaha melantjarkan 
pemerintahan, 

2. keinginan umum akan segera terbentuknja suatu systeem 
pemerintahan daerah, berdasar atas Undang2 No. 22 tahun 
1948. 
Amat sajang, bahwa alasan pada 1) diatas adalah menje

rupai suatu alasan jang „niets-zeggend" „vaag", sehingga 
tidak dapat diadakan pertukaran fikiran mengenai alasan 
ini. 

Tentang alasan 2) dapat dikatakan, bahwa memang bukan 
ketjil golongan jang berpendapat hendaknja setjepat mung
kin dilaksanakan suatu systeem pemerintahan jang menje
rupai systeem jang diuraikan dalam Undang2 No. 22 tahun 
1948, akan tetapi hubungan (causaal-verband) „keing:nan 
jang menghendaki pemerintahan jang bersifat demokra-
tisch" dengan perlunja daerah provincie Sumatra Utara men
djadi dua provincie, tidak dapat difahami. Provincie Suma-
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tra Utara adalah suatu daerah jang dibentuk atas dasar 
demokratie, peraturannja adalah bersifat demokratisch jang 
diperbuat oleh Komisaris Negara Sumatra dan Presideu 
N.R.I. Selain dari itu, segala sesuatu mengenai pemerintahan 
provincie jang tersebut, berdasar atas keputusan sidang 
pleno Dewan Perwakilan Sumatra Utara di Tapatuan pada 
bulan December 1948 dan adalah dilaksanakan dengan ber-
pedoman pada Undang2 jang tersebut tadi. 

Tidaklah salah rasanja, bilamana sesungguhnja keinginan 
umum hendak memperoleh systeem pemerintahan jang 
lebih demokratisch lagi, Undang2 ini dinjatakan berlaku 
atas provincie Sumatra Utara. Apa perlunja pemetjahan ini 
dalam dua provincie Atjeh dan Tapanuli-Sumatra Timur ? 

Apakah maksud Undang2 itu menjatakan keinginan umum 
„menghendaki segera terbentuknja kedua provincie ?" 

Penjelidikan jang teliti dan objectief, bukan penjelidikan 
jang didasarkan semata-mata atas „gegevens" dari golongan 
jang tertentu, atas lapuran jang diterima dari golongan jang 
memang telah lama bertjita-tjita mengadakan suatu kesa
tuan Atjeh, terlepas dari setiap hubungan atau pengaruh 
dari luar dan jang memang pada pembentukan provincie 
Sumatra Utara lebih kurang satu tahun jang lewat, telah 
mengadakan oppositie, menghasilkan kesimpulan bahwa di 
daerah Atjeh ini sekali kali tidak dapat dikatakan, sebagai-
mana dinjatakan dalam considerans c), bahwa „keinginan 
umum menghendaki pembagian provincie Sumatra Utara 
dalam dua provincie". Umum tentang ini terbagi dalam 3 
bagian. 

1. Sebahagian besar jang tidak merasa berkepentingan (in-
teresse) dalam soal dua atau satu provincie, jang tidak 
mengetahui dan tidak mempunjai pengertian sedikit 
djua-pun tentang ini. 

2. Sebahagian ketjil jang tidak menghendaki pembagian ini. 
3. Sebahagian jang lebih ketjil lagi jang mengingini pem

bagian ini dan berusaha dengan giat mentjiptakan ke
inginan ini mendjadi kenjataan." 

Seterusnja pada halaman lain: 
„Ditindj'au dari sudut formeel, peraturan ini tidak dapat di
katakan tidak sjah. Penetapan dilangsungkan pada tanggal 
17 Desember 1949, pada sa'at mana penetapan No. 2 tahun 
1949 dan penempatan instantie Wakil Perdana Menteri di 
Sumatra, belum ditjabut dan dapat dianggap masih berlaku. 
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Akan tetapi, bila ditindjau dari sudut materieel juridisch", 
dari sudut djiwa" („aard en streking") penetapan no. 2 ta
hun 1949 dalam hubungan dengan keadaan suasana 
politiek pada tanggal 17 Desember 1949 itu, kesangsian 
timbul. 

Apakah mengadakan sesuatu perobahan principeel dalam 
organisasi ketata-negaraan pada sa'at itu dapat dipertang-
gung djawabkan? Perobahan ini berarti kerugian bagi 
azas tjita-tjita jang menghendaki unitarisme, jang menghen
daki penjingkiran setiap perbedaan jang tidak diingini jang 
masih meliputi kesatuan2 ethnologisch di Indonesia ini. 
Usaha ke arah Unitarisme ini lebih banjak djaminan 
berhasil, bilamana penduduk asli jang mendiami dae
rah2 Atjeh dan Tapanuli berada dalam hubungan satu, 
provincie Sumatra Utara; dengan pemetjahan pro
vincie Sumatra Utara mendjadi provincie2 Atjeh dan 
Tapanuli-Sumatra Timur, djaminan terlaksananja perlenja-
pan perbedaan2 diantara kedua kesatuan ethnologisch itu 
nampaknja berkurang. Perasaan kedaerahan mungkin seka
li akan timbul kembali dengan lebih hebat dari jang sudah2. 

Kekuasaan luar biasa jang diberikan kepada Wakil Per
dana Menteri dengan Undang2 No. 2 tahun 1949, disebabkan 
oleh terputusnja perhubungan Sumatra dengan pusat Peme
rintahan di Djokja, sehingga perlu diadakan instantie jang 
bersifat sementara dan darurat, jang dapat mengatasi dengan 
setjara darurat segala kesulitan jang mungkin timbul dalam 
penjelenggaraan pemerintahan dalam keadaan darurat itu. 

17 Desember 1949, penetapan peraturan mengenai peme
tjahan provincie Sumatra Utara dalam dua provincie, Atjeh 
dan Tapanuli-Sumatra Timur, adalah suatu sa'at jang 
sangat berlainan dengan sa'at 30 September 1949, pene
tapan peraturan mengenai penjerahan kekuasaan luas 
pada Wakil Perdana Menteri. 

Pada 30 September 1949 Negara kita masih dalam conflict 
dengan Keradjaan Belanda. Setiap sa'at mungkin berulang 
serangan baru, setiap sa'at mungkin Negara djatuh kembali 
dalam kantjah peperangan dan perhubungan Sumatra de
ngan Djawa terputus. Dalam keadaan jang demikian maka 
penjerahan kekuasaan kepada Wakil Perdana Menteri dan 
mempergunakan kekuasaan jang diberikan itu oleh Wakil 
Perdana Menteri, bila dianggap perlu, adalah „logisch". 
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Akan tetapi, mempergunakan kekuasaan itu pada sa'at 
17 December 1949, dimana permusjawaratan Konferensie 
Medja Bundar telah selesai dan berachir dengan memuas
kan, dimana pada adatnja telah dapat dianggap, bahwa sua
sana telah berobah dari suasana perang kesuasana damai, 
dari suasana gelap kesuasana terang, dari suasana darurat 
kesuasana normaal, adalah, selain tidak tepat, djuga berla-
wanan dengan maksud (aard en strekking) dari Undang2 

No. 2; tidak berdasar atas pertimbangan2 jang bersendi 
realiteit, djuga menundjukkan kekurangan kebidjaksanaan, 
kekurangan „inzicht" tentang keadaan daerah, kekurangan 
rasa tanggung djawab. 

Oleh karena mana tidak dapat diherankan, bilamana 
dalam kalangan intelectueelen timbul keraguan tentang 
sjahnja peraturan itu". 
Sekian kutipan dari pemandangan Komisaris Pemerintah 

Pusat, sekedar seperlunja untuk menundjukkan bahwa dalam 
kalangan pemerintahan daerahpun, pembagian provincie 
Sumatra Utara mendjadi dua, tidak diterima dengan suara 
bulat. Sehingga dapat difahamkan edjekan2 diluar jang menja-
takan bahwa pembagian provincie Sumatra Utara dalam dua 
bagian adalah hadiah penghabisan dari Mr. Sjafrudin kepada 
kawan2 sefaham di Atjeh, utjapan mana tidak dapat memper-
tinggi „prestige" Pemerintah Pusat dan harus disesali. 

Perhubungan erat jang diharapkan terdjadi diantara Peme
rintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sebagai akibat pe-
nempatan wakil Perdana Menteri di ibu kota provincie Su
matra Utara, menimbulkan harapan jang berlebih-lebihan 
pada rakjat umum didaerah ini. Umum mengharap dan 
mempertjajai bahwa keadaan selama ini, keadaan jang dirasa 
oleh umum sebagai penderitaan, akan berobah mendjadi ke
adaan, dimana setiap tiap warga negara dapat hidup dalam 
keadaan kebahagiaan dan kesentosaan, sesuai dengan harapan 
umum bahwa kemerdekaan nasional adalah membawa per
baikan nasib. 

Akan tetapi, malang bagi rakjat, harapan dan kepertjajaan 
itu ternjata sia-sia belaka. Keadaan tetap sebagaimana biasa 
malahan bertambah parah. Hal ini sebenarnja tidak usah di
herankan. Pemimpin2 ahli jang dikirim dari Pusat ke Daerah 
sewaktu itu, ahli ekonomie, tekniek, dan sebagainja pada ha
kikatnja pada sa'at itu belum sangat perlu dan sekalipun me
reka dikirim, tidak akan dapat membawa perobahan. Tenaga2 

56 



jang pada masa itu diperlukan, bukanlah tenaga-tenaga ahli, 
akan tetapi lebih dihadjati tenaga organisatorisch, tenaga jang 
dapat mengadakan persatuan diantara pekerdja2 dalam per-
usahaan. Ini menghadjati orang2 jang mengenai daerah, jang 
mengenai djiwa rakjat umum, jang dapat menempatkan diri 
dalam „tjara berfikir" dari pekerdja2 didaerah ini, jang da
pat melihat kenjataan2 (realiteit). Jang diperlukan oleh per-
usahaan2 pada masa itu bukanlah pembangunan gedong2 baru 
akan tetapi pemeliharaan segala sesuatu jang telah ada; pe-
kerdjaan jang dihadapi adalah jang bersifat memelihara (on-
derhouden) jang telah ada dan tidak jang bersifat memben-
tuk baru (scbeppend). 

Pekerdjaan scheppend, oleh karena kekurangan sjarat2-nja 
dalam suasana perang, belum dapat dilaksanakan. Dan sekali
pun dikirim tenaga2 ahli, perobahan tidak akan dapat dilak
sanakan selama sjarat2 untuk mengadakan perobahan2 itu 
belum ada, sedangkan sjarat2 jang tersebut baru dapat diada
kan dengan perobahan keadaan politiek, jaitu perobahan 
suasana perang ke suasana damai. 

Pengiriman tenaga2 oleh Pusat membawa suatu kenjataan 
jang penting, jang harus mendjadi peladjaran bagi kita di-
masa depan. Peladjaran ini adalah, bahwa dalam pengiriman 
tennga2 itu ke daerah2, factor psychologisch tidak dapat di-
abaikan, malahan seharusnja dapat perhatian jang besar. 

Masjarakat Atjeh mempunjai pandangan jang tersendiri 
tentang segala sesuatu jang mengenai penghidupannja; ia 
mempunjai alam fikiran jang berlainan dengan penduduk 
daerah lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena masja
rakat Atjeh dapat dikatakan menjerupai masjarakat jang 
tertutup (geisoleerd). Berlainan dengan umpamanja Minang-
kabau atau Tapanuli jang senantiasa menjerupai daerah2 

jang banjak mengeluarkan anggota2 keluar masjarakatnja 
sehingga anggota2nja terdapat diseluruh pelosok Nusantara 
kita ini, maka bangsa Indonesia dari daerah Atjeh pada umum
nja bukanlah orang jang suka merantau. Mereka ini djarang 
kedapatan diluar daerahnja. 

Sebagai akibat dari ini maka masjarakat didaerah ini dapat 
dikatakan bersifat „statisch" (tidak berobah2) ; aliran2 baru 
tidak masuk, sehingga alam fikiran masjarakat ini tetap seba
gai berpuluh tahun kebelakang. 

Antara lain, ia mempunjai pandangan2 jang tertentu dalam 
soal2 agama. Baginja maka adalah seorang Islam jang tidak 
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mengerdjakan sembahjang lima waktu sehari, ataupun tidak 
mengerdjakan puasa, seorang jang harus didjauhi, seorang 
jang tidak dapat didjadikan sahabat karib. Baginja adalah 
lebih mudah bergaul dengan seorang Nasrani dari pada de
ngan seorang Islam jang dimaksud tadi. 

Keadaan sedemikian ini adalah suatu kenjataan (realitet) 
jang harus mendapat perhatian dan pertimbangan dalam pe
netapan pengiriman tenaga2 ke daerah ini. Sikap tak atjuh 
tentang kenjataan ini, sikap menganggap enteng dan menge-
djek sebagaimana sering ditundjukkan oleh tenaga2 jang di
kirim dan jang mempunjai pendirian lain tentang keagamaan, 
pasti pada achirnja akan kenjataan suatu sikap bodoh. Ke-
rugian jang mungkin akan diderita sebagai akibat dari sikap 
sedemikian, adalah sangat berat. 

Kerugian telah ternjata. Ia merupai suatu pertentangan 
faham diantara pegawai lama dengan pegawai jang di
kirim dari Pusat, suatu pertentangan faham jang merugikan 
kerdja sama jang diperlukan itu dan telah merembet-rembet 
sampai kepada soal2 jang ketjil, sehingga kedua golongan 
itu pada achirnja telah terpisah satu dengan lain oleh suatu 
djurang jang dalam dan menjerupai, sekalipun dalam bathin, 
dua lawan jang sukar dapat diperdekat. 

Keadaan sedemikian lebih lagi diperhebat oleh sikap pe
gawai baru jang, pada umumnja, tidak menundjukkan sikap 
mendekati; usaha menjelami dan memfahami alam fikiran 
„kawan2" jang didatanginja, tidak nampak. Sikap mereka ini 
lebih menjerupai sikap mengedjek. 

Factor lain, jang djuga harus disesalkan, adalah sikap gem-
bar-gembor jang ditundjukkan oleh beberapa pemimpin jang 
diutus dari Pusat; sikap „bluf", sikap jang menundjukkan 
seolah-olah sanggup menjelesaikan setiap kesulitan berupa 
apa sekalipun, sikap jang menundjukkan seolah-olah segala 
apa jang telah diperbuat oleh daerah, tidak benar dan harus 
diperbaiki, sikap jang seolah-olah menurunkan pemimpin2 

daerah dalam pandangan rakjat. Se-olah2 setiap pemimpin 
adalah corrupt. 

Lebih berbahaja lagi utjapan2 jang dilahirkan, bukan sa
dja dalam pertemuan terbatas, akan tetapi pun dihadapan 
chalajak ramai pada rapat2 umum jang sengadja diadakan 
untuk pemimpin2 ini. Sebutan „pemimpin gadungan" menge
nai pemimpin2 di Atjeh jang pernah diutjapkan oleh Mr. 
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Sjafrudin Prawiranegara pada rapat umum di Kotaradja, bu
kan sedikit menimbulkan kegelisahan dikalangan golongan 
jang merasa tersinggung. 

Sesungguhnja, bukanlah suatu pekerdjaan berat memper-
oleh tepukan dan sorakan pada rapat2 umum, asalkan sadja 
sipembitjara tidak segan2 melemparkan edjekan atas diri 
mereka jang tidak disukai oleh umum, disebabkan mereka, 
jang berkewadjiban memelihara kepentingan umum, — ber-
hubung dengan suasana -—, tidak sanggup melaksanakan ke-
wadjibannja dengan memuaskan. Apalagi bilamana edjek-
edjekan itu disertai dengan gaja jang, pada lazimnja, diper
gunakan oleh seorang tukang lawak disuatu sandiwara. 

Akibat dari utjapan sebagai ini, tidak ada bedanja dengan 
akibat dari utjapan2 jang bersifat hasutan. Diantara golo
ngan2 dalam masjarakat, perasaan tjuriga mentjurigai dan 
bentji membentji bertambah besar. Rakjat menuduh pemim-
pin2nja corrupt dan tidak sanggup mengendalikan pemerin
tahan. 

Sebaliknja, dalam hati pemimpin2 dalam pemerintahan 
jang merasa terhina dengan utjapan „pemimpin gadungan" 
itu, timbul rasa bentji, tidak hanja terhadap mereka jang me-
lahirkan utjapan2 edjekan itu, akan tetapi djuga terhadap 
golongan pegawai jang diutus oleh Pemerintah Pusat selu-
ruhnja. Hal mana, sebagaimana telah dikatakan tahadi, tidak 
dapat mempererat kerdja sama. Dari fihak pegawai jang di
utus oleh Pusatpun timbul perasaan tidak senang. Mereka 
memperhatikan bahwa sikap pegawai daerah terhadap me
reka senantiasa menjerupai sikap menolak (afstootend). Pe
gawai daerah jang, untuk sebagian terbesar dalam djabatan2 

tinggi terdiri dari Orang2 Atjeh asli, menjerupai suatu blok 
jang ketat jang tidak atau kurang memelihara perhubungan 
dengan mereka. 

Bagi pegawai pusat hal ini mendjadi alasan menuduh pega
wai ini masih „provincialistisch". Benarkah tuduhan ini? Su
dan sering dikemukakan, bahwa adalah suatu kenjataan jang 
setiap penindjau jang objectief tidak dapat menjangkal, bahwa 
masjarakat Atjeh adalah agak bersifat exclusief. Masjarakat ini 
tidak dapat dengan mudah menerima seseorang orang luaran 
dalam pergaulan, terketjuali bila orang itu dapat memutus-
kan tali perhubungan dengan masjarakat lama, sudi melebur-
kan diri dalam masjarakat Atjeh dan hidup dalam masjara
kat itu sebagai anggota asli. 
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Keterangan2 ahli adat jang menjatakan bahwa masjarakat 
Atjeh sangat mudah menerima element luaran dalam lingku-
ngannja, dapat dibenarkan, bilamana element luar itu me-
menuhi sjarat jang dikatakan tadi. 

Exclusiviteit dapat difahami dengan memperhatikan per-
kembangan sedjarab di daerah ini. Daerah ini pada hakekat-
nja baru dapat dikatakan „daerah terbuka", dimana perhu
bungan dengan luar daerah berlaku dengan leluasa, 40 tahun 
jang lalu, pada sa'at bcrachirnja perang dengan Belanda. 
Pep rangan dengan Belanda jang berlangsung berpuluh ta
hun lamanja, mengakibatkan, daerah Atjeh — jang semasa 
kemerdekaannja dibawah pemerintahan Sultan2 mempunjai 
perhubungan dengan Keradjaan2 besar didunia ini •—, ter-
tutup untuk aliran2 baru, sehingga rakjatnja, pada umumnja, 
tetap mempunjai sifat „exclusief" dan tidak mudah mem-
pertjajai segala sesuatu jang berasal dari luar daerah. 

Iklim di Atjeh pada masa penghabisan tahun 1949 di-
liputi oleh perasaan gelisah sebagai akibat dari keadaan jang 
digambarkan tadi dalam hubungan dengan sikap dan utjapan 
dari beberapa pemimpin dari Djawa. 

„Patriotisme" jang sampai pada masa pendudukan Djepang 
belum lagi meningkat pada Nasional Indonesisch patriotisme, 
akan tetapi masih berada dalam tingkatan locaal Atjehsch 
patriotisme, •— sebagai kenjataan pada sa'at pendaratan Dje
pang pada waktu mana setiap pegawai dari luar daerah seda-
pat mungkin diberhentikan, setidak-tidaknja diturunkan 
pangkatnja —, terniata masih bersemi dalam hati sebagian 
besar dari pegawai Negeri asli di Atjeh, sekalipun nasionalis-
me luas sedjak proklamasi kemerdekaan membandjiri daerah 
ini. 

Bukan sedikit djumlah pegawai2 Negeri asal dari luar dae
rah, jang menegaskan maksud meninggalkan daerah, oleh 
karena merasa tidak puas dalam suasana ini. Bila terdjadi 
pemindahan mereka ini setjara besar-besaran, maka hal ini 
berarti kerugian bagi djabatan2 Pemerintahan. 

Diantara mereka jang telah melahirkan keinginan mening
galkan daerah, termasuk beberapa orang jang telah berpuluh 
tahun bertempat tinggal didaerah ini dan memegang djaba
tan2 penting dalam berbagai tjabang pemerintahan. 

Seharusnja „paniek" ini ditenteramkan dan diusahakan 
dengan bidjaksana supaja mereka tidak sampai langsungkan 
niat mereka. 
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Sangat sajang bahwa usaha kedjurusan ini tidak nampak, 
akan tetapi sebaliknja. Fihak asli Atjeh jang menduduki dja
batan2 penting, mengeluarkan utjapan2 jang seolah-olah 
mempersilahkan mereka melangsungkan maksud. Sekalipun 
dapat dimengerti, •— utjapan2 fihak lain pun ada jang menja-
kiti hati —, sikap jang demikian dari mereka jang memegang 
pimpinan djabatan jang bertanggung djawab, tidak sekali-
kali dapat dibenarkan dan harus disesalkan. 

Sebagai gambaran dari perasaan tidak senang dari fihak 
pegawai asli Atjeh terhadap pegawai2 asal dari luar daerah, 
dapat ditjatat utjapan jang dilahirkan pada suatu pertemuan 
jang dihadiri oleh wakil2 dari setiap Kabupaten di Atjeh, 
diadakan di Taman Persahabatan oleh perkumpulan saudagar 
Gasida. Instantie jang bertanggung djawab tentang keamanan 
didaerah ini, jaitu Gubernur Militer, antara lain mengemu-
kakan suatu perbandingan. „Di Atjeh" katanja," setiap pang
kat, sampai ke Gubernur, diduduki oleh orang jang berasal 
dari luar daerah. Diluar daerah Atjeh tidak ada orang Atjeh 
jang berpangkat, sedangkan tukang sapupun tidak ada". 

„Akan tetapi", katanja seterusnja dengan bernafsu", sekali
pun begitu, orang katakan djuga bangsa Atjeh provincialis-
tisch. Mereka jang tidak ingin lagi bekerdja didaerah ini, di-
pcrsilahkan meninggalkan daerah ini. Pintu terbuka lebar". 

Utjapan sebagai ini rasanja sangat mengetjewakan, apalagi 
dilahirkan oleh pembesar tinggi, jang bertanggung djawab. 
Malapetaka akan menimpa daerah ini bilamana andjuran 
jang lerkandung didalamnja, diturut oleh pegawai Negeri 
jang bukan asli. 

Kcpertjajaan bahwa Atjeh sendiri akan sanggup menjele-
saikan rumah tangganja, akan ternjata kepertjajaan jang 
bcrlebih-lebihan. Kenjataan pada sa'at ini menundjukkan 
bahwa bampir setiap pemimpin dari djabatan jang mengha-
djati keahlian, sebagai kesehatan, kehewanan, lalu lintas, ke-
uangan, pertanian, diduduki oleh ahlinja jang bukan asli di 
daerah ini. 

Keadaan ini adalah disebabkan oleh karena ahli2 dari dae
rah ini sendiri tidak ada. Utjapan2 jang sering didengar bah
wa keadaan ini adalah bukti jang se-terang2nja bahwa orang 
di Atjeh tidak provincialistisch, rasanja kurang tepat. 

Daerah Atjeh, oleh Pemerintah Belanda dahulu, dipandang 
sebagai daerah istimewa (uitzonderlijk gewest). Disini Belanda 
mendjalankan beleid jang berlainan dengan beleid jang di-

6 1 



lakukannja di-daerah2 lain. Atjeh politiek Belanda adalah 
suatu pemerintahan jang mempunjai tjara dan sifat jang ber
lainan dari pada jang didjalankannja dilain daerah. 

Hal ini disebabkan oleh karena keadaan dalam masjarakat 
jang tersendiri, sebagai akibat dari djiwa rakjat jang tersen-
diri dan jang masih tetap sebagai sediakala, oleh karena pe-
ngasingannja (isolementnja) dari daerah2 lain. 

Hal ini tidak dapat diabaikan dan dianggap enteng. Salah 
satu dari tjara jang perlu didjalankan bilamana kita meng
hendaki supaja keadaan masjarakat dan djiwa serta tjara ber
fikir penduduk daerah ini mendekati keadaan djiwa dan tjara 
berfikir penduduk dari daerah2 lain, adalah, mengachiri iso-
lement ini. 

Pembentukan provincie Sumatra Utara, dimana tergabung 
beberapa kesatuan penduduk Atjeh, Tapanuli dan Sumatra 
Timur, adalah sangat tepat, bila ditilik dari sudut usaha peng-
lenjapan segala perbedaan diantara golongan2 itu. 

Pembagian provincie Sumatra Utara kemudian mendjadi 
dua provincie sangat disesalkan. 

Penduduk umum didaerah ini, sangat „kritisch" dan penuh 
dengan „humor". 

Ini ternjata dari kata2 dan sindiran2 mengenai keadaan di
daerah jang kurang memuaskan. Sering utjapan2 dan sindi
ran2 ini mengenai Pemerintah Pusat dan peraturan2nja. Oleh 
karena itu maka adalah sangat penting supaja peraturan2 

jang diperbuat untuk daerah ini hendaknja djangan diper-
buat dengan tergesa-gesa, akan tetapi atas penjelidikan dan 
pertimbangan2 jang seksama. 

Bukan tidak ada peraturan jang memberi kesan pada pe-
njelidik objectief bahwa ia diperbuat atas dasar2 jang tidak 
tepat dan tidak sesuai dengan keadaan suasana. Selain dari 
itupun, sering menjerupai peraturan jang sangat susah di-
fahami. Bila peraturan2 jang dimaksud mengenai pembaha-
gian kewadjiban diantara instantie2 pemerintahan, maka aki-
batnja adalah, pertentangan diantara instanties2 itu mengenai 
tafsiran kata2 peraturan itu sehingga terdjadilah conflict jang 
merugikan bagi dasar kerdjasama. 

Bukan suatu hal jang tidak diketahui bahwa pertentangan 
faham sebagai ini, memang kedapatan diantara instantie2 

Gubernur Militair dan Gubernur Provincie, kemudian dian
tara Gubernur Militair dengan Komisaris Pemerintah. 
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Sekalipun pertentangan ini tidak sampai meningkat sede
mikian rupa, sehingga mempengaruhi hubungan persoonlijk 
diantara kedua pembesar ini, umum mengetahui adanja per
tentangan faham ini dan bahwa pertentangan ini menjerupai 
suatu halangan untuk berlangsungnja kerdjasama jang se-
sempurna-sempurnanja. Alangkah baiknja, andai kata kerdja 
sama jang erat terdapat diantara pembesar kedua ini. Pada 
satu fihak seorang jurist jang berpengetahuan, tidak termasuk 
dalam sesuatu partij dan oleh karena itu dapat dianggap ber
diri diatas „partij conflicten" dan pada lain fihak seorang 
bekas pemimpin partij jang terbesar dan jang mempunjai pe-
ngaruh dalam masjarakat umum. 

Kerdja sama jang erat diantara kedua ini, pasti membawa 
kemanfaatan jang tidak terhingga pada rakjat didaerah ini. 
Akan tetapi sajang, kerdja sama jang dihadjati itu tidak ter
dapat; sebabnja adalah antara lain, selain dari tidak tegasnja 
beberapa peraturan dari Pusat, pun tidak sesuainja peratu
ran2 itu dengan keadaan masjarakat. 

Bagi insiders dalam urusan pemerintahan, bukan satu ra-
hasia, bahwa, terutama sebagai akibat dari kurang djelasnja 
peraturan2 Pusat mengenai pembagian kewadjiban diantara 
kedua functionaris ini, telah terdjadi conflict mengenai uru
san import dan export. 

Pada suatu ketika oleh instantie Gubernur Militair telah 
diadakan suatu peraturan mengenai pelarangan export bebe
rapa djenis hasil bumi. Tidak lama kemudian dikeluarkan 
circulair oleh Komisaris Pemerintah jang menjatakan tidak 
sjahnja peraturan itu, sehingga menimbulkan keraguan in
stantie2 bawahan jang, menurut peraturan itu, diberatkan me
laksanakan beberapa kewadjiban. Djuga pertentangan faham 
timbul dalam organisatie Tambang Minjak dan Exploitatie 
Tambang Mas Kualu Tutut, jang oleh instantie Gubernur 
Militair diberikan kepada partikulier untuk dikerdjakan, hal 
mana tidak disetudjui oleh Komisaris Pemerintah. Seterusnja 
dalam soal penempatan Residen Abdul Xarim M.S. di Langsa. 

Harus diakui bahwa segalanja ini adalah, selain dari oleh 
karena hal2 jang telah dikemukakan tadi, pun oleh karena 
perbedaan „tjara berfikir" dalam hubungan dengan perbe
daan pendidikan dan lingkungan penghidupan dari kedua 
pembesar itu. Jang satu terlampau meletakkan titik berat 
dalam sesuatu masjaallah atas pertimbangan2 hukum (juri
disch) dengan akibat kurang perhatian atas keadaan suasana, 
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sedangkan jang lain hanja menundjukkan perhatian atas ke
adaan suasana dan kurang mengambil perhatian terhadap per-
timbangan2 dalam hubungan dengan hukum. 

Dalam keadaan jang sedemikian maka teranglah, conflict 
tidak dapat dihindarkan, terketjuali bilamana peraturan2 

dan Undang2 Pusat dengan terang dan djelas mengatur segala 
sesuatu mengenai hak dan kewadjiban masing-masing. 

Komisaris Pemerintah Pusat jang dimaksud, manurut ka
bar jang tersiar, telah meletakkan djabatan atas pcrmintaan 
sendiri. Sekalipun diketahui bahwa memang beliau telah lama 
ber-tjita2 meluaskan pengetahuan diluar Negeri, tidak dapat 
dihilangkan kesan bahwa keinginan ini, sedikit banjaknja, 
bersangkut paut djuga dengan kesulitan2 jang beliau telah 
sekian lama harus mengalami dalam pelaksanaan kerdjasama 
dengan instantie2 daerah. 

Peringatan Proklamatie Kemerdekaan dirajakan dengan 
gembira oleh setiap golongan dan lapisan masjarakat; pada 
upatjara mana diadakan pedato2 oleh pembesar2 Negara. Dc-
mikian djuga dengan perajaan mengenai Penjerahan Kedau-
latan pada tanggal 27 December 1949; pada upatjara mana, 
antara lain, Komisaris Pemerintah untuk Sumatra Utara me
ngadakan pedato (lampiran 4) . 

Major John Lie 
„blockade-runncr" jang 
memusingkan Angkatan 
Laut Belanda diperairan 
Selat Malakka. 

64 



III. PERIHAL KEHAKIMAN. 

Systeem Belanda mengenai peraturan2 jang berlaku atas 
bangsa Indonesia dalam hubungan dengan pergaulan hidup 
se-hari2, nikah, hukum keluarga dan seterusnja, adalah, menga-
kui segala sesuatu jang telah lazim berlaku atas bangsa kita 
6edjak berabad lamanja. 

Kumpulan peraturan2 itu disebut hukum Adat. Hukum adat 
ini tidaklah sekali kali, sebagaimana banjak orang menjang-
ka, sama dengan hukum Agama, Hukum Sjara'. 

Jang dapat dianggap bersamaan hanjalah di daerah Atjeh. 
Di daerah ini pada umumnja, segala peraturan2 jang bersifat 
hukum kekeluargaan jang berlaku atas anggota masjarakat 
asli, adalah hukum Islam, terketjuali beberapa kebiasaan da
lam perkawinan jang tidak bersifat principieel. Semangat Is
lam dalam dada penduduk didaerah ini, diakibatkan oleh pe-
ngaruh agama Islam jang telah sekian ratus tahun mempenga-
ruhi djiwa rakjat Atjeh. Rakjat Atjeh adalah „Islamminded" 
dan dalam tjara berfikir mereka, pada umumnja, tidak ada 
tempat untuk sesuatu kesimpulan bahwa atasnja berlaku se
suatu hukum dalam penghidupannja sehari-hari jang tidak 
berasal dari hukum Islam. 

Ulama2 jang mengetahui bahwa sebenarnja bukanlah selu-
ruh hukum jang berlaku atas rakjat, hukum Islam, akan tetapi 
masih djuga ada soal2 jang diputuskan menurut dasar hukum 
lain, menganggap bahwa berlakunja peraturan2 jang tidak 
berdasar Islam, adalah keadaan jang tidak sempurna jang 
seharusnja mengalami perobahan setjepat mungkin. 

Keadaan sebagai ini, menurut tindjauan mereka, disebabkan 
oleh tindakan sewenang wenang dari Uleubalang jang senan-
tiasa berusaha, supaja masjarakat beralih dari sifat ke Islaman 
dan menudju kepada adat, dengan maksud supaja ia lebih 
sempurna dapat memerintah rakjatnja. 

Sedjarah Atjeh menjatakan kepada kita bahwa diantara 
Kepala Adat dan Kepala Agama senantiasa terdapat suatu 
pertentangan faham. Ulama, jang hanja mempunjai kekuasaan 
Kehakiman jang terbatas, mengenai hal2 perkawinan, frail, 
senantiasa berusaha memperluas, setidak-tidaknja memper-
tahankan hak2 jang telah diserahkan padanja oleh organisasi 
ketata-negaraan, sedangkan Adathoofden berusaha sebaliknja, 
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jaitu memperketjil hak2 Hakim Agama sedapat mungkin. Ini 
adalah suatu hal jang dapat dipersaksikan di sebagian besar 
dari tanab air kita, dimana kedapatan principe (dasar) pem
bagian kekuasaan diantara Hakim Agama dan Hakim Adat 
(biasa). Djuga Atjeh bukan menjerupai suatu ketjuali dalam 
hal ini. 

Bahwa aliran jang menghendaki Islamiseering ini di segala 
lapangan penghidupan, menjerupai suatu factor jang tidak 
dapat diabaikan, adalah suatu hal jang tidak dapat dimung-
kiri ; sekalipun kedapatan djuga golongan2 jang tidak dapat 
menjetudjui tudjuan aliran ini, jang mereka anggap fanatik, 
kolot dan tidak selaras dengan keadaan. Mereka jang terma-
suk pada golongan anti ini terdapat djuga dalam golongan 
Agama sendiri jaitu mereka jang telah memperoleb didikan 
agama setjara modern di luar Negeri (Cairo) dan mereka jang 
telah pernah menerima didikan Barat; seterusnja jang telah 
merantau keluar Negeri dan mempunjai pemandangan jang 
lebih luas sebagai akibat perdjalanan keluar Negeri. 

Terutama bagi korps Politie dan Djaksa adalah aliran ini, 
jang djuga terdapat pengikutnja dalam organisatie sendiri, 
menjerupai suatu kekuasaan jang tidak dapat dikesampingkan 
6adja. 

Pengaruh aliran ini, apalagi dalam hal2 jang tertentu, adalah 
sedemikian rupa, sehingga korps ini sering tidak dapat melak
sanakan kewadjiban dengan sempurna; malahan bukan tidak 
pernah terpaksa mengambil sikap jang bertentangan dengan 
undang2 jang berlaku. 

Marilah kita berikan beberapa kedjadian: 

1. Seorang laki2 kedapatan oleh penduduk kampung dalam 
sebuah rumah djanda jang bukan muhrimnja. Kedua 
orang ini ditangkap oleh gerombolan penduduk kampong 
jang tersebut dan diserahkan kepada polisi dengan tuntu
tan supaja mereka dimasukkan pendjara dengan alasan 
oleh karena mereka telah melakukan zina. 

Hal ini diteruskan kepada Djaksa. Djaksa dan polisi 
berpendirian, berdasar atas Undang2 jang berlaku, tidak 
ada alasan untuk menahan mereka. Gerombolan mende-
sak, sehingga terpaksa mereka, untuk keamanan diri 
mereka sendiri, untuk sementara waktu dipindahkan dari 
masjarakat kampong. 
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2. Masjarakat suatu kota mengadakan demonstrasi dan me
madjukan protes mengenai pembebasan seorang lelaki dan 
percmpuan jang diberatkan telah melakukan kedjahatan 
zina, akan tetapi oleh Hakim terpaksa dibebaskan oleh 
karena kenjataan keduanja telah dewasa, masih ladjang 
dan bukan asli di daerah Atjeh. 

3. Pada suatu Mahkamah Pengadilan pendakwa menolak 
dengan keras keterangan seorang saksi dari lawan oleh 
karena saksi itu menganut agama Nasrani. 

Segala ini adalah sumber kesulitan jang tidak terhingga, 
terutama bagi Hakim, Djaksa dan Polisi, jang harus dihadapi 
dengan tabah. Conflict ini mempunjai „dasar sebab" dalam 
tjara berfikir jang bersemi dalam djiwa sesuatu golongan 
dalam masjarakat, sebagai akibat dari pengaruh aliran jang 
menghendaki Islamiseering masjarakat dalam segenap segi 
penghidupan. Mereka mempunjai suatu pendirian jang terkan-
dung dalam kata2 „Agama kita Islam, djadi peraturan2 pun 
adalah peratruan2 Islam". 

Bahwa usaha kedjurusan Islamiseering ini djuga berlang
sung dengan tjara teratur, dengan usaha mengadakan undang2 

jang sjah, ternjata semasa pendudukan Djepang. 
Menurut kabar2, maka sebabnja Pusa memberikan bantuan 

jang tak ternilai harganja dalam pendaratan Djepang di Atjeh, 
adalah, antara lain, terletak pada djandji Djepang kepada per-
kumpulan tersebut, akan menjetudjui penjerahan pemerinta
han atas Atjeh kepada Pusa dan penjusunan pemerintahan 
serta pcraturan2nja menurut Undang2 Islam. Tentang benar 
atau tidaknja kabar ini, tidak dapat dipastikan. 

Kenjataan adalah, bahwa Djepang di Atjeh memang me
ngambil sikap istimewa terhadap Agama Islam dan salah satu 
dari perobahan2 dalam ketata-negaraan, segera sesudah ia 
memegang pemerintahan didaerah ini, adalah, perobahan 
susunan Kehakiman dengan perobahan mana antara lain di-
bentuk suatu Mahkamah (Syu Kyo Hooin), jang diberikan 
kompetensi mengurus beberapa soal2 atas dasar Hukum Islam. 

Bahwa kemudian kenjataan, penetapan competensi pada 
hakikatnja tidak besar artinja, oleh karena tidak berarti 
penjelesaian soal2 jang bersifat putusan Hakim jang dapat 
didjalankan dengan kekerasan (exceutabel vonnis), terletak 
diluar pembitjaraan. Djuga sesudah berdirinja Republik 
Indonesia, sikap Pemerintah Pusat, mendekati keinginan ini, 
tidak nampak. Bahwasanja Pemerintah Pusat bukan tidak 
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mengetahui keinginan ini dan mempunjai pendirian bahwk 
kebidjaksanaan menghadjati suatu pengertian terhadap keingi
nan ini oleh karena realiteit menghendaki sikap istimewa ter
hadap daerah Atjeh, dapat diketahui dari pengumuman 
Kementerian Agama, jang mendjandjikan pembentukan suatu 
Mahkamah Sjahriah jang bersifat Hakim dan mempunjai 
competensi dalam beberapa hal jang tertentu, jaitu segala hal2 

jang antara lain mengenai nikah, talaq, fasah, rudju', nafkah, 
frail. Djandji ini ternjata masih tetap djandji sadja. Undang2 

tentang pembentukan, masih djuga di-tunggu2. 
Akan tetapi ini tidak mendjadi halangan bagi mereka, pengi

kut aliran Islamiseering, jang djuga terdapat diantara mereka 
jang mengambil bagian terkemuka dalam Badan Pemerinta
han. Oleh Pedjabat Agama Daerah dirantjang Undang2 pem
bentukan Mahkamah Sjahriah beserta peraturan2 seperlunjal 
undang2 mana kemudian dibenarkan oleh Pemerintah Daerah, 
Residen dan Badan Pekerdja Komite Nasional Daerah, sebagai 
undang2 jang sjah. Sehingga kita dapat mempersaksikan suatu 
keadaan dimana, disamping Badan2 Kehakiman bentukan 
Pemerintah Pusat, berada Badan2 Kehakiman bentukan Peme
rintah Daerah, ataupun disamping Badan2 Hakim jang legaal, 
berdiri Badan2 Hakim jang melaksanakan penjelesaian hal2 

jang tertentu menurut dasar2 jang tidak legaal. 

Bahwa keadaan jang serupa ini sangat menjulitkan penglak-
sanaan tugas oleh Hakim2 Negara dan menjerupai suatu sum
ber kekatjauan dalam masjarakat disebabkan oleh kenjataan 
bahwa pada umumnja instansi2 jang bersangkutan tidak ber-
sedia mendjalankan putusan dengan kekerasan dan fihak jang 
kalah biasanja dengan segera mengetahui tidak sjahnja putu
san itu dan tidak sudi mentaatinja, tidak perlu rasanja dite-
gaskan lebih djauh. 

Tindjauan dari fihak Pemerintah Pusat jang bersifat luas 
tentang suasana daerah ini mengenai Kehakiman dan mengu-
sahakan segala sesuatu jang memenuhi sedapat mungkin 
keinginan jang njata timbul dalam masjarakat, masih ditunggu 
tunggu. Pemerintah Pusat hendaknja harus sanggup melihat 
kenjataan (realiteit) dan dimana perlu mengadakan peratu
ran2 jang selaras dengan suasana, sekalipun peraturan itu ber
sifat locaal dan menjerupai penjimpangan (afwijking) dari 
peraturan2 jang berlaku umum bagi daerah Republik. Dengan 
sikap dan tindakan jang demikian, maka keadaan illegaal 
disalurkan kepada legaal; selain dari itu maka lebih terdja-
minlah kesempurnaan perdjalanan pemerintahan. ij 
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Bahwa djuga inatansi pemerintahan, daerah tidak sunji dari 
'tjita2 Islamiseering dan tidak sanggup menjampingkan tjita2 

ini dalam suatu „dwangpositie" dimana keinginan hatinja 
inenghendaki sesuatu tindakan jang tidak dapat dilaksanakan 
oleh karena undang2 Negara tidak mengidzinkan, terbukti dari 
pembentukan illegaal dari Mahkamah Sjahriah oleh Pedjabat 
Agama, sebagai telah dinjatakan diatas. Kedjadian ini bukan
lah tersendiri. 

Pedjabat Agama djuga pernah mengambil initiatief dalam 
suatu pengeluaran „Maklumat-bersama", dikeluarkan oleh 
„Ulama2 seluruh Atjeh" bersama dengan Pedjabat Agama. 
„Maklumat bersama" ini menjatakan pelarangan terhadap 
umum dari beberapa kebiasaan dalam kalangan rakjat umum 
sebagai „kenduri mati", „kenduri maulud", „menziarahi 'kubu-
ran" dan lain2 adat kebiasaan jang masih berlaku dalam 
masjarakat. Pelarangan ini mengakibatkan suatu tentangan 
(reactie) jang hebat dari fihak rakjat umum, sehingga lara-
ngan itu pada hakikatnja menjerupai larangan diatas kertas 
sadja. 

Djuga instansi Gubernur Militer ternjata tidak sanggup 
mengambil sikap neutral dengan menempatkan diri diatas 
aliran Islamiseering ini. Pembesar ini merasa pada 
suatu sa'at bahwa kedjahatan2 zina dan djudi, kedjaha
tan2 mana menurut beliau dalam Islam sangat dibentji dan 
dianggap sangat berat, sangat bertambah djumlahnja dan 
merasa pula berkewadjiban mengambil tindakan terhadap 
kedjadian2 ini. Dengan mengambil alasan „kepentingan 
pertahanan Negara", dilahirkanlah sebuah peraturan jang 
mengantjam tidak hanja setiap orang jang bersalah, akan teta
pi djuga jang tjuma disangka melakukan zina dan djudi itu, 
dengan hukuman penjingkiran kesuatu tempat, terletak dihu-
tan besar, didekat Tangse, jaitu Blang Pandak (Lampiran 5) . 

Djuga larangan permainan „seudati", suatu permainan asli 
Atjeh, jang djuga dikeluarkan oleh instansi Gubernur Militair, 
adalah akibat dari pengaruh suatu tjita2 jang terkandung 
dalam hati dengan akibat ketidak sanggupan bersikap semata-
maia sebagai alat Negara. 

Tjukup semuanja ini, untuk memberikan pengertian kepada 
umum, betapa sulitnja bagi Hakim Negara didaerah ini melak
sanakan kewadjibannja dengan sempurna. Apakah sikap jang 
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harus diambil terhadap „peraturan2" jang illegaal ini ? 
Menganggap sebagai tidak ada? Mudah dikatakan, tetapi sukar 
mengerdjakan. Hakim jang tetap berpendirian bahwa ia ada
lah Alat Negara semata-mata dan, selaras dengan pendirian ini, 
melaksanakan kewadjibannja dengan berpedoman hanja 
kepada undang2 Negara, dengan tidak menghiraukan suasana 
daerah disekelilingnja, djarang terdapat. Kepada Hakim jang 
sedemikian, sudah sepantasnja disampaikan dari tempat ini 
suatu penghormatan istimewa. 

• 
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IV. PERIHAL PEGAWAI NEGERI. 

Bila hendak diperbuat suatu daftar tentang golongan2 jang 
tjukup menderita dalam masa achir2 ini, sedjak masa pendu
dukan Djepang sampai sa'at ini, maka tidak seorangpun akan 
menjangkal, bahwa golongan pegawai Negeri berhak dima-
sukan dalam daftar tersebut. Golongan ini, sedjak mulai pen
dudukan Djepang sampai dalam masa pergolakan kemerde
kaan, seterusnja sampai sa'at penjerahan kedaulatan, masih 
djuga menderita. Nasib mereka belum djuga berobah. Hanja 
dimasa Djepang mereka, menurut istilah jang lazim dipakai 
dimasa itu, dapat „memakan tjelana". Artinja, mereka masih 
dapat mendjual tjelana untuk menambah perbelandjaan me
reka. Waktu itu wang jang diperoleh dari pendjualan tjelana 
itu masih agak tinggi, bila dibandingkan dengan harga bahan2 

keperluan sehari-hari. Sesudah merdeka, pun sumber penda-
patannja ini tidak ada lagi. 

Pertama : oleh karena sumber itu telah kering; tidak ba-
njak pegawai jang mempunjai persediaan tjelana sekian ba-
njak, sehingga sumber itu, sekalipun sudah ber-tahun2 diper
gunakan, masih menghasilkan jang dikehendaki. 

Kedua : Sekalipun persediaan masih tjukup, ini tidak akan 
memberikan bantuan lagi. Harganja sekarang dimana import 
dan export telah mulai berdjalan, telah turun dan dibanding 
dengan harga bahan2 keperluan sehari-hari, tidak lagi mem
punjai arti, sehingga mereka pada sa'at ini tidak mempunjai 
djalan lain lagi dari pada menunggu dengan sabar atas suatu 
tindakan Pemerintah jang akan membawa perobahan nasib 
mereka, terketjuali mereka jang telah tjukup diensttijd untuk 
mendapat pensiun. Mereka ini kebanjakan meminta pensiun 
dan seterusnja mentjari djalan lain dalam perusahaan atau 
perniagaan untuk memperoleh nafkah hidupnja. 

Pegawai Negeri N. R. I. di bagian Atjeh dapat dibagi dalam 
dua golongan : 

Pertama: Golongan pegawai Negeri lama, baik berasal dari 
masa Belanda/Djepang, maupun dari masa Djepang sadja. 

Kedua: Golongan pegawai Negeri baru, jang memasuki 
Djabatan Negara semasa Republiek. 

Golongan pertama pada umumnja terdiri dari tenaga2 jang 
telah berpengalaman, mempunjai keahlian dalam lapangan 
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pekerdjaan masing2 dan terdiri dari tenaga2 jang bukan asli 
dalam daerah. Golongan kedua pada umumnja terdiri dari 
tenaga jang belum berpengalaman, kurang keahliannja dan 
berasal dari daerah. 

Tiga matjam perbedaan antara kedua golongan jang me-
nimbulkan berbagai ragam kesulitan jang merugikan perhu
bungan kedua golongan itu sebagaimana dibawah ini akan 
diuraikan. 

Didalam kalangan pegawai lama, sebagaimana djuga dalam 
kalangan umum, capitulatie Djepang membawa kelegaan. 
Capitulatie berarti, menurut pandangan sebagian besar me
reka pada waktu itu, perbaikan nasib dan achirnja penderi-
taan jang telah dialami selama pendudukan Djepang. Ada 
jang mengharapkan pembajaran gadji, pengganti kekurangan 
dari gadji jang harus diterima semasa Djepang ; ada jang 
menghitung djumlah pensiun jang dapat diterima bila di-
mintak ; ada jang mengingat kedudukan jang tinggi, jang 
akan diperoleh kembali dan seterusnja. 

Maklumat kemerdekaan membawa, sebagaimana djuga bagi 
umum, semula keragu-raguan. 

Kewadjiban bersumpah setia kepada N. R. I. kemudian, 
pada umumnja diterima dengan gembira. Jang tidak bersedia 
bersumpah atas berupa matjam alasan, hanja sedikit djum-
lahnja. Pada umumnja pegawai lama tetap melaksanakan 
kewadjiban mereka sehingga susunan djabatan Pemerintahan 
tidak mengalami perobahan jang penting. Perobahan hanja 
nampak semvda pada djabatan2 sebagai Resident, Kepala2 Af-
deeling dan Onderafdeeling. Penetapan2 oleh Gubernur Suma
tra Mr. T. M. Hasan, mengenai lowongan2 ini tidak dilaksa-
nakan, berhubung dengan pertentangan jang telah terdjadi 
diantara kaum Uleubalang dengan kaum Ulama Penjempur-
naan lowongan2 ini diselenggarakan dengan penempatan2 te
naga2 asli jang bukan familie Uleubalang. 

Pembenuman2 untuk djabatan -jang tersebut adalah bersifat 
politiek. Mereka jang ditempatkan, adalah berasal dari per
gerakan, dari partij2. Keahlian atau pengalaman, tidak men
djadi pertimbangan. 

Hal ini tidak usah mengherankan. Faktor2 keahlian dan 
pengalaman dalam suasana itu adalah kurang penting. Factor 
pengaruh, kesanggupan bertindak dalam setiap kesulitan, 
dapat bergaul dengan rakjat umum, adalah dewasa itu factor2 

penting jang menjerupai sjarat mutlak bagi seseorang dalam 
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penglaksanaan pekerdjaan2 jang langsung berhubungan de
ngan umum, sebagai Kepala2 Afdeeling dan Onderafdeeling. 
Dan sesungguhnja, pada sa'at itu tidak ada jang lebih pada 
tempatnja, selain dari mereka jang asli didaerah ini dan ber
asal dari pergerakan. 

Pada umumnja, mereka ini tidak merasa penderitaan me
ngenai penghidupan se-hari2 jang mangkin lama mangkin me-
muntjak sebagai akibat dari gadji jang djauh dari tjukup, 
seberat pegawai2 lama. Pegawai baru ini, berasal dari 
kampung dimana mereka ditempatkan, sedikit banjak-
nja mempunjai djuga sawah atau kebun jang memberi hasil 
atau setidak-tidaknja menarik djuga bantuan dari pergaulan 
rapat mereka dengan penduduk; oleh karena itu mereka 
tidak merasa tekanan suasana itu dengan hebat. 
. Pegawai lama, selain dari menderita sebagai akibat keku

rangan nafkah, sering djuga harus mengalami kesulitan2 

jang sukar dapat mereka atasi; kesulitan2 jang mengganggu 
djiwa mereka. 

Sebagai telah dikemukakan tadi, maka perbedaan pegawai 
lama dengan pegawei baru mengenai pengalaman, keahlian 
dan daerah asal. Perbedaan2 inilah terutama jang menim-
bulkan kesulitan2 jang menjerupai „gangguan djiwa" (gees-
telijke kwelling") bagi mereka. 

Pengalaman mereka semasa Belanda, sering dipergunakan 
oleh beberapa pegawai baru sebagai alasan untuk mengada
kan tuduhan2 jang dapat menimbulkan ketjurigaan terhadap 
mereka. Dikatakan bahwa mereka adalah kakitangan Belan
da atau pengchianat. Dan bilamana umpamanja sesuatu pe
gawai mempunjai nama baik pada Belanda semasa pendja-
djahan Belanda, ataupun agak rapat perhubungan dengan 
Belanda, maka hal ini adalah> sangat berat dalam pandangan 
orang ini. Sehingga bukan tidak pernah kedjadian pember-
hentian pegawai2 lama, se-mata2 atas tuduhan2 sebagai ini. 

Keahlian pegawai lama, bilamana perlu dipertundjukkan 
oleh mereka dalam bentukan pendjelasan mengenai sesuatu 
pekerdjaan dalam dinas jang tidak sesuai dengan kebiasaan 
ataupun peraturan, sering djuga diartikan oleh pegawai 
baru sebagai peringatan jang tidak tepat lagi di zaman mer-
deka dan hanja berasal dari seorang jang masih belum djuga 
dapat menjesuaikan diri dengan perobahan zaman, malahan 
masih tetap hidup dalam alam fikiran pendjadjahan. 
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Apalagi tentang perbedaan tempat asal; sekalipun tidak 
dilahirkan dengan terus terang, akan tetapi djuga ini senan
tiasa mendjadi factor jang terpenting dalam pergaulan se
hari-hari. 

Bahwa factor ketiga tadi, djuga dalam soal menduduki 
diabatan2 , tidak menjerupai factor jang tidak penting, dapat 
diduga. Dapat dikatakan, setiap tempat jang penting dalam 
ke Pamongpradjaan, diduduki oleh tenaga asli. 

Pun dalam soal promotie adalah factor „keaslian" mendja
di factor jang penting. Promotie2 jang diberikan kepada 
tenaga2 asli bukan sedikit djumlahnja, jang sebenarnja tidak 
sesuai dengan peraturan2, akan tetapi harus diberikan djuga 
atas pertimbangan politiek. Bahwa hal ini menimbulkan 
perasaan kurang puas dalam hati tenaga2 „bukan asli", dapat 
diduga. 

Siapakah jang tidak berputus asa bila ia, sesudah berpuluh 
tahun lamanja senantiasa bekerdja sebagai „klerk", dengan 
tiba2 harus mempersaksikan suatu penempatan dari seorang 
jang baru beberapa bulan mulai mengindiakkan kaki di 
kantor, mendjadi Pengatur Usaha atau Bupati ? 

Akan tetapi, sekali lagi, hal ini tidak perlu diherankan. 
Keanehan ini adalah akibat dari suasana jang masih diliputi 
oleh udara pergolakan. Bilamana beleid jang sedemikian 
tidak didjalankan, bukankah perdjalanan pemerintahan akan 
terhalang ? 

Masa berdjalan terus. Suasana tanah air kita menudju 
kearah perbaikan. Keadaan2 jang pada permulaan pergola
kan, menurut ukuran pada sa'at itu masih dapat dianggap 
biasa, kemudian dalam masa normaal, bersifat adjaib menu
rut ukuran masa itu ! 

Perobahan2 harus dilangsungkan bilamana Negara kita 
hendak menjerupai suatu Negara jang teratur. Djuga dalam 
ke Pamongpradjaan perlu diadakan perbaikan susunan dengan 
berdasarkan pertimbangan2 jang normaal. 

Pemerintah Pusat telah mengadakan peraturan mengenai 
rasionalisatie pegawai Negeri dengan principe bahwa rasio-
nalisatie itu adalah terutama diartikan sebagai penempatan 
seseorang pada tempatnja. Titik beratnja bukanlah diletak-
kan atas pemberhentian pegawai jang tidak perlu (overcom-
pleet). 

Peraturan ini telah lama keluar akan tetapi untuk daerah 
ini belum nampak akibatnja. Susunan ke Pamongpradjaan 
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tetap sebagai sediakala. Pembenuman dan promotie pegawai2 

tetap berlaku menurut dasar2 sediakala. 
Desas desus mengatakan, bahwa penglaksanaannja terben-

tur atas reactie jang hebat, jang timbul dari kalangan 
pegawai2 jang merasa kedudukannja terantjam. 

Se3ungguhnja, kesulitan2 jang akan dihadapi dalam peng
laksanaannja ini, sudah dapat diduga semula. Manusia ber
sifat egoistisch dan dengan mudah mengambil sikap, bilama
na merasa kepentingannja terantjam. 

Tidak banjak manusia didunia ini jang dapat mengambil 
suatu sikap dimana ia menjampingkan setiap pertimbangan 
jang mengenai kepentingan diri dan mengutamakan kepen
tingan Negara. Keinginan pangkat dan kedudukan, masih 
bersemi dalam hati manusia. Ini adalah sifat manusia. 

Bahwa penglaksanaan rasionalisatie ini akan membawa 
korban, bukanlah lagi suatu soal jang perlu ditindjau lebih 
djauh. Setiap tindakan untuk kepentingan Negara, pasti akan 
membawa korban. 

Sudah masanja bagi Pemerintah, mempertjepat penglak
sanaan rasionalisatie jang dikehendakinja itu. Dari rakjat 
umum tampaknja tidak akan dialami tentangan, malahan 
sebaliknja; salah satu dari „programma punten" dari gerakan 
Sajid Ali, adalah penglaksanaan rasionalisatie. 

Reactie hebat — mungkin menjerupai antjaman — hanja 
akan timbul dari kalangan mereka jang merasa akan „di-
rasionaliseer." Akan tetapi hal ini hendaknja tidak usah 
mendjadi sebab, mengundurkan maksud itu. Asalkan sadja 
diambil sikap tegas dan adil, suara menentang akan bilang 
dan berhenti dengan sendirinja. 

Rasionalisatie itu akan berhasil dengan membawa keman-
faatan, tidak hanja bagi Negara, akan tetapi djuga bagi 
pegawai jang tinggal. 

Pegawai Negeri didaerah ini, terutama jang bukan asli, 
masih djuga menunggu-nunggu perbaikan nasib. 

Perbaikan mengenai tjatu dan tulage jang diadakan pada 
permulaan bulan December 1949, tetap tidak dapat memberi-
kan nafkah jang tjukup bagi mereka. 

Harga bahan2 keperluan hidup se-hari2 semangkin mening-
kat. Bilamana perobahan dalam artian perbaikan tidak 
tjepat diadakan, mungkin sekali kesulitan dan kekatjauan 
akan dialami dan perdjalanan pemerintahan akan terganggu. 
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V. PERIHAL PARTY-PARTY. (PARTYWEZEN). 

Terlebih dahulu telah dikemukakan bahwa, sebagai akibat 
dari isolement daerah Atjeh dari daerah2 lain di Indonesia 
ini, maka daerah ini mempunjai sifat istimewa, sehingga ter
dapat dalam masjarakat Atjeh suatu tjara berfikir jang 
terasing, suatu pandangan hidup „jang lain"; bahwa hal2 ini 
mengakibatkan kesulitan dalam pergaulan diantara Atjeh-asli 
dengan bukan-Atjeh-asli dan menjebabkan masjarakat ini 
nampaknja bersifat exclusief jang diartikan oleh umum jang 
berasal dari luar daerah sebagai „provinsialistisch"; bahwa 
ini, pada hakikatnja, bukan harus dipandang sebagai „provin-
sialistisch" akan tetapi hanja sebagai suatu „ketidak sanggu-
pan" atau „onmacht" bergaul, oleh karena tidak adanja 
„persamaan getaran djiwa" (geestelijke harmonie). 

. Keterangan ini menghadjati perbaikan („correctie") dengan 
pendjelasan bahwa daerah Atjeh dalam hubungan ini harus 
diartikan dengan Keresidenan Atjeh dahulu, setelah dikeluar
kan afdeeling Atjeh Timur dahulu. Atjeh Timur menjerupai 
satu bagian jang berlainan dengan Atjeh selainnja dan lebih 
mendekati Sumatra Timur. Masjarakat disini untuk sebagian 
besar terdiri dari anggauta2 jang berasal dari luar daerah, 
sehingga masjarakat, baik dalam zahirnja maupun dalam 
bathinnja, lebih banjak menundjukkan hal2 persamaan 
dengan masjarakat di Sumatra Timur. 

Pembukaan onderneming2 oleh Belanda, menjebabkan 
pengaliran manusia, terdiri dari orang2 Djawa, dan masuknja 

.aliran2 baru kedaerah ini. Isolement daerah ini berachir; ia 
seolah-olah terpisah dari daerah Atjeh. 

Keadaan jang sedemikian mempunjai pengaruh besar atas 
madju mundurnja keadaan party2. Sekalipun tidak suatu par
ty pun jang berpusat di Djawa jang tidak mempunjai tjabang 
di Atjeh, party-wezen disini belum berada pada tingkatan jang 
tinggi. P.N.I., P.K.I., Masjumi, P.S.I.I., P.S.I., Pesindo, Sobsi 
dan sebagainja terdapat djuga di Atjeh akan tetapi „partij-
leven" masib sering dipengarubi oleh „kedaerahan" dan 
„specifik Atjehsche verhoudingen". 

Ini terbukti dengan djelas bilamana sesuatu party mengha-
dapi suatu soal jang agak sulit dan menghadjati penjelesaian. 
Dalam keadaan jang demikian dimana terdapat perbedaan 
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pendirian diantara anggauta2, maka dalam kebanjakan hal 
dapat dilihat „garis perpisahan diantara anggauta2 jang pro 
dan contra, adalah sama (paralel) dengan garis perpisahan 
diantara anggauta2 Atjeh dengan anggauta2 bukan Atjeh.": 
Bahwa didalam soal2 principeel hal sebagai ini dapat sampai 
mengakibatkan perpetjahan dalam partij dengan pemben
tukan pengurus baru, terbukti dengan keadaan dewasa ini 
dimana kita dapat mempersaksikan adanja „Sarikat Buruh 
Minjak Sumatra Utara" di Perlak dibawah Hasan Abas, di
samping „Sarikat Buruh Minjak Sumatra Utara' di Langsa 
dibawah R. Senikentara; Pesindo Sumatra Utara di Langsa 
dibawah pimpinnan Sarwono Sastrosutardjo, disamping Pesin
do Daerah Atjeh di Kotaradja dibawah pimpinan Ali Hasjmi; 
SOBSI Sumatra Utara di Langsa dibawah pimpinan B. Huta-
djulu/Riphat, disamping SOBSI Atjeh di Kotaradja dibawah 
pimpinan B. Budjang/O. Effendi. 

Organisasi2 tersebut jang memakai nama jang sama dan 
undang2 dasar jang sama, pun ta'luk pada Pusat Pimpinan jang 
sama, bertindak setjara berpisah satu dengan lain, dalam iklim 
pertentangan. Hal mana, antara lain, terbukti dengan djelas 
sewaktu, atas initiatief Langsa, diadakan suatu „Nasional 
Kongres" jang hanja dihadiri oleh „orang2 Langsa" oleh 
karena „orang2 Kotaradja", walaupun diundang, tidak ber-
sedia menghadirinja. 

Maka, memperhatikan segala ini, tidaklah kita mendjadi 
heran, bilamana dalam pandangan dan fikiran umum, lambat 
laun tumbuh suatu kepertjajaan, adanja suatu antithese „Lang-
sa-Kotaradja", dimana aliran Langsa dalam pandangan orang2 

pengikut Kotaradja menjerupai aliran „merah" jang hendak 
merusakkan agama dan bangsa, aliran Kotaradja menjerupai 
aliran pembela Agama dan Negara; sedangkan sebaliknja, 
pengikut2 Langsa menganggap mereka sebagai kaum „progres-
sief" jang hendak memperbaiki masjarakat jang telah rusak 
oleh karena aliran2 „reactionair" dan orang2 „corrupt" di Ko
taradja. 

Peristiwa jang menjedihkan di Langsa, terkenal sebagai 
Langsa Hotel affaire, dimana beberapa pemimpin buruh men
djadi korban dalam tuntutan perbaikan nasib, dapat dianggap 
sebagai akibat dari antithese ini. 

Sebelum peristiwa jang menimbulkan reactie jang hebat 
dikalangan buruh ini dibitjarakan, ada baiknja terlebih dahu
lu diberikan uraian ringkas tentang perkebunan dan tambang 
minjak di Atjeh. 
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Perkebunan dan Tambang Minjak jang semustinja menje
rupai suatu sumber pendapatan jang penting bagi daerah ini, 
ternjata tidak dapat memenuhi kewadjiban ini, malahan ter
njata mendjadi objecten jang menimbulkan „schadeposten" 
(kerugian) dalam „begrooting" (perbendaharaan) daerah, 
Bukan sedikit djumlah wang jang dikeluarkan oleh Pemerin
tah Daerah untuk perusahaan2 ini dengan pengharapan, supa
ja wang itu dipergunakan bagi perbaikan perusahaan2, sehing
ga dapat menghasilkan bagi Pemerintah, akan tetapi kenja
taan adalah, bahwa wang jang dikeluarkan tidak menghasil
kan jang diingini dan dapat diperoleh menurut perhitungan 
jang sehat. 

Sebab2nja mungkin sekali terletak dalam organisasi perusa
haan2 itu. Organisasi jang tersusun dari orang2 jang tidak 
capable dan ahli dalam usaha2 itu, akan tetapi ditempatkan 
djuga, oleh karena keadaan suasana, dimana ukuran mendu
duki suatu djabatan tidak se-mata2 bergantung dari keahlian 
seseorang, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh pertimbangan2 

dalam hubungan dengan pengaruh orang itu dalam lingkungan 
se-setempat. 

Kembali kita pada peristiwa Langsa Hotel affaire, dimana 
terdjadi penembakan atas demonstranten jang mengakibatkan 
dua orang demonstranten tiwas ditempat itu djuga dan 6 
orang memperoleh luka2. 

Rangkaian kedjadian2 jang mendahului peristiwa itu adalah 
sebagai berikut: 

„Sarikat Buruh Minjak Sumatra Utara" Langsa, dibawah 
pimpinan R. Senikentara, mengorganiseer pemogokan jang 
menjerupai suatu „sitdownstrike" oleh karena mereka merasa, 
tuntutan mereka tidak memperoleh perindahan dari Pemerin
tah. Tuntutan mereka mengenai: 

1. „Perbaikan nasib buruh dalam hubungan dengan gadji 
dan tjatu jang senantiasa terlambat diterima". 

2e. „Reorganisasi dan rationalisasi perusahaan minjak 
Sumatra Utara, sehingga mendjadi sempurna, dengan tjara 
mengganti pimpinan dengan pimpinan baru jang terdiri dari 
orang2 tjakap, ahli dan djudjur, oleh karena mereka berpen-
dirian bahwa pimpinan lama terdiri dari — ini menurut istilah 
mereka — „avonturiers dan corrupteurs jang telah merugikan 
ribuan djuta rupiah kepada Negara dan telah menimbulkan 
kesengsaraan dan kemelaratan atas ribuan keluarga Buruh 
Minjak". 
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Perlu diketahui, bahwa sub 2 terutama tertudju ter
hadap pemimpin umum jang telah pernah dischorst oleh 
Gubernur Sumatra Utara, oleh karena tersangkut mela
kukan penggelapan dalam djabatannja, akan tetapi kemudian, 
sebelum dapat diselesaikan pemeriksaan atas diri beliau, di-
tempatkan kembali sebagai pemimpin umum oleh Gubernur 
Militer jang menganggap berhak mengambil penetapan2 

mengenai organisasi perusahaan Tambang Minjak jang pada 
sa'at itu sebagai vitaal bedrijf telah dimilitariseerd. 

Penetapan ini, kemudian disertai oleh pemberhentian bebe
rapa pegawai dan pembentukan serikat buruh baru di Perlak 
oleh Pemimpin Umum baru, dengan tidak mengakui Sarikat 
Buruh Langsa, mengakibatkan reactie jang hebat, sehingga 
harus dihatalkan. Sebagai Pemimpin Umum baru ditetapkan 
T. A. Hasan, Bupati di Kotaradja, jang djuga tidak disukai 
oleh umum di Langsa, oleh karena terkenal sebagai bekas 
Bupati di Atjeh Timur, dalam djabatan mana ia pernah me
nundjukkan sikap menolak „exclusief" terhadap pengungsi2 

dari Sumatra Timur serta pernah pula mengatakan pada per-
temuan umum, bahwa pengungsi2 dari Sumatra Timur jang 
mengungsi sebagai akibat agressie Belanda, adalah kakitangan 
Nica. 

Djuga terhadap penetapan ini timbul reactie. Untuk 
kedua kalinja penetapan dihatalkan dan Residen t/b Daudsjah 
menudju ke Langsa untuk menjelesaikan soal jang sulit ini. 
Beliau mengadakan pertemuan dengan Sarikat Buruh Minjak 
seluruhnja dan memberikan kesempatan pada buruh, menun
djukkan sendiri seorang pemimpin umum jang mereka anggap 
mempunjai kesanggupan dan jang mereka sukai. Hasil pemi-
lihan membawa tuan Djohan, seorang jang memang, melihat 
pengalamannja dimasa Belanda, sudah pada tempatnja 
memimpin perusahaan Tambang Minjak itu. Bekas pemimpin 
Tambang Minjak jang tidak terpilih, disokong oleh „Sarikat 
Buruh Minjak" baru jang dibentuknja sendiri dan berpusat 
di Perlak, mengambil sikap dan tindakan2 jang menghalangi 
perdjalanan perusahaan. Sumur2 jang berada di bagian Per
lak, diletakkan dibawah kekuasaannja; sehingga umum dapat 
mempersaksikan suatu keadaan dimana Sarikat Buruh Minjak 
Langsa dibawah pimpinan R. Senikentara, berhadapan dengan 
Sarikat Buruh Minjak Perlak dibawah pimpinan H. Abbas. 
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Didalam keadaan kalut inilah Sarikat Buruh Minjak Langsa, 
jang tidak sabar lagi melihat keadaan dan, sebagai sanggahan 
terhadap Pemerintah jang dianggapnja lalai didalam mengam
bil sikap tegas, mengumumkan suatu pemogokan „sitdown 
strike". 

Pertjampuran tangan beberapa instantie militair dan tuan 
Osman Adamy, seorang jang terkemuka di Langsa, mengachiri 
„Sitdown-strike" itu sesudah berdjalan beberapa hari. Baik 
dari fihak buruh, maupun dari fihak ketenteraan, ditundjuk
kan goodwill untuk mengachiri perselisihan jang telah banjak 
merugikan itu. 

Udara jang mulai berobah mendjadi baik, dengan tiba2 te
lah mendjadi buruk pula, sebagai akibat kedatangan kepala 
Polisi Daerah, Moh. Insja, bersama dengan beberapa anggota 
kepolisian dari Kotaradja jang akan melaksanakan tugas isti-
mewa dari Gubernur Militair, jaitu melakukan penangkapan 
atas pemimpin2 jang mengatur „sitdown strike" itu, berdjum-
lah kurang lebih 6 orang. 

Usaha oleh beberapa orang supaja kepala politie mengu-
rungkan penglaksanaan tugasnja untuk beberapa waktu, tidak 
berhasil. Kepala Polisi jang tersebut menerangkan bahwa ia 
akan melaksanakan tugasnja, biar apapun jang akan terdjadi. 
Dan, sesuai dengan utjapan ini, pemimpin2 jang tersebut 
ditangkap dan ditahan. 

Buruh berusaha melepaskan pemimpin2nja ini. Mula2 

dengan surat permintaan kepada Kepala Polisi Kabupaten, 
kemudian dengan mengirimkan delegasi, seterusnja dengan 
melakukan puasa sebagai protes; segalanja ini tidak berhasil. 
Sehingga mereka mengambil ketetapan, melakukan demon-
strasi menudju tempat penginapan Kepala Polisi Daerah jang 
melakukan penangkapan dan menuntut kepadanja, pembeba-
san pemimpin2 mereka itu. Demonstrasi ini mengakibatkan 
kedjadian jang sedih. Di Langsa Hotel, dimana pemimpin2 

buruh itu ditahan, terdjadi soal djawab diantara demonstran
ten dengan pengawal; letusan pertama terdengar, kemudian 
segsra disusul dengan beberapa letusan. Dalam sekedjap mata 
sadja demonstranten bubar dengan meninggalkan dua orang 
tiwas dan beberapa lagi luka2, sedangkan tawanan2 menghi-
lang, tidak diketahui kemana perginja. 

Pada hakekatnja, „background" dari kedjadian jang menje-
dihkan ini adalah, antithese Langsa-Kotaradja, antithese 
orang2 jang berasal dari luar daerah jaitu terutama pengungsi2 
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dari Sumatra Timur jang memasuki Atjeh pada agressie Be
landa pertama dan orang2 Atjeh asli, pertentangan aliran2 baru 
dengan aliran2 lama, jang masih banjak kedapatan didaerah 
ini. 

Dalam hampir setiap kedjadian atau peristiwa jang harus 
dihadapi dan jang membawa kesulitan, terutama bagi Peme
rintah, antithese ini dapat dikenal sebagai sebab jang utama 
(oorzaak); baik peristiwa atau kedjadian itu berlangsung da
lam lingkungan Pemerintahan, baik dalam lingkungan pereko-
nomian, ketenteraan, sosial dan penghidupan sehari hari. 

Selama antithese ini belum dapat dilenjapkan, dan ini hanja 
dapat dilakukan dengan memperdekat tjara berfikir itu satu 
dengan lain, dengan sjarat kedua belah fihak bersedia dan 
berusaha dengan tulus ichlas memahami tjara berfikir dari 
fihak lain —, selama itu djuga partijwezen di daerah ini, be
lum dapat meningkat pada tingkatan jang agak tinggi. 

Dan selama itu djuga pemerintahan kita, pemerintahan 
jang bersifat demokratisch, jang berarti bersendi atas kesem-
purnaan partijwezen, masih tetap akan mengalami kesulitan2 

dalam penjempurnaan penglaksanaannja. 
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VI. SERBA-SERBL 

1. Salah faham tentang demokrasi dan „exces"2"-nja. 

Telah pernah disinggung pada halaman lain, bahwa penger
tian tentang demokrasi dan penglaksanaannja, sering, dengan 
insjaf atau tidak insjaf, terdjadi dengan salah. Dalam masa 4 
tahun sedjak bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaan-
nja, bukan sedikit kedjadian2 dan peristiwa2 jang dilakukan 
oleh seseorang atau segerombolan manusia atas nama demo
krasi, akan tetapi bila diselidiki, sebenarnja adalah menjeru
pai tindakan liar, jang sering pula didjalankan atas pertim
bangan2 mengenai kepentingan diri sendiri. 

Setiap warga negara seharusnja mengetahui, bahwa hak 
demokrasi itu bukanlah suatu hak jang dapat dilaksanakan 
oleh setiap warga pada setiap sa'at dan tempat, serta mengenai 
setiap soah bahwa hak demokrasi itu dalam pengertian" me-
ngatur segala sesuatu untuk kepentingan umum" — bukan 
dalam pengertian hak mengeluarkan suara, berfikir, berkum
pul —• hanjalah dapat dilakukan oleh suatu Badan Resmi, 
Dewan Perwakilan Rakjat, semasa Badan itu berada dalam 
musjawarat dan hanjalah mengenai soal2 jang terlebih dahulu 
oleh Undang2 Dasar telah dinjatakan termasuk dalam kompe-
tensi Dewan Perwakilan itu; bahwa kompetensi itu hanja 
mengenai soal2 jang terbatas djumlahnja dan bukan mengenai 
soal2 jang termasuk pada hak excutief dari Badan Resmi lain, 
jang terpisah dari Dewan Perwakilan; bahwa penetapan oleh 
Badan Perwakilan Rakjat baru dapat berlaku, bilamana telah 
disertai dengan persetudjuan Badan Executief (President); 
bahwa pada hakikatnja dalam praktek, bukanlah kemauan 
Rakjat isi faham demokratie itu, akan tetapi kemauan Dewan 
Perwakilan Rakjat sebagai wakil dari Rakjat. 

Njatalah, bahwa hak demokratie itu adalah suatu hak jang 
harus dilaksanakan dengan tjara teratur, suatu hak jang 
mempunjai batas2 jang tertentu tentang „subject" dan 
„object"-nja. Pernah kedjadian penjerobotan dari suatu benda 
oleh sekumpulan manusia dari sipemilik jang berhak. Kebe-
ratan2 jang dikemukakan oleh siempunja hak dengan mudah 
dikesampingkan oleh sipenjerobot dengan alasan, bahwa 
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„pengambilan benda ini adalah kemauan rakjat jang harus 
dipenuhi, oleh karena kita sekarang telah berpemerintahan 
demokratie". 

Sesuatu desakan oleh sekumpulan manusia atas seorang 
pembesar atas nama demokratie supaja diadakan sesua
tu penetapan jang, dalam bathinnja tidak disetudjui oleh 
pembesar itu, sering berhasil; semata-mata oleh karena pem
besar itu tidak berani menghadapi „consequenties" dari sesua
tu penolakan. 

Banjak orang jang menghendaki supaja tjara2 penglaksana
an susunan Dewan2 dengan pemilihan oleh Rakjat Umum, 
djuga diselenggarakan dalam setiap bagian pemerintahan, 
sehingga bukan sedikit tuntutan2 mengenai penempatan ahli2 

6ebagai Hakim, Dokter dan Guru. Penempatan2 mana djuga, 
menurut tuntutan2 ini, harus berdasar atas demokratie, jaitu 
kemauan rakjat. 

Dengan tidak memperketjil arti „acceptabiliteit", (disukai 
masjarakat) rasanja tidak perlu suatu pendjelasan bagi orang 
jang melihat soal ini dengan katja-mata objectieviteit, bahwa 
tuntutan sebagai ini tidak mungkin dipenuhi. Apakah gerang-
an akan terdjadi bilamana pembenuman seseorang ahli dalam 
suatu lapangan pekerdjaan harus ditetapkan atas dasar ke
mauan rakjat ? Bukankah pekerdjaan akan menghadapi keka-
tjauan bilamana, dalam sesuatu pekerdjaan jang menghadjati 
keahlian, ditempatkan seorang jang bukan ahli ? 

Hendaknja dapatlah difahami, bahwa systeem pemilihan 
dengan udjud memperoleh suatu keadaan jang respresentatief, 
menurut undang'-' dasar hanjalah berlaku untuk Badan2 Per
wakilan Rakjat; pun pemilihan untuk djabatan2, menurut 
undang2 dasar hanjalah berlaku untuk beberapa djabatan jang 
tertentu dan sangat terbatas djumlahnja. Sesuatu faham, bah
wa setiap Badan Resmi ataupun setiap djabatan harus diben-
tuk atas pemilihan rakjat, mengandung pengertian bahwa 
dalam democratic setiap perbedaan, baik mengenai keahlian, 
maupun pengalaman, telah lenjap; suatu faham jang mempu
njai akibat2 (consequenties) jang tidak dapat dipertanggung 
djawabkan. 

Suatu kenjataan lain jang menarik perhatian adalah, tjepat 
dan mudahnja seseorang menuduh sesuatu tindakan Peme
rintah sebagai „perkosaan atas hak demokratie", „fascistisch", 
„tindakan koloniaal" dan sebagainja.Sedangkan dalam keba-
njakan kedjadian, penjelidik jang objectief dapat dengan 
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segera mengambil kesimpulan, bahwa tindakan Pemerintah 
itu memang tepat dan harus didjalankan. Dalam kebanjakan 
peristiwa, tuduhan2 itu dilemparkan, dengan kejakinan atas 
kebenarannja. Hal mana disebabkan oleh salah pengertian. 

Banjak jang tidak mengetahui, bahwa kemerdekaan ber-
bitjara, berapat, berdemonstratie, mengeluarkan fikiran de
ngan lisan atau tulisan, bukanlah berarti suatu kemerdekaan 
untuk menghasut, mengganggu keamanan, menghina. Kemer
dekaan jang didjamin oleh undang2 dasar, adalah sebenarnja 
terbatas; kemerdekaan itu dapat ditjabut dalam sesuatu ke
adaan, bilamana tjukup adanja alasan2 untuk mengambil suatu 
kesimpulan, bahwa sesuatu kekatjauan sangat mungkin akan 
terdjadi, bilamana kemerdekaan itu tidak ditjabut. 

Pemogokan jang terdjadi di Atjeh Timur dengan penang
kapan jang dilakukan atas beberapa pemimpin, oleh jang ber-
sangkutan dibesar-bcsarkan dan digembar-gemborkan, seolah-
olah Pemerintah tidak mengakui hak mogok, sedangkan 
Undang2 Negara mengakui hak mogok ini sebagai suatu sen-
djata buruh dalam usaha memperbaiki nasibnja. 

Bahan untuk mengambil suatu kesimpulan tentang benar 
atau tidaknja tuduhan ini, tidak diperoleh. Akan tetapi rasa
nja dapat dikemukakan suatu pcrsangkaan jang mendekati 
kepastian, bahwa tindakan penangkapan itu bukanlah ter-
tudju terhadap hak mogok itu, akan tetapi terhadap „exces-
6en" dari kedjadian2 disekitar pemogokan itu. „Excessen" 
mana adalah menjerupai kedjahatan. Menurut kabar jang 
tersiar, inaka pemimpin2 itu sering melahirkan pada rapat2 

umum, kata2 hasutan jang bersifat menghina terhadap pemim
pin2 Negara. 

Sudah bcrtahun lamanja bangsa kita dididik supaja 
meninggalkan semangat budak dan menggantinja dengan 
semangat dari suatu bangsa jang merdeka, berdaulat dan 
demokratisch. Sebagai hasil didikan oleh pemimpin2, maka 
semangat dan djiwa rakjat umum memang telah mengalami 
perobahan; semangat dan djiwa rakjat umum memang telah 
mengalami perobahan kearah suatu tjara berfikir dan bersikap 
jang lebih sesuai dengan alam merdeka. 

Akan tetapi sebaliknja, tidak dapat disangkal, bahwa disam
ping keuntungan2 jang dibawa oleh perobahan ini terdapat 
djuga kerugian. Dalam kalangan masjarakat sering timbul 
gerombolan2 manusia dibawah pimpinan anasir2 iang tidak 
sehat, jang menjerupai „indisciplinair", „ongebonden", „ban-
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deloos". Sesuatu tindakan, ataupun peraturan jang diperbuat 
oleh Pemerintah. sangat mudah mendjadi sasaran kritiek jang 
bersifat edjekan, tjemoohan dan „afbrekend". Kemerdekaan 
untuk mengeluarkan fikiran dengan bebas jang didjamin oleh 
demokratie, jang mendjadi salah satu dari pantjasila jang lima 
dari Negara Kita, sangat mudah diartikan sedemikian runa, 
sehingga kemerdekaan ini melewati batas kesopanan dan 
berobah mendjadi kemerdekaan mentjertja, menghina dan 
sebagainja. Djangan disebut lagi excessen jang lebih hebat, 
sebagai mengadakan desakan dan paksaan atas instantie Peme
rintahan jang berwadjib, mentjabut dan meniadakan peraturan 
atau tindakan jang tidak disukai. Dan semuanja ini terdjadi 
dengan alasan „Kemauan Rakjat." 

..Kemauan Rakjat" sering menjerupai suatu hiasan bibir 
belaka. Bukan sedikit djumlah tindakan liar jang telah di
lakukan atas nama „kemauan rakjat". Bukan sedikit manusia 
jang telah menderita, sebagai akibat dari sesuatu tindakan, 
jang katanja, dilakukan atas kemauan rakjat. Bukan sedikit 
orang jang tidak bersalah, mendjadi korban dari tindakan 
jang dilakukan atas „Kemauan Rakjat". Bukan sedikit harta 
benda jang lenjap dan berpindah ketangan jang tidak berhak, 
atas „kemauan rakjat". Beribu-ribu bapak, djanda dan jatim 
dapat membenarkan ini. „Kemauan rakjat", kalimat jang 
sutji, didjadikan sebagai perhiasan bibir, oleh manusia jang 
tidak berperasaan tanggung djawab, untuk membenarkan tin
dakan2 jang dilakukan guna memuaskan hawa nafsu. 

Djuga Atjeh tidak Input dari kesulitan2 sebagai akibat dari 
„excessen" ini. Seorang jang diharapkan memberi derma, 
hendaklah memenuhi permintaan itu oleh karena, ,,kemauan 
rakjat." 

Seorang jang diharapkan memindjamkan kcndaraannja, hen
daklah segera memenuhinja, oleh karena „kemauan rakjat". 
Instpntie pemsrintahan jang melakukan mutaties pegawai, hen
daklah terlebih dahulu menjiasati keadaan seteliti-telitinja; 
bilamana tidak, kemungkinan „kemauan rakjat" akan mende-
sak pembatalan mutatie itu. Dengan pendek kata, bagi segenap 
lapisan dan golongan masjarakat, serta kalangan Pemerin
tahan, adalah kata2 „kemauan rakjat" itu suatu susunan kata2 

jang sering tidak disukai, malah ditakuti. 
Keadaan sebagai ini, bukanlah keadaan jang hanja keda

patan didaerah ini atau di Indonesia kita ini. Setiap Negara 
jang demokratisch, pernah mengalami dalam sedjarahnja 
phase sedemikian rupa. 
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ARISTOTELES pernah mengatakan, bahwa dalam phase 
sebagai ini, sebenarnja bukanlah kemauan rakjat sedjati men
djadi pedoman Pemerintah, akan tetapi kemauan seseorang 
ahli bitjara (demagoog). Siapa jang pandai bitjara dan tidak 
mempunjai rasa tanggung djawab jang tjukup, sangat mudah 
mempergunakan rakjat umum sebagai alat memenuhi ke-
inginannja, asalkan sadja ia mengetahui pokok2 keinginan 
umum dan tidak melampaui batas2 itu. Ia memperhatikan 
pokok keinginan rakjat umum dan dalam batas2 pokok ke
inginan ini diaturnja siasat bitjaranja untuk dapat mentjapai 
keinginannja sendiri. Djadi sebenarnja, situatie adalah, bahwa 
ia mengikut kemauan rakjat itu, ia dipimpin oleh rakjat, 
— bukan ia jang memimpin —, dan sambil lalu ia dapat ber-
siasat sedemikian rupa, sehingga pun kepentingannja sendiri, 
sambil lalu, tertjapai. 

Seterusnja Aristoteles menjatakan, bahwa pemerintahan 
sebagai ini, pada hakikatnja, adalah pemerintahan „massa" 
(gerombolan), jang mendiktekan keinginannja setjara sewe-
nang2. „Masa" ini disamakannja dengan seorang Radja jang 
mempunjai kekuasaan tidak terbalas dan memerintah sebagai 
„tyran". 

Tyran ini senantiasa hidup dalam lingkungan pemudja2, 
orang2 jang tidak berachlak, jang senantiasa memudja2 radja 
itu, se-mata2 untuk memperoleh segala sesuatu jang diingini-
nja. 

Pemudja2 dizaman dahulu ini disamakannja dengan 
demagoog; pemimpin, jang pandai bitjara, jang tidak mem
punjai rasa tanggung djawab, jang mempergunakan rakjat 
sebagai alat memenuhi keinginannja sendiri. Pun daerah 
Atjeh tidak sunji dari pemimpin sebagai ini. 

Pemimpin sebagai ini tidak dapat memandang luas. Peman-
dangannja terbatas pada suasana daerah; tidak dapat meluas 
keluar daerah. Ia tidak dapat melihat turun naiknja pertum-
buhan perdjuangan nasional, tidak dapat melihat perobahan 
jang harus diadakan dalam tjara penglaksanaan sesuatu tugas, 
tidak dapat melihat perobahan dalam perkembangan politiek. 
Ia senantiasa berpegang kepada phase jang satu. Bahwa umpa-
manja utjapan'-' pedas terhadap pemimpin2 B.F.O., memang 
sudah selajaknja pada masa sebelum pemimpin2 ini bersatu 
dengan pemimpin2 N.R.I, dalam satu front menghadapi Be
landa di Konferentie Medja Bundar, akan tetapi merugikan 
bila dilahirkan sesudah itu: bahwa pedato2 untuk memberikan 
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semangat bertempur kepada tentara dan lasjkar, memang 
sewadjarnja pada masa sebelum cease fire, akan tetapi tidak 
tepat lagi sesudah itu; bahwa sikap terhadap Belanda seharus
nja berobah dari sikap permusuhan mendjadi sikap persaha-
batan sesudah tertjapai persetudjuan; segalanja ini, mereka 
tidak dapat atau tidak sudi memahaminja; apalagi menjelaras-
kan diri dan utjapan2 dengan perobahan itu. 

Sikap dan utjapan2 mereka ini tetap sebagai sediakala, tetap 
bersifat mengedjek terhadap pemimpin bukan Republiekein, 
tetap bersifat permusuhan terhadap Belanda, malahan ada 
djuga pedato2 mereka jang berakibat menambah djumlah 
sumber perpisahan diantara kita sama kita. 

Jang lebih menjulitkan lagi adalah, pengulangan sedjarah 
didaerah ini, mengenai kedudukan pemimpin2 sebagai dimak
sud tadi dalam masjarakat. Pengulangan sedjarah jang dimak
sud ini, mengenai kenjataan, bahwa dalam taraf (phase) 
sebagai jang dimaksud, lapangan pergerakan politiek seolah-
olah dikuasai (monopoliseeren) oleh pemimpin2 ini. Pemim
pin2 jang masih mempunjai sifat2 pemimpin sedjati, seolah-
olah tersingkir dari pergerakan oleh karena tidak populair 
lagi, disebabkan tidak bersedia dipimpin. Mereka harus menje
rahkan pimpinan mereka kepada pemimpin2 ahli bitjara jang 
populer dikalangan rakjat umum, jang bersedia dipimpin dan 
menjelaraskan diri kepada kemauan umum, sekalipun ke
mauan ini bertentangan dengan Undang2 Negara dan keja-
kinan sendiri. Aristoteles dalam menghadapi kenjataan2 ini, 
menjatakan, bahwa pemimpin jang memang pemimpin, 
tersingkir dan orang2 ahli bitjara, jang bukan pemimpin, 
timbul ibarat tjendawan dimusim hudjan. 

2. Excessen dari beberapa pembesar. 

Sekianlah mengenai salah faham tentang demokratie dan 
excessennja jang terdapat dalam masjarakat. Djuga kalangan 
pemerintah tidak sunji dari excessen jang merugikan bagi 
Negara. 

Kita tidak dapat menutup mata terhadap excessen jang 
djuga ada dan timbul sebagai akibat pendirian sesuatu Pem
besar jang, dalam tjara penglaksanaan pemerintahan, seolah-
olah masih mempunjai faham jang dianut dalam zaman pen-
djadjahan dan masih belum dapat melepaskan diri dari alam 
fikiran jang lama. Ini adalah suatu kenjataan jang tidak dapat 
disanggah. 
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Sebagai bukti kebenaran dari tuduhan2 atas pemimpin2 jang 
mengendalikan pemerintahan di Atjeh, bahwa mereka, dalam 
melaksanakan kewadjiban, bertindak „fascistisch", di-sebut2 

penangkapan2 jang sering terdjadi setjara besar2an; penang
kapan2 mana adalah, menurut tuduhan2 jang tersebut, tidak 
berdasar atas sesuatu perbuatan jang dapat membenarkan 
penangkapan2 itu. 

Penjelidikan jang objectief menjatakan, bahwa sesungguh-
nja dalam masa lebih kurang 4 tahun jang berlangsung sedjak 
proklamasi kemerdekaan sampai sa'at penjerahan kedaulatan, 
bukan sedikit djumlah penangkapan2 jang berlangsung; 
penangkapan2 mana mengenai beratus warga negara. 

Hal ini tiada perlu diherankan. Dalam suatu Negara jang 
berada dalam keadaan luar biasa, dimana segala sesuatu harus 
dilantjarkan dalam suasana jang diliputi oleh udara peperang* 
an dan setiap perhatian tertudju kearah tindakan2 mengenai 
pertahanan dan keamanan Negara, dimana musuh senantiasa 
menanti-nanti sa'at jang sebaiknja untuk mengambil tindakan2 

jang berudjud mengganggu keamanan dan ketenteraman, 
malahan pemusnahan Negara, maka dalam keadaan sedemi
kian rupa, tindakan-tindakan jang, menurut ukuran dalam 
zaman normaal, menjerupai tindakan diluar garis demokratie, 
tidak dapat dihindarkan. Keadaan pada sesuatu ketika mung
kin menghendaki tindakan tjepat; tindakan ragu2 disebabkan 
oleh karena pertimbangan2 jang terlampau meletakkan titik 
beratnja atas tindjauan juridisch, mungkin membahajakan 
Negara. Sebaliknja tidak dapat pula disangkal bahwa, penje
lidikan objectief menimbulkan kesan, banjak diantara tin
dakan2 jang telah diambil oleh pemimpin2 Pemerintahan di 
Atjeh, menjerupai tindakan2 jang tidak pada tempatnja, 
tindakan2 jang tidak dapat dibenarkan, sekalipun kita dalam 
pertimbangan2 kita mempergunakan tindjauan dari sudut 
„kepentingan pertahanan dan keamanan Negara" atau „sua-
sana luar biasa". 

Diantara tangkapan2 jang sekian banjak, terdapat suatu 
djumlah, terhadap mana setiap orang jang berdiri diatas 
segala pertentangan faham dalam daerah ini, merasa tidak 
puas. Bukan tidak pernah terdjadi penangkapan jang hanja 
berdasar atas sentiment, atau atas lapuran2 jang kebenarannja 
tidak dapat diterima oleh akal sehat, ataupun atas pertim
bangan2 jang semata-mata bersifat persoonlijk. 
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Kedjadian2 sebagai ini dapat dianggap diakibatkan oleh 
pengaruh „tjara berfikir dari beberapa pemimpin dalam 
kalangan Pemerintahan." Tjara berfikir „jang dimaksud, di
akibatkan pula oleh „kurang pengertian'' tentang sifat2 dan 
bentuk Negara jang demokratis. 

Pemimpin2 jang dimaksud menganggap, bahwa sesuatu 
pembatasan atas kemerdekaan bergerak dari warga-negara, 
dapat didjalankan, asal sadja warga-negara itu melakukan atau 
disangka melakukan sesuatu perbuatan jang, dalam anggapan 
mereka, berbahaja bagi Negara. Kenjataan, bahwa structuur 
dan sifat Negara demokratis mendjamin dengan sepenuhnja 
hak seseorang, mengeluarkan fikiran dan faham, serta hak 
bergerak dengan seluasl-luasnja dan bahwa pembatasan atas 
hak2 jang tersebut hanja dapat dilakukan dalam beberapa 
keadaan jang tertentu dan jang mengandung beberapa sjarat, 
bagi mereka tidak mendjadi perhatian. 

Tjara berfikir sedemikian, memang mengakibatkan adanja 
suatu sikap jang mempergunakan tindakan pembatasan kemer
dekaan bergerak itu dengan sangat mudah, sehingga tindakan2 

itu menjerupai tindakan2 jang tidak bertanggung djawab. 
Malahan sering djuga menjerupai suatu tindakan pemhalasan 
dendam, ataupun dilakukan atas pertimbangan2 dalam hu
bungan dengan kepentingan diri atau golongan sendiri. 

Pernah dilahirkan oleh seorang pemimpin dalam pemerin
tahan suatu andjuran dalam suatu rapat rakjat jang mengan
dung isi, sebaiknja supaja dilakukan penangkapan atas bebe
rapa orang jang tertentu dengan alasan, mereka sering mela-
birkan fikiran dan faham jang mungkin membawa kesulitan 
bagi Pemerintah dan bahwa penjingkiran mereka ini akan 
memudahkan Pemerintah mendjalankan pemerintahan. 

Dalam tjara berfikir mereka sebagai ini, maka soal apakah 
akan dilakukan suatu penangkapan atau tidak, bergantung 
dari adanja atau tidak, kemungkinan kesulitan sebagai akibat 
dari perbuatan seseorang. Penindjauan dari sudut undang2 

jang berlaku, mengenai sesuatu perbuatan seseorang dalam 
hubungan dapat atau tidaknja perbuatan itu mengakibatkan 
penahanan, bagi mereka adalah sangat „juridisch", sangat 
„bureaukratisch"; „seseorang jang masih terikat kepada per
aturan, adalah tidak revolutieonair dan kurang dynamisch. 
Orang2 jang masih reactionair sebagai ini, tidak berguna 
dalam zaman ini." Demikianlah pendapat mereka. 

89 



Akibat dari pendirian sedemikian adalah, kemungkinan ber-
lakunja penangkapan se-wenang2, hal mana berarti lenjapnja 
„rechtszekerheid". Pernjataan bahwa Negara kita adalah Ne
gara hukum, dengan keadaan jang demikian, mendjadi 
utjapan kosong belaka jang tidak sesuai dengan kenjataan. 

Tjara berfikir sedemikian rupa ternjata djuga dari utjapan 
seorang jang bertanggung djawab tentang perdjalanan peme
rintahan dalam salah satu Kabupaten. Pembesar jang dimak
sud ini, jang dapat dikatakan, sebelum ia memegang pemerin
tahan, belum pernah berhubungan dengan soal2 pemerintahan 
ataupun adminstratief, melahirkan keheranannja tentang ke
njataan apakah sebabnja soal2 mengenai beleid dan tjara 
melaksanakan pemerintahan itu dapat „digembar-gemborkan" 
sebagai sulit dan menghendaki kebidjaksanaan luar biasa ? 
Baginja katanja, tidak ada kesulitan sedikit djugapun." Bila
mana seseorang menimbulkan kesulitan dan engkar menurut 
perintah", katanja, „dengan mudah sadja soal itu dapat dise-
lesaikan. Kirim sadja politie pada orang itu, atau lebih baik 
kirim beberapa pemuda dari partij saja. Djamin hal itu beres 
dalam sekedjap mata.". 

Bagi seseorang jang mempunjai tjara berfikir berlainan de
ngan ini, jang masih meletakkan titik beratnja atas peraturan 
dan-undang2 dalam hubungan dengan djaminan kemerdekaan 
bergerak dan mengeluarkan fikiran, sangat sukar memperoleh 
kerdja sama dengan pemimpin2 sebagai ini. Pertentangan2 

senantiasa akan timbul; perselisihan pendirian ini akan me
njerupai halangan jang tidak dapat dianggap ketjil dalam 
penglaksanaan pemerintahan sehari-hari. Tekanan djiwa harus 
diderita; tidak hanja sebagai akibat dari pengetahuan, meng
ambil tindakan jang sebenarnja illegaal, akan tetapi djuga 
sebagai akibat dari tuduhan2 bureaukratisch, reaksionair dan 
sebagainja. 

Tuduhan lain jang djuga sering terdengar adalah, bahwa 
banjak pemimpin2 pemerintahan masih terlalu terpengaruh 
oleh aliran jang telah „kolot" dalam Islam:, jang masih ber-
pegang teguh pada hal2 jang sebenarnja dewasa ini di Negeri2 

Islam dan djuga didaerah-daerah lain di Indonesia, sudah 
dianggap sebagai „kolot". 

Tidak dapat disangkal bahwa, memang dalam beberapa hal 
mengenai agama, pendirian sebagian besar dari Alim Ulama, 
dan ini berarti sebagian besar dari pemimpin2 Pemerintahan 
didaerah ini, adalah berlainan dengan didaerah lain. Sebagai 
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telah dinjatakan dihalaman lain, maka aliran dalam peme
rintahan untuk meng-Islamkan (Islamiseeren) Pemerintahan, 
sekalipun hal ini sering mengakibatkan pertentangan dengan 
undang2 Negara, adalah kuat. 

Larangan instantie Gubernur Militair bermain sedati, suatu 
permainan asli didaerah ini, dapat dianggap sebagai akibat 
dari pengaruh aliran ini. Permainan sedati ini menurut per
timbangan instantie jang mengeluarkan larangan ini, menje
babkan orang lupa kepada Tuhan, mengingat hanja kedunia-
an. „Permainan ini, katanja seterusnja," adalah pokok kedja
hatan. Ia memberikan kesempatan jang luas bagi kaum lelaki 
dan perempuan untuk bergaul dengan bebas, dan akibatnja 
adalah perzinahan dan perkelahian. Ia menimbulkan sifat 
pemalas, baik pada pemain2, maupun pada penonton2; peker
djaan tersia-sia; pendjudian bermaharadja-lela." Larangan ini 
menemui reactie hebat dari pemuda2, sehingga sering terdjadi 
benterokan diantara organisatie2 permainan dengan pegawai 
pemerintah locaal. Pada achirnja reactie itu tidak dapat 
diatasi, oleh karena mana larangan tidak dapat dipertahankan 
dan menjerupai larangan jang tidak berarti; suatu kenjataan 
jang pahit dan tidak menguntungkan bagi stabiliteit pemerin
tahan. 

Mudah2an dapat hendaknja hal ini mendjadi peladjaran 
bagi mereka jang, dengan tidak memperhatikan keadaan, tidak 
menjelidiki terlebih dahulu kemungkinan sesuatu peraturan 
dapat didjalankan, dengan sertamerta, semata-mata atas per
timbangan2 jang tidak mengenai kepentingan umum, mengada
kan larangan-larangan, jang kemudian ternjata tidak dapat 
dipertahankan oleh karena tidak sesuai dengan keadaan masja
rakat. 

Sesungguhnja, ini adalah suatu hal jang harus mendjadi 
perhatian. Bukan sedikit alasan jang dapat dimadjukan untuk 
membenarkan suatu kesan jang diperoleh, jaitu kesan bahwa 
berbagai instantie, baik dalam lingkungan Pemerintah Pusat 
maupun dalam lingkungan Pemerintah Daerah, sangat tjepat 
mengadakan peraturan2 jang, sekalipun dengan penindjauan 
sepintas lalu, dapat menimbu'kan kejakinan, bahwa pera uran2 

itu tidak sesuai dengan keadaan masjarakat dan hanja akan 
menimbulkan kesulitan. 

Pengaruh aliran „Islamiseering" djuga mengakibatkan ke
inginan pada beberapa pemimpin Pemerintahan „menjempur-
nakan" peraturan2 jang telah ada mengenai kedjahatan2 djudi 
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dan zina. Kedua kedjahatan ini bagi mereka ini nampaknja 
adalah kedjahatan2 jang sangat berat, lebih berat dari kedja
hatan2 lain. Sehingga oleh instantie resmi telah diperbuat 
beberapa peraturan dengan tudjuan memberi lebih banjak 
djaminan tentang pemberantasan kedjahatan2 jang tersebut. 

Oleh instantie Gubernur Militair telah diperbuat suatu 
peraturan (Lampiran 5). Peraturan ini, ditindjau dari sudut 
juridisch, adalah tidak tepat. Didalam peraturan ini dinjata
kan, bahwa mereka, jang disangka melakukan kedjahatan jang 
dimaksud, harus ditangkap dan ditahan terus, sedangkan 
undang2 jang berlaku (R.B.G.) hanja mengidzinkan tahanan 
(preventief) untuk beberapa kedjahatan jang terlentu, dimana 
tidak termasuk djudi. Seterusnja dinjatakan, bahwa ter-
sangka, sekalipun tidak njata kesalahannja dimuka Hakim, 
sehingga karena itu ia harus dibebaskan, dapat ditangkap dan 
diasingkan disuatu tempat jang tertentu (Blang Pandak). Se-
sungguhnja, bukanlah hanja bagi golongan Hakim penglaksa
naan tugas menemui serba kesulitan sebagai akibat dari tjara 
berfikir dari sebagian pembesar2 Negeri. Pada dasarnja, hal 
ini berlaku untuk seluruh golongan pegawai2 Negara, istimewa 
pegawai2 Negara jang menduduki kedudukan jang penting dan 
bertanggung djawab. 

Djuga sikap sehari-hari jang ditundjukkan oleh beberapa 
pembesar dalam pergaulannja, membajangkan pendirian jang 
agak aneh dan tidak selajaknja kedapatan pada Pembesar dari 
suatu Negara jang bersikap neutraal dalam soal Agama. 

Bagi mereka adalah soal apakah seseorang ta'at dalam 
mengerdjakan sembahjang dan puasa, suatu ukuran tentang 
sanggup atau tidaknja orang itu melaksanakan kewadjibannja. 
Seorang jang tidak atau djarang meninggalkan sembahjang 
atau puasa, adalah seorang jang pasti akan dapat melaksana
kan kewadjibannja, sekalipun orang itu sangat dangkal penge-
-tabuannja dan belum mempunjai pengalaman sedikit djuga-
pun. 

Sebaliknja seseorang jang tjukup mempunjai pengalaman 
dan pengetahuan, bagi mereka tidak akan dapat dianggap tja-
kap, bilamana ia tidak mengerdjakan sembahjang dan puasa. 
Bahwa selain dari suruh Allah masih ada djuga „tegah Allah", 
umpamanja larangan mentjuri, membunuh, menganiaja dan 
sebagainja, kurang mendjadi perhatian. Tidak terlintas pada 
hati mereka, bahwa tidak semua manusia jang tetap menger
djakan suruhan Allah, djuga tetap mendjauhi tegah Allah dan 
sebaliknja, tidak semua jang tidak mengerdjakan suruh Allah 
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i tu men je rupa i manus ia j ang r e n d a h achlaknja . Bagi m e r e k a 
ada lah seorang j ang t idak mengerd jakan sembahjang dan 
puasa i tu, kaf i r ; pe rgau lan dengan m e r e k a (kafir) ini scbaik-
nja d id jauh i . j I 

Bahwa dengan k e a d a a n 2 sedemikian ini , keda tangan ah l i 2 

dar i Djawa jang, u n t u k sebahagian j ang terbesar t e rd i r i da r i 
pegawai 2 j ang t idak m e m e n t i n g k a n agamanja , t idak mene r ima 
s ambu tan j ang memuaskan , t idak dapa t d ihe rankan . 

• 1 
• 

Rombongan Wk. Presiden Drs. Moh. Hatta, jang bcrkundjung ke 
Atjeh pada pertengahan th. 1949, bergambar dihadzpan gcdung 
D.wan Perwakilan Rakjat Sumatra Utara di Kutaradja, Dari kiri 
kekana.i (duduk): 

1. Sultan Siak, Sjarif Kasim. 
2. Secretaris Negara, Mr. A. G. Pringgodigdo. 
3. Menteri P.P.K., Mr. Ali Sastroamidjojo. 
4. Menteri Dalam Negeri, Dr. Sukiman. 
5. Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Karo, Tgk. M. 

Daud Beureuih. 
G. Wakil Presiden, Drs. Mohd. Hatta. 
7. Gubernur Sumatra Utara, Mr. S. M. Amin. 
8. Menteri Penerangan, Mohd. Natsir. 
9. Pegawai Tinygi, Baswcdan. 

10m Residen Tuanku Mahmud. 
11. Residen Teuku Daudsjah. 
12. Anggota B.P. Komite Nasional Pusat, Z. Baharudin. 
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Demikian djuga tidak dapat diherankan advies jang senan
tiasa diterima oleh Pusat dari Daerah, supaja hendaknja diki-
rimkan pegawai2 jang ta'at kepada agamanja. Advies sebagai 
ini tidak harus diartikan sebagai advies dari seorang jang 
kolot, pitjik pengetahuan, akan tetapi adalah advies jang 
diberikan atas dasar „realiteit". 

Suatu kedjadian jang mengakibatkan reactie hebat dika-
langan mereka jang bersatu dalam front jang disebut Langsa-
front, adalah perlakuan jang dialami oleh Residen dan anggota 
Dewan Perwakilan Rakjat Sumatra Utara Abdul Xarim M.S. 
serta kawan2nja. Kedjadian ini, selain dari menjerupai suatu 
peristiwa jang mendjadi perhatian istimewa bagi umum di
daerah ini, djuga mendjadi salah satu dari bahan2 front 
Langsa dalam actienja terhadap Kotaradja; pun mendjadi 
salah satu dari sebab-sebab jang menimbulkan kerenggangan 
dalam perhubungan Gubernur Sumatra Utara dengan Guber
nur Militair Atjeh. Duduknja kedjadian adalah sebagai ber-
ikut : 

Untuk menghadiri pembentukan Dewan Perwakilan Pro
vincie Sumatra Utara jang akan dilangsungkan pada permu
laan bulan December 1948 di Tapa Tuan, serombongan ang
gota2 jang bertempat tinggal di Bukit Tinggi, telah sampai di 
Tapa Tuan; diantara anggota-anggota itu terdapat tuan Abdul 
Xarim M.S. Residen d/p Komisaris Negara Sumatra. 

Dalam sidang kedua, setelah upatjara pembentukan Dewan 
selesai, maka terdjadilah diantara wakil2 partij2 Parkindo, 
P.S.I.I., dan Masjumi jang berkumpul dalam suatu fractie, 
pada satu fihak, dan golongan Abd. Xarim M.S. jang menje
rupai fractie Front Demokratie Rakjat, pada lain fihak, suatu 
perselisihan faham tentang susunan Badan Executief Dewan 
Perwakilan Rakjat Provincie Sumatra Utara jang akan diben-
luk. Perdebatan sengit terdjadi dan berachir dengan suatu 
pernjataan dari fractie F.D.R., tidak bersedia lagi menghadiri 
rapat2 seterusnja, dan tidak bersedia turut bertanggung dja
wab dalam pemerintahan; sesudah mana fractie itu seluruhnja 
meninggalkan rapat. 

Kedjadian ini, jang masih dapat dianggap sebagai suatu 
tjara perdjuangan legaal dalam lingkungan parlement dan 
belum menjerupai suatu „illegale-obstructie", oleh beberapa 
anggota rupanja dianggap sangat berat dan sebagai suatu per
buatan perlawanan terhadap Pemerintah. 
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Wk. Presiden Drs. Mohd. Hatta bersama dengan 
Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman, Menteri 
P.P.K. Mr. Ali Sastroamidjojo dan Gubernur 
Militair Tgk. Daud Beureuih, mempersaksikan 

defile rakjat. 

Didalam garis kemungkinan terletak, bahwa seterusnja 
kedjadian ini di-hesar2kan dan disampaikan ke Kotaradja 
kepada Pembesar jang bertanggung djawab dalam soal ke
amanan daerah. Pembesar mana selandjutnja, nampaknja 
dengan tidak melakukan pemeriksaan lebih djauh, memerin-
tahkan penahanan Abdul Xarim M.S. cs. di Tapa' Tuan, serta 
pelarangan mereka keluar dari kota tersebut. 

Penahanan ini membawa reactie jang hebat, istimewa dalam 
kalangan pengikut2 Abdul Xarim M.S. sendiri, dalam kalangan 
terkenal sebagai Langsa-Front. Djuga dalam kalangan 
jang neutraal, jang tidak termasuk pada apa jang disebut 
Langsa-front atau Kotaradja-front. 

Kedjadian ini bukan sedikit menambah besarnja antithese 
Langsa-Kotaradja. Saranan terhadap kebidjaksanaan Peme
rintah sedjak itu bertambah sengit; tuduhan2, sebagai fascis-
tisch, kolonialistisch, reaksionair bertubi-tubi datangnja. 

Penempatan Abdul Xarim M.S. c.s. di Tapa' Tuan berdjalan 
beberapa bulan sampai pada suatu sa'at, — dengan perantara-
an P.T.T.S., Kolonel Hidajat, jang dalam perdjalanan beliau 
ke Kotapradja menginap di Tapa Tuan dan berdjumpa dengan 
Abdul Xarim M.S. c.s. oleh Gubernur Militair diadakan pene-
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tapan baru, dengan mana diidzinkan Abdul Xarim M.S. c.s. 
keluar dari Atjeh dengan sjarat, mereka harus memasuki da-
rah Tapanuli; suatu sjarat jang sesungguhnja sukar dipenuhi 
mengingat, bahwa pada sa'at itu, baik dilautan, maupun diwa-
tas Atjeh-Tapanuli, pengiwasan Belanda jang telah mendu
duki Barns, amat keras didjalankan. 

Rupanja Abdul Xarim M.S. c.s. menjanggupi memenuhi 
sjarat itu dan pada sa'at jang tertentu, mereka, dengan iring-
an polisi, meninggalkan Tapa 'Tuan menudju arah ke Selatan. 

Keluarnja rombongan ini, melalui watas masuk ke daerah 
Tapanuli, tidak pernah didengar, akan tetapi tidak lama ke
mudian terbetik kabar, bahwa rombongan itu telah berada 
dengan selamat di Langsa dan telah sibuk kembali memberi-
kan pimpinan pada rakjat di Atjeh Timur. Kabar mana ke
mudian ternjata kebenarannja. 

Menurut berita jang tersiar kemudian, ternjata bahwa 
mereka dipertengahan djalan, pada suatu kampung di per-
simpangan djalan, telah berhasil melenjapkan diri dari 
pengawasan polisi pendjaga dan setelah beberapa minggn 
jMPlalui gunung serta lembah dan hutan belukar, setelah 
beberapa lama mengalami pendcritaan berbagai ragam, telah 
sampai di Lang3a dimana mereka diterima dengan gem-
bira oleh penduduk, jang sebagian besar terdiri dari 
pengikut2 evaquees dari Sumatra Timur dan dari mereka jang 
menaruh sympathie pada mereka. 

Arak-arakan menghormati kedatangan 
Wakil Presiden. 
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Uraian tentang peristiwa ini ada agak pandjang, oleh kare
na peristiwa ini dalam anggapan umum, adalah salah satu 
dari beberapa bukti jang djelas tentang masih terdapatnja 
dalam kalangan Pemerintah, anasir2 reaksionair jang tidak 
mengindahkan hak2 rakjat. 

Sanggahan Abdul Xarim M.S. c.s. adalah bahwa penang
kapan dan penahanan atas dirinja dan kawan2-nja, tidak lain 
dari perkosaan atas Hukum Negara; bahwa tidak ada suatu 
undang2 atau peraturan-pun jang dapat membenarkan tindak
an sedemikian rupa, selain dari „exorbitante rechten dan 
passenstelsel" dalam zaman pendjadjahan; bahwa peraturan2 

itu dalam zaman merdeka ini telah terhapus dengan sendiri 
oleh karena tidak sesuai dengan dasar dan bentuk Negara 
jang demokratisch. Sanggahan mana, menurut pendapat 
umum, mempunjai dasar jang kokoh dan mengandung kebe
naran. 

Sesungguhnja, setiap orang, jang bersikap neutraal dan 
tidak menjebelah kesalah suatu fihak, dengan sendirinja 
harus membenarkan sanggahan itu. 

Kesan jang timbul adalah, bahwa hak luas jang diberikan 
pada instantie Gubernur M i l i t a i r , telah dipergunakan 
tidak sjah; mungkin hanja berdasar atas alasan, guna meng-
hindarkan suatu kesulitan jang mungkin timbul di Atjeh, 
sebagai akibat dari kedatangan Abdul Xarim M.S. c.s. ke 
daerah ini. 

Bila bunji penetapan tentang penjingkiran Abdul Xarim 
M.S. c.s. dipegang dengan consequent, seharusnja mereka ini 
djuga harus disingkirkan dari Langsa, tempat mereka berada 
sesudah menghilang dari Atjeh Selatan dalam perdjalanaa 
kedaerah Tapanuli. Tindakan kedjurusan ini tidak nampak. 
Mereka tetap bertempat tinggal di Langsa dan bekerdja dalant 
lapangan pergerakan. 

Sikap Pemerintah sebagai ini pada seseorang jang mengeta
hui keadaan suasana, tidak mengherankan. Langsa adalah 
tempat pengikut2 Abdul Xarim M.S. dan melihat udara ditem
pat itu pada masa itu, maka sesuatu tindakan dari fihak Peme
rintah terhadap Abdul Xarim M.S., mungkin sekali akan 
menimbulkan kekatjauan di Atjeh Timur jang tidak dapat 
diatasi oleh alat kekuasaan Negara. 

Penetapan Gubernur Sumatra Utara kemudian, mengenai 
penempatan Abdul Xarim M.S. sebagai Residen d/p pada 
Gubernur Sumatra Utara dengan tugas kewadjiban isti-
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Wakil Presiden Drs. Mohd. Hatta 
bertemasja ke Lho' Nga. 

mewa, memperbesar pergeseran jang telah ada diantara 
pembesar ini dengan Gubernur Militair jang, dengan sendiri-
nja, menganggap penempatan ini sebagai „desaveau" dari 
tindakannja dan sebagai „rehahilitatie" bagi Abdul Xarim 
M.S. 

Sesungguhnja, alasan bagi Gubernur Militair untuk menarik 
kesimpulan sebagai ini dari pembenuman itu ada, dan penem
patan Abdul Xarim M.S. ini dapat dianggap sebagai suatu 
tindakan jang kurang bidjaksana, terketjuali bilamana benar 
anggapan beberapa intelektueelen di daerah ini, bahwa pe
nempatan itu mengandung maksud, mengikat Abdul Xarim 
M.S. kepada Pemerintah, sehingga ia turut serta dalam memi-
kul tanggung djawab terhadap sesuatu kekatjauan jang mung
kin timbul dibagian Atjeh Timur. 

Bilamana pertimbangan sebagai ini mendjadi titik berat 
dalam penempatan Abdul Xarim itu di Langsa sebagai Resi
den d/p, harus diakui bahwa sikap demikian kemudian ternja
ta bidjaksana. 

Sedjak sa'at ini maka, menurut kabar2 dari mereka jang 
mengetahui, sikap dan perbuatan2 Abdul Xarim M.S. memang 
senantiasa adalah menurut garis2 kepentingan Negara; ia 
senantiasa, baik dalam kursus2 jang diberikannja sebagai 
partijman, maupun dalam pertjakapannja sehari-hari, berdiri 
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dibelakang Pemerintah dan berusaha dengan keras, menen-
tcramkan keadaan jang pada masa itu menundjukkan kege-
lisahan. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa „pan-
dangan" dalam kalangan jang tertentu tentang perkembangan 
sesuatu dalam penghidupan sehari-hari, agak berbeda dengan 
pandangan jang selajaknja dalam Negara demokratisch. 
Pandangan „progressief" lambat laun, sekalipun ditjegah 
dengan suatu „barriere" jang dimaksud sebagai pengbambat 
masuknja aliran2 dan fikiran2 baru ke Utara, akan merata 
djuga diseluruh daerah ini. Arus dari Selatan itu tidak akan 
terhambat. Alangkab baiknja bila diusahakan sjarat2 jang 
dapat memungkinkan masuknja arus ini dengan tjara berdikit-
dikit, sehingga tidak akan berulang lagi suatu kedjadian, 
dimana arus itu menjerupai air bah jang menghanjutkan 
segala sesuatu jang menjerupai rintangan baginja. . Sjarat2 

jang utama adalah, sikap tenggang menenggang, usaha kedju-
rusan dekat mendekati diantara Pembesar2 dengan rakjat; 
melenjapkan segala sesuatu jang menjerupai sjarat2 baik 
untuk hidupnja kembali suatu keadaan dimana daerah ini 
berada dalam „isolement", sebagai sediakala. 

Untuk ini maka perhatian istimewa, tindjauan atas dasar 
realiteit dan tindakan2 dalam hubungan dengan tindjauan2 

ini dari fihak Pemerintah Pusat, adalah sjarat mutlak (condi
tio sine qua non). 

Permulaan usaha kearah menimbulkan sjarat2 untuk 
perbaikan jang dimaksud, diperlukan dengan segera. 

Makin tjepat lenjapnja keistimewaan daerah ini, makin 
baik. Kesatuan Republiek menghendaki penglenjapannja 
dengan segera. 

3. Pendirian „extreem conservatief" dalam agama. 

Pendirian dan sikap „extreem conservatief", dipertundjuk-
kan oleh beberapa Ulama dan pengikutnja di Atjeh-Utara, 
oleh segerombolan pengatjau di Atjeh-Barat jang terkenal 
sebagai partij T.R. Tampok dan oleh beberapa orang di Kota
radja. 

Beberapa orang kampung dibawah pimpinan seorang Ulama 
pernah berrapat disuatu tempat di Samalanga untuk membi-
tjarakan suasana dimana, menurut penglihatan mereka, ber
laku beberapa kedjadian dan peristiwa jang melanggar hukum 
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Islam. Mereka bermaksud, memperbaikinja. Dan, sebagai 
langkah pertama, diambil suatu resolusie untuk mendesak 
Pemerintah, mengadakan beberapa larangan. Diantara la
rangan itu kedapatan larangan memakai helmhud dan dasi. 

Rombongan T.R. Tampok di Atjeh Barat jang memulai 
pula memainkan paranannja dalam perkembangan2 keadaan, 
telah mempunjai sedjarah. 

Berpuluh tahun jang lewat, semasa pendudukan Belanda, 
gerombolan ini menjurapai suatu antjaman atas keteguhan 
kekuasaan Belanda didaerah ini. Rombongan ini tetap tidak 
sudi menjerah kepada Pemerintah Belanda, jang dianggapnja 
pemerintah kafir. Amat sajang bahwa pendirian dan 6ikap 
sedemikian rupa djuga diambilnja terhadap Republiek, se
hingga terdjadilah pada suatu sa'at penjerbuan mereka 
sampai ke kota Meulaboh. Penjerbuan mana kemudian dikuti 
dengan beberapa kedjadian jang mengakibatkan perlumpahan 
darah setjara besar-besaran. Penjelesaian sempurna nampak
nja tidak dapat diperoleh, selama gerombolan ini masih me-
nganut faham extreem conservatief, jang menganggap setiap 
Pemerintah jang tidak memenuhi sjarat2 jang diingininja, 
Pemerintah Kafir dan dadjal. 

Mai am gembira jang diadakan sewaktu kedatangan Wakil 
President, pada malam mana djuga diadakan pertundjukan 
tari menari oleh gadis2, rupanja dalam anggapan beberapa 
Ulama extreem conservatief di Kotaradja, melanggar hukum 
Islam. Sehingga Panitia terpaksa menangkis serangan2 jang 
bertubi2 serta resolusie jang memuat desakan, supaja Panitia 
buat jang akan datang lebih memperhatikan „hukum Islam". 

Pendirian extreem conservatief ini, pada hakikatnja, hanja 
meliputi sedjumlah orang jang sangat terbatas; demikian djuga 
pendirian gematigd conservatief jang meliputi sebagian ketjil 
dari Ulama2 didalam kalangan Pemerintahan. Rakjat umum 
tidak mempunjai pendirian dan sikap mereka dalam masja
rakat adalah, tidak mengambil perhatian tentang soal2 jang 
tidak langsung mengenai urusan nafkahnja. 

Amat sajang bahwa mereka ini, pada umumnja, sangat 
mudah dipengaruhi oleh pemimpin2-nja sehingga ia dapat 
dengan tjepat melakukan perbuatan2 jang menjerupai tindakan 
liar, asalkan sadja sentimentnja telah tersinggung sebagai 
akibat utjapan2 dan andjuran2 beberapa pemimpin. 

Bukan tidak pernah kedjadian penjerbuan segerombolan 
rakjat atas suatu pertundjukan sandiwara semata-mata atas 
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basutan pemimpinnja dan dengan alasan, bahwa dalam per
tundjukan itu kaum wanita turut mengambil bahagian; atau
pun penjerbuan atas pemain2 seudati. 

Pun pernah terdjadi suatu tekanan atas seorang Directeur 
sekolah sedemikian hebat, sehingga dianggap perlu ia untuk 
sementara menjingkirkan diri. Dan ini hanjalah oleh karena 
ia mengidzinkan murid2-nja lelaki dan perempuan bersama 
sama bermain base-ball. 

Bukan sedikit djumlahnja kedjadian2 jang dapat dianggap 
berlangsung sebagai akibat dari pendirian2 dalam agama, jang 
masih terdapat dalam kalangan Pemerintah dan golongan 
Ulama, pendirian2 „gematigd conservatief „dan" extreem 
conservatief". 

Penerangan jang tidak menjinggung azas-azas Agama Islam, 
sangat diharapkan untuk perbaikan Pemerintahan dan pendi-
dikan penduduk didaerah ini kearah kewarga-negaraan jang 
sempurna. Perobahan nampaknja tidak sangat sulit, oleh ka
rena pada hakikatnja, pendirian2 jang merugikan ini hanjalah 
akibat dari penafsiran soal2 agama jang tersendiri; bukan 
mengenai soal principe. 

Pendidikan setjara modern, dengan berpedoman kepada 
segala sesuatu dalam hubungan dengan peladjaran2 dalam 
Negara2 Islam jang modern, terutama kepada anak2, akan 
membawa perobahan jang dikehendaki itu dengan tjepat; 
mungkin tidak memakan waktu sampai sa'at dimana generatie 
sekarang ini telah lenjap. 

Ramalan beberapa pemimpin bahwa Negara kita masih 
akan mendjumpai kesulitan bermatjam ragam sebelum ia 
mentjapai keadaan jang ditjita-tjita, nampaknja tepat. Atas 
setiap warga negara terletak kewadjiban jang maba berat, 
menjumbangkan tenaga dan fikiran guna pembasmian segala 
factor2 jang menghalangi pembangunan Negara. 

Moga2 usaha kearah penglenjapan segala kepintjangan dan 
kekurangan jang telah diuraikan dan jang masih terdapat 
dalam masjarakat kita, berhasil dalam waktu jang singkat, 
sehingga Negara kita, dalam menudju kearah keamanan dan 
ketertiban, kebahagiaan dan kesentosaan, tidak akan menemui 
rintangan2 jang berat. 

T a m a t 
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(Kutipan dari Harian „Semangat Merdeka")., 

Lampiran 1. 

MAKLUMAT 

Hasrat sebahagian besar dari penduduk daerah ini untuk 
memperbaiki pemerintahan daerah dengan tjara perobahan 
susunan pegawai2, adalah tjita2 jang djuga telah lama dalam 
kandungan Pemerintah. Pemerintah didalam hal ini telah 
mengambil suatu ketetapan, dengan selekas mungkin men-
djalankan „rasionalisatie" dalam setiap djabatan. 

Akan tetapi Pemerintah sekali-kali tidak dapat menjetudjui 
keinginan jang hendak melaksanakan perobahan dengan serta 
merta, atas tuduhan2, jang tidak atau belum njata berdasar 
atas alasan2 jang tepat dan berbukti kebenarannja. 

Tjara melaksanakan „rasionalisatie" jang dikehendaki oleh 
Pemerintah adalah suatu tjara jang teratur dengan undang2 

dan tjara jang menjimpang dari undang2 ini adalah suatu 
tjara jang berarti kerugian bagi Negara. 

Oleh karena itu dinasehatkan kepada setiap orang jang 
menghendaki perbaikan pemerintahan, supaja mereka me-
naruh perhatian atas bunji dan maksud maklumat ini dan 
djangan sekali-kali melakukan tindakan2 jang berlawanan 
dengan kehendak Pemerintah. 

Pemerintah tidak akan segan2, bila perlu, mempergunakan 
segala alat kekuasaannja untuk mengatasi sesuatu kegentingan 
jang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan seseorang, 
sekalipun tindakan itu dilakukannja dengan maksud dan 
tudjuan jang sutji. 

Kutaradja, 20 Agustus 1948 
Gubernur Sumatera-Utara 

Mr. S. M. AMIN. 
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.(Kutipan dari Harian „Semangat Merdeka"). 

Lampiran 2. 

MAKLUMAT No. GM-14-M. 

Kepada sekalian penduduk didaerah ini ! 
Pada tanggal 3 Nopember 1948 Pemerintah telah mengambil 

tindakan terhadap gerakan SAID ALI c.s. jang terus-menerus 
nienghasut sebahagian rakjat untuk mengadakan repolusi 
umum sebagai sambungan gerakan mereka pada tanggal 18 
Agustus 1948 jang baru lalu. 

Orang2 jang mengepalai gerakan ini dan jang turut tjampur 
dalamnja telah ditangkap untuk diadili. 

Setelah Maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 
Agustus 1948 dikeluarkan berkenaan dengan soal tersebut itu, 
mereka telah ber-kali2 dinasehati agar djangan berbuat sesuatu 
jang dapat menimbulkan kekeruhan dan kekatjauan jang 
akan merugikan Negara dan penduduk seumumnja, akan 
tetapi mereka tiada mengindahkan, bahkan dengan diam2 dan 
dengan tjara litjin mereka mengadakan ber-bagai2 usaha 
hasutan untuk menggerakkan sebahagian rakjat guna mene-
ruskan maksud mereka jang sangat merugikan bagi kesela-
matan Negara dan penduduk seumumnja. 

Oleh karena itu dengan penuh rasa tanggung djawab ter
hadap keselamatan Negara beserta ketenteraman umum, maka 
Pemerintah merasa perlu mempergunakan alat kekuasannja 
mengambil sikap sebagai tersebut diatas. 

Maka kepada penduduk dan sekalian rakjat jang tiada ter-
sangkut-paut dalam soal ini, diharap tenang dan tenteram 
dalam keadaan apapun djuga. 

Pemerintah bertindak dengan segala kebidjaksanaan jang 
ada padanja. 

Demikianlah agar rakjat dan segenap penduduk mengeta-
huinja. 

Kutaradja, 4 Nopember 1948. 
Gubernur Militer Atjeh, Langkat 

dan Tanah Karo, 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 
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Lampiran 3. 

'. 
Pidato Gubernur Sumatra Utara dalam sidang 
pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Suma
tra Utara di Tapatuan tanggal 13-12-1948. 
(Kutipan dari Harian „Semangat Merdeka") 

Paduka Tuan2 jang terhormat ! 

Sudah pada tempatnja bilamana saja terlebih dahulu meng-
utjapkan kata2 penghargaan terhadap Tuan2 jang telah meme
nuhi undangan untuk hadir pada sa'at ini ditempat ini. Saja 
mengetahui, bahwa didalam keadaan jang sulit sekarang ini, 
terutama mengenai perhubungan, maka adalah hadirnja Pa
duka Tuan2 ditempat ini suatu bukti tentang perhatian Tuan2 

terhadap kesempurnaan Negara kita. 
Seterusnja saja mengutjapkan sjukur kehadirat ALLAH 

JANG MAHA KUASA jang telah mengidzinkan kita semua 
pada saat ini berkumpul diruangan ini dikota Tapa' tuan di-
pantai Atjeh Barat jang indah permai ini, dengan maksud 
melaksanakan kewadjiban jang diletakkan atas bahu kita 
masing2, jaitu kewadjiban membentuk Dewan Perwakilan 
Provincie Sumatra Utara. Kewadjiban ini adalah untuk me-
njempurnakan bunji Undang2 No. 10 tahun 1948 jang telah 
disusun sebagai akibat dari Undang2 Dasar kita jang meng
hendaki supaja daerah2 kesatuan dalam Republiek kita ini 
mempunjai Pemerintahan jang bertjorak demokratisch. 

Bilamana nanti Dewan Perwakilan Provincie Sumatra Utara 
telah terbentuk, maka dapatlah dinjatakan, bahwa kita telah 
memperoleh kemadjuan selangkah lagi dalam usaha kita me-
nudju kearah pembentukan Negara jang berdasarkan kedau-
latan rakjat; suatu Negara dimana segala sesuatu dilaksanakan 
atas dasar keinginan rakjat umum; dimana setiap tindakan 
dilakukan untuk kepentingan bersama, dimana setiap Warga 
Negara, dengan tidak memandang bangsa, agama atau djenis, 
mempunjai kedudukan jang sama; dimana setiap penduduk-
nja dapat hidup didalam kebahagiaan dan kesentosaan, ter-
lepas dari setiap antjaman dan perasaan takut atau tjemas. 
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Paduka Tuan2 jang terhormat, 

Negara jang sedemikian rupa masih menjerupai suatu tjita2; 
masih djauh djalan jang harus kita lalui sebelum tjita2 itu 
mendjelma mendjadi kenjataan; masih banjak kesukaran2, 
kesulitan2 dan rintangan jang harus diatasi. Marilah kita 
sumbangkan tenaga, fikiran, harta dan, bila perlu, djiwa kita 
sekalipun dalam usaha menegakkan Negara jang kita tjita-
tjitakan itu. 

Paduka Tuan2 jang terhormat, 

Pembentukan D.P.S.O. jang akan kita lakukan ini adalah 
salah satu dari pada usaha2 untuk mendekatkan tibanja suatu 
saat dimana kita dapat mempersaksikan pendjehnaan tjita2 

kita itu dari alam keinginan kealam kenjataan. Pembentukan 
Dewan ini adalah suatu pekerdjaan jang tidak sukar, suatu 
pekerdjaan jang tidak menghadjati pengorbanan fikiran atau
pun tenaga. Jang menghadjati fikiran dan tenaga, jang meng
hadjati kepatuhan, keteguhan hati, kesabaran, ketenangan, 
jang akan memberikan udjian jang se-hebat2nja pada kita, 
adalah penglaksanaan segala kewadjiban dan hak2 jang ter-
kandung dalamnja dan jang terpikul atas kita bersama sebagai 
wakil Rakjat. Penglaksanaan segalanja ini dengan sempurna, 
menghendaki beberapa sjarat jang harus dipenuhi. Antara 
lain : 

Kita harus mempunjai kejakinan, bahwa perobahan jang 
akan diakibatkan oleh Undang2 No. 10 tahun 1948 ini, me
mang adalah suatu perobahan jang akan membawa kita kearah 
perbaikan. Pertimbangan2 jang bersifat subjektief, dan menge
nai kepentingan diri sendiri dan jang mungkin dapat didjadi-
kan sebagai alasan untuk menentang maksud Undang2 pero
bahan ini, hendaklah kita basmi dari hati sanubari kita. 
Perobahan pemerintahan jang akan dilaksanakan ..ini mem
bawa perobahan principeel dan perobahan jang bersifat radi-
caal. Sampai pada saat ini maka dasar pemerintahan daerah 
adalah kesatuan keresidenan; kesatuan keresidenan ini adalah 
didasarkan atas pertimbangan2 jang terutama bersifat etnolo-
gisch. Keresidenan Atjeh didasarkan atas kesatuan Atjeh; 
keresidenan Tapanuli atas kesatuan Batak; keresidenan Suma
tra Timur atas kesatuan Melaju. Njatalah kepada kita, bahwa 
bentukan kesatuan ini didasarkan atas kesatuan kebangsaan 
jang sempit; suatu dasar jang seharusnja tidak lajak lagi 
dipergunakan didalam Republiek kita. 
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Oleh karena itu, maka pembentukan Provincie jang akan 
kita laksanakan ini, tidaklah lagi didasarkan atas dasar jang 
lama, akan tetapi atas dasar baru, jaitu atas dasar2 jang menge-
-nai persatuan economic, politisch dan lain2. 

I 
Paduka Tuan2 jang terhormat, 

Tjorak pemerintahan jang akan didjelmakan ini, adalah 
demokratisch. Bagi daerah Tapanuli, tjorak pemerintahan jang 
demokratisch, bukanlah suatu hal jang baru. Memang tjara 
pemerintahan jang demikian rupa adalah sesuai dengan adat 
istiadat didaerah itu. Oleh karena itu dapat dianggap, bahwa 
perobahan jang diakibatkan oleh Undang2 No. 10 tahun 1948 
ini tidak akan mengakibatkan kegelisahan dikalangan pen
duduk. 

Untuk daerah Atjeh dan Sumatra Timur hal ini berlainan 
sedikit. Daerah2 ini adalah daerah2 jang sedjak berabad-abad 
lamanja tidak mengenai pemerintahan jang bertjorak colle-
giaal; sedjarah daerah2 ini meriwajatkan, bahwa penduduk 
daerah2 ini sedjak berratus tahun lamanja hidup dibawah 
perintah Sultan dan Oeleubalang, jang menglaksanakan peme
rintahan setjara dictatoriaal. Oleh karena itu, maka mungkin 
penduduk di-daerah2 jang tersebut mula2 akan merasa tjang-
gung menghadapi perobahan ini. 

Akan tetapi, sekalipun begitu, kejakinan ada pada kami, 
bahwa pada achirnja, dengan mengingat pada pengalaman 
jang diperoleh selama tiga tahun lamanja, sedjak saat per-
makluman kemerdekaan bangsa kita sampai dewasa ini, pen
duduk daerah2 Atjeh dan Sumatra Timur pun akan dapat 
menjesuaikan diri dengan akibat2 dari perobahan ini. 

Tuan2 jang terhormat, 

Saja pertjaja dan jakin, bahwa tidak ada seorangpun di
antara kita jang tidak mempunjai kepertjajaan, bahwa pero
bahan pemerintahan jang akan kita laksanakan ini akan mem
bawa perobahan kearah perbaikan. Saja jakin, bahwa kita 
semua, sebagai Warga Negara dan wakil Rakjat, tjukup mem
punjai pemandangan luas. Kita sanggup menjampingkan 
kepentingan keresidenan jang selama ini kita pelihara, untuk 
kepentingan suatu kesatuan jang lebih luas. 
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Perobahan pemerintahan ini sedikit banjaknja akan meng
akibatkan kerugian; akan tetapi sebaliknja djuga keuntungan. 
Dan marilah kita insjafi, bahwa keuntungan djauh lebih besar 
dari kerugian. Kerugian sebagai akibat dari perobahan ini 
adalah se-mata2 kerugian jang mengenai individu (seseorang); 
mungkin ada pangkat2 jang sampai saat ini memberikan 
kekuasaan besar, akan terhapus ataupun memperoleh sifat 
lain. Marilah kita lenjapkan dari hati kita segala perasaan 
tidak senang jang se-mata2 diakibatkan oleh pertimbangan2 

jang berdasar atas kepentingan diri sendiri. Marilah kita atasi 
setiap perasaan jang berakar dalam pertimbangan2 jang 
mengenai kebangsaan jang sempit ataupun jang mengenai 
perbedaan agama. Negara kita berdasar antara lain atas 
kebangsaan jang satu, bangsa Indonesia; tidak ada tempat 
untuk bangsa Atjeh, bangsa Batak ataupun bangsa Melaju; 
bagi Negara hanjalah satu bangsa; bangsa Indonesia jang 
terdiri dari beberapa golongan, jaitu jang berasal dari daerah 
Tapanuli, daerah Atjeh, daerah Sumatra Timur dan seterus
nja. Perbedaan agama bagi kita bukanlah mendjadi soal. Kita 
bebas menganut agama jang kita pertjajai menurut kejakinan 
kita; perbedaan agama tidaklah sekali-kali memetjab persa
tuan kebangsaan kita. 

Paduka Tuan2 jang terhormat, 

Penglaksanaan Undang2 tentang perobahan pemerintahan 
ini adalah berlangsung pada suatu masa jang mengandung 
kesulitan dan kegentingan, baik jang bersumber dari luar, 
maupun dari dalam Negeri. Keadaan kita, terutama mengenai 
pemerintahan, tidak dapat dikatakan tjukup sempurna. Hal 
ini kita semua telah mengetahui. Hal ini terutama disebabkan 
oleh keadaan ekonomie jang kurang sehat. Segala sesuatu, 
jang mengenai lapangan pemerintahan, seolah-olah terhenti 
perdjalanannja. Lalu lintas, kesehatan, pendidikan, kemak-
muran, keuangan, pendek kata segenap lapcn~an pemerintahan 
(Overheidszorg) menundjukkan suatu keadaan jang critiek; 
suatu keadaan jang setjepat mungkin harus memperoleh pero
bahan. Keadaan2 ini seolah-olah menundjukkan ketidak sang-
gupan kita, mengatur rumah-tangga kita sendiri dan telah 
mendjadi bahan bagi mereka jang memusuhi dan tidak meng
hendaki kemerdekaan nasional kita, mengumumkan keluar 
Negeri, bahwa didaerah Republiek segala sesuatu menjerupai 
suatu „chaos" jang setjepat mungkin harus diperbaiki. 
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Paduka Tuan2 jang terhomat, 

Keadaan jang tidak memuaskan ini sedikit banjaknja tentu 
akan mempengaruhi djuga fikiran rakjat umum kearah jang 
kurang sehat. Symptomen telah dapat ditundjukkan; ada te-r-
dengar suara2 dalam masjarakat kita jang menundjukkan ke-
tidak puasan tentang keadaan dewasa ini. Mereka mengharap 
perbaikan dan mereka mempunjai kepertjajaan, bahwa per
baikan ini akan datang sebagai akibat perobahan pemerinta
han jang akan dilaksanakan ini. Dari Tapanuli Selatan dite
rima resolutie2, dan permohonan2 supaja penglaksanaan 
Undang2 No. 10 tahun 1948 dengan tjepat didjalankan. 

Atas kita jang bertanggung djawab dalam hal penjempur-
naan penglaksanaan Undang2 jang tersebut, terpikul kewa
djiban jang maha berat, menjelenggarakan segala sesuatu jang 
bersangkutan dengan Undang2 ini, selaras dengan keinginan 
rakjat umum. Kepada tuan2 diserukan, korbankanlah segala 
tenaga dan fikiran jang ada pada tuan2 guna memenuhi ke
inginan segenap Warga Negara jang ingin akan kebahagiaan 
dan kesentosaan Negara Kita. 

Realiteit (kenjataan) menggambarkan kepada kita, bahwa, 
sebagai akibat dari kurang sempurna pemeliharaan kepen
tingan umum, sebahagian dari mereka jang terkenal sebagai 
Nasionalis dan selama ini termasuk pada golongan jang ber-
tjita2 memperkuat kedudukan pemerintah, telah mulai mero-
bah sikap; kepertjajaan mereka pada Pemerintah berangsur-
angsur mulai lenjap. Hal jang menjedihkan ini pada seumum
nja bukanlah akibat dari kealpaan atau kelalaian dari ang
gota2 Pemerintahan akan tetapi adalah akibat dari keadaan. 

Kita djangan lupa, bahwa mengendalikan Pemerintahan 
dalam suasana sebagai sekarang ini, dimana kita harus melak
sanakan segala sesuatu dengan alat jang serba kekurangan, ada
lah berlainan dengan mengendalikan pemerintahan itu dalam 
suasana normaal, dimana segala sesuatu jang dihadjati untuk 
kesempurnaan penglaksanaan kewadjiban itu, dengan mudah 
dapat diadakan. Memperbandingkan keadaan dewasa ini 
dengan keadaan semasa Belanda dan atas perbandingan ini 
mengambil kesimpulan, bahwa keadaan dalam segala lapangan 
Pemerintahan semasa Belanda adalah lebih sempurna dari 
sekarang dalam Republiek dan oleh karena itu kita belum 
sanggup mengatur rumah-tangga sendiri, adalah suatu kesim
pulan jang pintjang. Ukuran dalam masa normaal djanganlah 
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dipergunakan untuk masa jang abnormaal. Sebaliknja dja-
nganlah hendaknja kita lupakan, bahwa djuga diantara pega
wai Negara sering kedapatan orang2 jang belum mempunjai 
perasaan tanggung djawab dengan setjukupnja. 

Mudah-mudahan, keinsjafan tentang keadaan jang sebenar
nja, dapatlah kiranja mendjelma dalam hati mereka jan 
masih belum insjaf dan sebaliknja keinsjafan pada sebaha
gian dari pegawai Negeri atas kealpaan mereka dalam menje-
lenggarakan kewadjiban mereka sebagai anggota pemerintahan 
jang bertanggung djawab, dapat djualah hendaknja mendjelma 
dalam hati mereka. Sifat tidak mempunjai keinsjafan jang 
penuh atas kewadjiban dan lebih mengutamakan kepentingan 
diri sendiri dari kepentingan umum, dapatlah hendaknja 
berobah dalam masa depan. 

Bila keinsjafan jang dimaksud telah mendjelma dalam hati 
kedua golongan tadi, nistjaja kepertjajaan jang mulai lenjap 
itu akan tiba kembali dan segala sesuatu akan berdjalan lebih 
lantjar dari pada waktu jang sudah-sudah. 

Paduka Tuan2 jang terhormat, 
Kita bersidang untuk melaksanakan pembentukan Dewan 

Perwakilan untuk Provincie Sumatra Utara. Dewan ini pada 
sa'at ini belum ada dan oleh karena itu belumlah dapat di
berikan pemandangan2 mengenai pengalaman2 Dewan ini pada 
masa jang lampau. Hal2 jang dapat dikemukakan dari peng
alaman2 untuk didjadikan bahan bagi mengadakan rantjangan 
pekerdjaan untuk masa depan, belum ada. Akan tetapi, seka
lipun begitu, baik djuga rasanja kami memberikan peman
dangan setjara ringkas tentang suasana jang meliputi Negara 
kita dewasa ini. 

Kita mengetahui, bahwa oleh Wakil Presiden kita dengan 
fihak Belanda, sekarang sedang dilakukan pembitjaraan seba
gai persiapan untuk perundingan jang akan dilaksanakan 
kembali. Nampaknja belum dapat djuga diatasi segala kesu
litan2 jang mendjadi halangan dan rintangan untuk memper
oleh persetudjuan antara Republiek dengan Belanda. Meng
ingat keadaan jang demikian rupa maka adalah pada tempat-
nja, bilamana seluruh rakjat Indonesia tetap memberi sokong-
an jang sebaik-baiknja kepada Pemerintah Pusat; sokongan 
bathin mauptin sokongan lahir. Salah satu dari bantuan 
jang berharga adalah, discipline nasional, jang harus kita 
tundjukkan. Seterusnja keinsjafan jang sungguh2 pada setiap 
Warga Negara tentang kewadjiban mereka terhadap Negara. 
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Tidak dapat dimungkiri, bahwa keadaan dalam Negeri 
dewasa ini menjerupai suatu keadaan jang menimbulkan ke-
tjemasan bagi setiap orang jang menghendaki kebahagiaan 
dan kesentosaan bagi setiap Warga Negara. Pokok dari segala 
kesulitan ini adalah, menurut faham kami, keadaan ekonomie 
kita jang sangat djauh letaknja dari tingkatan kesempurnaan. 
Makanan2 dan barang2 jang sangat dibutuhi, membubung 
barganja, sehingga sebagian besar dari Warga Negara, ter
utama mereka jang memperoleh nafkah dengan tjara mem-
buruh ataupun mendjadi pegawai Negeri, tidak sanggup mem
peroleh barang2 untuk memenuhi keperluan sehari-hari. 
Membubungnja harga barang2 adalah didalam keadaan kita 
sekarang ini, menurut faham kami, akibat dari perimbangan 
jang tidak 6ehat diantara djumlah barang2 jang diperdjual-
belikan dan djumlah wang jang ada didalam peredaran. 

Berdasar atas ini, maka adalah kewadjiban utama dari 
Pemerintah, mengembalikan perimbangan jang sehat. Tjara-
nja antara lain adalah, memperbanjak produksi dan mem-
batasi pertjetakan wang. Memperbanjak produksi dapat dilak
sanakan dengan mengerahkan setiap tenaga berlebihan kearah 
jjertanian, perindustrian, perternakan dan sebagainja. Rasio-
nalisasie dalam setiap Djabatan Pemerintahan perlu dilak
sanakan setjepat mungkin dan setiap tenaga jang berlebihan, 
bendaklah didjadikan tenaga jang productief. Djuga penge-
luaran wang perlu dihematkan. Controle (pengawasan) atas 
pengeluaran wang sangat dihadjati. 

Bilamana dengan tjara demikian telah dapat diperoleh 
keuangan jang lebih sehat, maka barulah dapat diarabkan 
perhatian sepenuhnja terhadap lapangan2 lain. 

Ketjerdasan rakjat dapat dipertinggi dengan pendirian 
sckolah2 dan perbaikan alat2 peladjaran. 

Kesehatan rakjat dapat memperoleh perhatian setjukupnja 
dengan tjara mendirikan rumah2 sakit dan mengadakan obat2 

seperlunja. 

Perhubungan dan lalu-lintas dapat diperbaiki dengan meng
adakan djalan2, djembatan2, telepon, telegrapie jang sem
purna. 

Kebewanan, pertanian, dengan pendek kata, segala sesuatu 
akan dapat diobab kearah perbaikan. 
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Paduka Tuan2 jang terhormat, 

Kita semua insjaf, bahwa segala sesuatu hanja dapat ber
djalan dengan baik, bilamana tenaga manusia dapat dipergu
nakan dengan sempurna. Kesempurnaan pemakaian tenaga 
manusia ini hanja dapat ditjapai bila manusia jang memberi-
kan tenaga itu dapat hidup dalam keadaan serba tjukup. Bila 
ia hidup dalam keadaan serba kekurangan, nistjaja kewadjib
an jang terpikul atas dirinja itu tidak mudah dapat dilaksana
kan dengan sempurna. Oleh karena itu, maka adalah per
hatian terhadap nasib pegawai, djuga salah satu dari kewa
djiban2 utama bagi kita dimasa depan. 

Paduka Tuan2 jang terhormat, 

Sebagai anggota Dewan Perwakilan, terpikul atas Paduka 
Tuan2 kewadjiban mengemukakan dan membitjarakan soal2 

jang mengenai kepentingan masjarakat dan seterusnja ber
usaha, peraturan2 jang perlu bagi masjarakat, dapat didjadi-
kan undang2, sehingga kehidupan dalam masjarakat teratur 
diatas dasar Undang'2 Pemerintah. Untuk mengetahui segala 
6esuatu jang mengenai keperluan umum sangat perlu anggota 
Dewan Perwakilan itu senantiasa memelihara perhubungan 
jang erat dengan masjarakat jang diwakilinja itu. 

Disamping perhubungan jang bersifat informatoris ini perlu 
djuga dipelihara perhubungan jang bersifat „opvoedend" 
(mendidik). Maka adalah djuga kewadjiban dari wakil rakjat, 
memberikan pendidikan kepada masjarakat jang diwakilinja 
itu, agar masjarakat itu mentjapai suatu tingkatan ketjerdasan 
jang dapat mendekati ketjerdasan bangsa lain didunia ini. 
Terutama perlu diinsjafkan pada mereka, hal2 jang dapat 
membawa mereka pada suatu tingkatan ketjerdasan jang sang
gup menerima fikiran2 (ideeen) baru jang dewasa ini men
djadi fikiran (ideeen) jang dipupuk dalam hati sanubari 
setiap bangsa jang beradab didunia ini. 

Marilah kita beruasaba dengan setiap kuasa jang ada pada 
kita, mendidik bangsa kita sedemikian rupa, sehingga mereka 
dapat menerima dan mengerti makna dan arti dasar2 Negara 
kita sebagai tertjantum dalam Undang2 Dasar kita! peri 
kemanusiaan, ke Tuhanan jang Maha Esa, Keadilan sosial, 
Kedaulatan Rakjat, Kebangsaan. 
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Marilah kita berusaha supaja mereka dapat menjelaraskan 
diri dengan keadaan2 sebagai akibat dari dasar2 Negara kita 
itu. Dapatlah hendaknja mereka insjafi, bahwa memang sudah 
semestinja, setiap Warga Negara Indonesia, dengan tidak 
memandang agama, bangsa atau djenis, mempunjai kedudukan 
jang sama didalam hukum Negara, dan sebagai akibat dari 
kedudukan jang sama ini mempunjai hak2 dan kewadjiban2 

jang sama; bahwa setiap Warga Negara bebas menganut 
agama atau faham jang disukainja; bahwa sikap kita terhadap 
setiap bangsa, baik jang berwarna kuning, hitam ataupun 
putih adalah sikap jang didasarkan atas peri kemanusiaan. 

Fikiran2 (ideeen) ini adalah ideeen jang dimiliki oleh 
setiap bangsa jang telah meningkat pada tingkatan ketjer
dasan jang tinggi dan setiap gerak-gerik mereka dipengaruhi 
oleh ideeen ini. 

Paduka Tuan2 jang terhormat, 

Kenjataan2 membuktikan, bahwa sebahagian dari rakjat 
umum belum lagi tjukup mengetahui dengan djelas pokok2 

(elementaire beginselen) dari pemerintahan kita jang bertjo-
rak kedaulatan rakjat. Masih sangat perlu ditegaskan kepada 
mereka : 

bahwa kedaulatan rakjat jang dimaksud bukan sekali-kali 
berarti bahwa setiap Warga Negara pada setiap saat dan 
kesempatan berhak menuntut perobahan atau perbaikan dari 
sesuatu keadaan jang dianggapnja tidak sempurna, akan tetapi 
hak kedaulatan rakjat itu adalah dimiliki dan dilaksanakan 
oleh wakil2 dari rakjat jang melaksanakan hak itu sebagai 
anggota Dewan2 Perwakilan dalam sidang2 Dewan itu. 

bahwa didalam organisatie Pemerintahan bukanlah se
kali-kali instantie2 Pemerintahan mempunjai kedudukan jang 
sama satu dengan lain, akan tetapi instantie2 itu djuga mem
punjai tingkatan2 (deradjat) serta hak dan kewadjiban jang 
berlainan satu dengan lain. 

bahwa perhubungan dari instantie2 itu, satu dengan lain, 
adalah setjara hieracbisch. 

bahwa adalah suatu keadjaiban dan suatu kedjadian jang 
bertentangan dengan pokok2 Hukum tata Negara, bilamana 
instantie rendahan menuntut kepada instantie tinggi supaja 
instantie tinggi ini memberikan pertanggungan djawab tentang 
suatu peristiwa jang kedjadian didaerah pemerintahan instan-
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tie rendahan sendiri; oleh karena jang dapat menuntut per-
tanggungan djawab itu sebenarnja, adalah instantie tinggi 
kepada instantie rendahan, jang berkewadjiban memberikan 
pertanggungan djawab ini didalam masa jang sesingkat-sing-
katnja. 

bahwa pembentukan daerah2 autonomic jang didalam 
masa jang singkat akan diusahakan, tidaklah sekali-kali ber
arti, daerah2 autonomic ini akan terpisah dari Pemerintah 
Pusat dan akan berhak seluas-luasnja membentuk peraturan2 

jang mengenai daerah itu, akan tetapi pemberian autonomic 
itu hanjalah, penjerahan oleh Pemerintah Pusat pada daerah2 

jang tersebut, penjelenggaraan beberapa urusan2 negara jang 
tertentu dan selama ini termasuk pada competentie Pemerin
tah Pusat, sedangkan hubungan dengan pemerintah Pusat 
tetap ada. 

Paduka Tuan2 jang terhormat, 

Salah faham tentang hal2 tadi adalah suatu factor jang ter-
penting dari sebab2 jang mengakibatkan kurang lantjarnja 
perdjalanan pemerintahan pada waktu jang lewat. Atas pa
duka Tuan2 sebagai wakil rakjat jang bertanggung djawab, 
terletak kewadjiban jang utama, memberikan penerangan dan 
pendjelasan setjukupnja. Moga2 usaha tuan2 kedjurusan ini 
membawa hasil2 jang njata sehingga perdjalanan pemerin
tahan dalam masa jang akan datang, mendjadi lebih sempurna 
dari masa jang sudah. 

Paduka Tuan2 jang terhormat, 

Saat untuk pelantikan Tuan2 sebagai anggota Dewan Per
wakilan Sumatra Utara telah tiba. Sebelum menjatakan pelan
tikan Paduka Tuan2 sebagai anggota2 D.P.S.O., ada baiknja 
saja terlebih dahulu mengemukakan beberapa hal jang hen
daknja dapat senantiasa mendjadi perhatian bagi kita ber
sama. 

Keanggotaan sesuatu Dewan Perwakilan menempatkan sese
orang pada suatu kedudukan jang teristimewa dan memberi
kan padanja hak2 luar biasa. Dapatlah hendaknja Paduka 
Tuan2 mempergunakan hak2 itu dengan sempurna untuk 
kepentingan rakjat umum, bukan untuk segolongan atau sese
orang. 
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Kita insjafilah hendaknja, bahwa kita tidaklah duduk dalam 
Dewan Perwakilan ini sebagai Wakil seseorang ataupun sesua
tu golongan untuk mempertahankan kepentingan seseorang 
atau sesuatu golongan, akan tetapi kita adalah wakil rakjat 
penduduk negeri seluruhnja dan kepentingan merekalah jang 
harus kita pertahankan, sekalipun keanggotaan kita itu ada
lah sebagai akibat dari usaha seseorang atau sesuatu golongan. 

Paduka Tuan2 jang terhormat, 

Keanggotaan Dewan Perwakilan ini memberikan seterusnja 
kepada seseorang, hak mengemukakan pendapatannja tentang 
sesuatu soal dan melakukan pembitjaraan dalam sidang Dewan 
tersebut dengan tjara jang bebas. Undang2 Negara mendjamin, 
bahwa seorang anggota tidak dapat dituntut berhubung de
ngan pembitjaraannja dirapat Dewan Perwakilan. Hak luar 
biasa ini hendaklah dapat kita pergunakan dengan sempurna 
dan hendaklah kita insjafi, bahwa hak ini bukan sekali-kali 
mengandung arti, bahwa kita sebagai anggota dapat melahir-
kan pikiran disidang dengan tidak menghiraukan segala se
suatu jang diwadjibkan harus diperhatikan, baik oleh agama, 
adat, sopan santun, peri kemanusiaan, tata tertib, peraturan 
dan sebagainja. Kebebasan dengan tidak terbatas, berarti ke-
bebasan liar, jang menjerupai anarchic 

Oleh karena itu dapatlah kita hendaknja mengemukakan 
fikiran kita dalam sidang ini dengan tjara teratur, dengan 
tidak memperkosa sjarat2 jang diingini oleh agama, adat, 
sopan santun, peri kemanusiaan, tata tertib, peraturan Negara; 
lepas dari pengaruh perasaan takut, lepas dari pertimbangan'-
jang mengenai kepentingan diri sendiri, kepentingan sese
orang, ataupun kepentingan sesuatu golongan. 

-

Paduka Tuan2 jang terhormat, 

Pada saat jang bersedjarah ini, diruangan tempat kita ber
kumpul dikota Tapa'tuan jang terletak dipantai Barat Atjeh 
Selatan, saja umumkan pembentukan D.P.S.O. jang beranggota 
sedjumlah 45 orang, jaitu terdiri dari Tuan2 : 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Tgk. Ismail Jaccob 
Soetikno P. S. 
Amelz 
H. Moetafa Salim 
Karim M. Doeryat 
M. I. Daoed 
Abd. Moekti 
Apan Daulay 
Tg. A. Wahab 
M. Abdoeh Sjam 
M. Saridin 
Bagindo Boedjang 
Tgk. Mohd. Noer Ibrahimy 
Hadely Hasibuan 
A. Sutardjo 
A. Xarim M.S. 
Agus Salim 
Herman Siahaan 
H. Abd. Rahman Sjihab 
M. Joesoef Abdoellah 
Dr. Gindo Siregar 
Dr. R. Sunario 
Bachtiar Joenoes 

24, 
25, 
26 
27. 
28, 
29. 
30. 
31. 
32. 
33 
34. 
35. 
36, 
37, 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44, 
45. 

Dr. Cashmir Harahap 
D. Dyar Karim 
M. Siregar 
Kario Siregar 
Nulung Sirait 
M. Hutasoit 
M. Yunan Nasution 
S. M. Tarigan 
Lokot Batoebara 
A. St. Soaloan 
S. M. Simandjuntak 
Mr. H. Silitonga 
Mr. R. L. Tobing 
Dr. H. L. Tobing 
Dr. Warsito 
Fachroedin Nasution 
Abd. Hakim 
Rustelumbanua 
Patuan R. Natigor 
St. Mangaradja Muda 
Hadji A. Azis 
Jahja Siregar. 

• Setelah mengutjapkan selamat bahagia kepada anggota2 

tersebut, maka seterusnja saja njatakan pembukaan rapat per
tama dari sidang Pertama Dewan Perwakilan Sumatra Utara. 
Moga-moga sidang pertama ini akan membawa hasil jang njata 
bagi bangsa dan Negara kita. 

M e r d e k a ! 

• 
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Lampiran 4. 

Pidato Komisaris Pemerintah Pusat untuk 
Sumatra Utara di Kotaradja tanggal 27-12-1949 
pada hari perajaan „Penjerahan Kedaulatan." 
(Kutipan dari harian „Semangat Merdeka"). 

Saudara2 sekalian, 

Pada saat jang bersedjarah ini, — saat jang membuka pintu 
gerbang kedaulatan jang akan memberikan djaminan lebih be
sar kepada bangsa Indonesia, tertjapainja tjita2 kita bersama, 
kebahagiaan, kesentosaan, kesedjahteraan, kemakmuran, ke-
tenteraman dan keamanan, — dengan mengutjapkan sjukur 
kehadirat Allah Subhana Wata'ala, saja berhadapan dengan 
hadirin dan hadirat guna mengutjapkan kata sepatah dua 
untuk memenuhi suatu kewadjiban jang terletak atas pundak 
saja; suatu kewadjiban jang akan saja laksanakan dengan 
perasaan terharu, disebabkan kewadjiban jang sedemikian 
adalah oleh saja dirasa sebagai kehormatan jang tidak ter-
hingga. 

Pada saat ini berlangsung disuatu tempat jang beribu mijl 
djauh letaknja dari tempat kita ini, suatu upatjara penje
rahan kedaulatan atas Indonesia, oleh Pemerintah Keradjaan 
Belanda kepada Pemerintah Republiek Indonesia Sjarikat. 

Dengan upatjara ini maka berachirlah suatu keadaan jang 
telah lama mendjadi suatu pokok perselisihan diantara dua 
aliran didunia ini>" aliran reaksionair dan aliran progressief. 
Aliran jang menjerupai suatu kekuasaan dengan pengikut2 

jang tidak sedikit djumlahnja, jang bertebaran diseluruh kota 
dan desa, diseluruh pelosok dari setiap Negeri diatas dunia 
jang luas ini, pada satu fihak, berlawanan dengan aliran pro
gressief jang djuga menjerupai suatu kekuasaan jang maha 
hebat dan djuga mempunjai pengikut2 jang bukan sedikit 
djumlahnja serta djuga bertebaran diseluruh kota dan desa, 
diseluruh pelosok dari setiap Negeri didunia jang bias ini, 
pada fihak lain. 

Pengikut2 kedua aliran ini tidak mengenai bangsa, Pengikut 
aliran reactionair terdapat dalam setiap bangsa, demikian 
djuga pengikut dari aliran progressief. 
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Empat tahun lamanja aliran2 kedua ini bertentangan dalam 
soal perdjuangan bangsa Indonesia mewudjudkan tjita2 ke-
bangsaannja. 

Empat tahun lamanja pengikut2 kedua aliran ini, berha-
dapan satu dengan lain dan mempergunakan segala usaha dan 
tenaga mereka masing2 dalam mempertahankan tuntutan me
reka masing2. Perdjuangan ini, sebagaimana kita telah alami, 
berlangsung dalam lapangan diplomatic, akan tetapi ada djuga 
tarafnja, dimana perdjuangan berlangsung dalam lapangan 
militair. Sehingga bukan sedikit djumlahnja pentjinta kemer
dekaan gugur, berpindah dari alam jang fana ini kealam jang 
baqa, dengan meninggalkan istri, ibu, bapak, anak ataupun 
ahli famili didalam keadaan kesedihan. 

Dengan Kurnia Allah Jang Mahakuasa, maka pada achirnja, 
ternjata, bahwa segala korban jang telah dipersembahkan oleh 
bangsa Indonesia dalam usahanja mentjapai tjita2 jang sutji 
murni itu, tidaklah sia2 belaka. Sebagai hasil pengorbanan 
djiwa, tenaga dan harta bangsa kita, maka tertjapailah suatu 
persetudjuan diantara Keradjaan Belanda dengan Indonesia, 
dengan mana Belanda menjatakan kesudiannja menjerahkan 
kepada suatu Negara Republiek Indonesia Sjarikat jang akan 
meliputi sebagian terbesar dari kepulauan Indonesia kita ini, 
kedaulatannja atas pulau-pulavi ini, dengan tidak bersjarat, 
dan penuh. 

Saudara2 sekalian. 

Kita pada saat ini berada ditempat ini guna menghadiri 
upatjara mengenai penglaksanaan pernjataan kesudian Kera
djaan Belanda menjerahkan kedaulatannja atas Tanah Air 
kita kepada bangsa kita. 

Renungkanlah dengan hati jang tenang dan fikiran jang 
sehat, arti dan makna sa'at jang bersedjarah ini, dan sesudah 
saudara2 sekalian memenuhi permintaan ini dan kemudian 
menginsjafi akibat2 dari peristiwa ini, maka saja jakin, bah
wa perasaan jang akan meliputi seluruh djiwa dan hati sanu-
bari saudara2 sekalian, adalah perasaan Sjukur jang tidak 
terhingga kehadirat Allah jang Maha Kuasa. 

Tjita2 bangsa Indonesia, mengambil tempat kedudukan di
samping Negara2 Merdeka didunia ini, telah tertjapai. Bangsa 
Indonesia telah mendjadi suatu Bangsa jang merdeka, suatu 
Bangsa jang dapat mengurus rumah-tangganja sendiri, suatu 
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Bangsa jang dapat mengurus segala soal2 kebangsaan dengan 
tjara jang dikehendaki sendiri, terlepas dari tekanan sesuatu 
kekuasaan jang tidak berasal dari kalangan bangsa sendiri. 

Sungguh, saudara2, bajangan masa jang terletak dihadapan 
kita, adalah penuh dengan pengharapan, penuh dengan keba-
bagiaan, penuh dengan kesentosaan, penuh dengan kemak-
muran. 

Akan tetapi, sekalipun demikian, hendaknja djangan kita 
lupakan, bahwa disamping kenikmatan jang akan dirasa itu, 
pun akan ada djuga pengalaman2 jang pahit, penderitaan2 

jang berat, masa jang penuh dengan kesulitan2, jang harus 
dilalui. 

Saudara2 sekalian, 

Maka adalah suatu kenjataan, bahwa manusia pada umum
nja disamping sifat2 jang terpudji, djuga mempunjai sifat2 

jang semestinja harus didjauhi. Bilamana seseorang manusia 
didalam segala usahanja mentjapai hasil jang menjenangkan, 
maka seharusnja ia bersjukur kepada Allah jang telah me-
ngurniai ia dengan segala apa jang dikehendakinja. Dan seha
rusnja ia mendjaga dengan lebih teliti dan tjermat, segala 
gerak-geriknja serta sikapnja, supaja setiap orang tetap mena-
ruh perhatian dan sympathie kepadanja. 

Akan tetapi sering kedjadian sebaliknja. Demikian djuga 
dengan sesuatu bangsa. 

Bilamana bangsa itu telah memperoleh kemenangan2 dalam 
perdjuangannja dan memperoleh hasil2 jang gilang-gemilang, 
maka sering bangsa itu lupa, bahwa segala hasil dari usahanja 
itu, segala kemenangannja itu adalah kurnia dari Allah Jang 
Maha Kuasa. Bangsa itu menganggap, bahwa ia berkuasa di
seluruh dunia ini dan tidak ada kekuasaan dialam ini jang 
dapat mengatasi kekuasaannja itu. Perasaan takbur telah 
mulai bersemi dalam djiwa bangsa itu. Akibatnja adalah ke-
runtuhan. 

Sedjarah dunia memberikan kita tjukup bdkti2 tentang ini. 
Oleh karena itu, maka sudah pada tempatnja, bila dilahir

kan pengharapan, moga-moga dapatlah hendaknja bangsa In
donesia jang telah dikurniai Allah kemerdekaan dalam per
djuangan kemerdekaannja, meilginsjafi hal ini; perasaan jang 
mebtap-'luap, pandangan jang menghina dan meletjeh terha
dap bangsa lain, segala gerak-gerik dan sikap jang menun-



djukkan kebentjian dan permusuhan terhadap bangsa2 lain, 
terutama terhadap bangsa jang pada masa jang lampau men
djadi tandingannja dalam perdjuangan dahsjat jang meminta 
korban manusia dan harta, dapatlah kiranja didjauhi; segala 
perasaan dendam dan permusuhan dapatlah kiranja dilenjap-
kan dari hati sanubari kita. Sikap kesatria, jang dapat me-
maafkan dan menghargai lawan jang telah mendjadi kawan, 
dapatlah hendaknja mendjadi pedoman bagi kita dalam masa 
jang datang. 

Segalanja ini menghadjati perobahan jang radicaal dalam 
djiwa bangsa kita, perobahan dalam tjara berfikir, dalam 
tjara menempatkan sesuatu pada tempatnja, tjara mana de
wasa ini seharusnja berlaku menurut aliran suasana dan masa. 
Saudara2 sekalian, 

Undang2 Dasar Republiek Indonesia Sjarikat, bersifat de
mokratisch. Ini berarti, bahwa segala sesuatu jang berlangsung 
dalam Negara ini, akan berlangsung dalam garis2 jang telah 
ditentukan oleh hukum2 jang memang telah diakui oleh dunia 
demokratie sebagai hukum dasar. Hukum2 dasar ini adalah 
antara lain kemerdekaan dalam mengeluarkan fikiran, baik 
dengan lisan, maupun dengan surat, kemerdekaan berkumpul 
dan bersidang, kemerdekaan menganut dan mengembangkan 
sesuatu faham, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berpin^ 
dah agama dan seterusnja. Dengan kata jang pendek, kemer
dekaan dalam segala-galanja, kemerdekaan dalam setiap la
pangan penghidupan. 

Atas kita, setiap Warga Negara terletak suatu kewadji
ban jang maha berat, memelihara dan menghormati segala 
hukum2 ini. Critiek jang agak pedas, pernjataan sesuatu faham 
jang tidak dapat kita setudjui, pengikut sesuatu agama jang 
bukan agama jang kita anut sendiri, hendaknja djangan sam
pai menimbulkan perselisihan diantara kita sama kita. 

Sebaliknja, harus djuga kita insjafi, bahwa segala hak2 

demokratie jang didjamin oleh Undang2 Dasar Republiek 
Indonesia Sjarikat, bukanlah sekali-kali membuka pintu bagi 
seseorang mengadakan critiek diluar garis peri kemanusiaan; 
pernjataan faham jang berlainan dengan faham orang lain, 
penglaksanaan segala sesuatu jang dikehendaki oleh sesuatu 
agama, djanganlah berlangsung sedemikian rupa sehingga 
menjakiti hati segolongan lain dalam masjarakat. 
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Kemerdekaan jang dimaksud bukanlah berarti kemerdekaan 
liar tetapi kemerdekaan teratur jang hanja dapat dilaksana
kan dengan tjara2 jang tertentu dalam garis2 jang ditetapkan 
oleh Undang2, oleh perikemanusiaan, oleh tata-tertib, oleh 
sopan-santun. 

Maka adalah suatu kenjataan, jang tidak dapat disangkal, 
bahwa sampai saat ini dalam masjarakat kita masih ada djuga 
timbul peristiwa2 jang menundjukkan tafsiran jang salah ten
tang arti dan makna hak demokratie ini. Perobahan dalam 
masa jang sesingkat-singkatnja adalah suatu hal jang sangat 
dihadjati. 

Saudara2 sekalian, 

Kesimpulan jang dapat diperoleh adalah sebagai berikut . 
Bangsa Indonesia pada sa'at ini, berdiri dihadapan pintu 

gerbang untuk memasuki suatu zaman jang baru, suatu zaman 
kedjajaan dan kebesaran. Akan tetapi, dalam menudju ke
arah kedjajaan dan kebesaran jang kekal abadi, bangsa Indo
nesia masih akan harus melakukan perobahan dalam beberapa 
hal jang mengenai djiwanja untuk dapat mengatasi segala 
kesulitan2 dan rintangan2 jang masih akan dihadapinja. 

Saudara2 sekalian, 

Apakala dalam hati saja timbul pertanjaan: Bagaimanakah 
kiranja masa depan dari bangsa kita ? Akan dapatkah rasanja 
bangsa kita mengatasi segala sesuatu jang akan timbul dalam 
perkembangan Negara kita ini ? Sehingga ia dapat kelak me-
negakkan dan mempertahankan kebesaran Tanah Airnja ? 
Maka dapatlah saja dengan penuh kepertjajaan dan keinsjafan 
memberikan djawaban jang memuaskan. 

Bukankah zaman jang lampau, jang dapat diketahui dari 
perdjalanan sedjarah tanah air kita ini, menundjukkan bebe
rapa masa (perioden), jang membuktikan dengan sedjelas-
djelasnja, bahwa bangsa kita bukanlah suatu bangsa jang be
lum pernah mengenai kemerdekaan? Bangsa kita telah per
nah mengenai zaman emas, dimana dengan djajanja tegak 
berdiri beberapa keradjaan sebagai umpamanja Keradjaan 
Seri Widjaja, Modjopait, Mataram, Atjeh dan seterusnja. 
Bukankah, sewaktu Keradjaan2 ini masih berdiri dan mengua-
sai seluruh kepulauan kita ini sampai kepulan Madagaskar 
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disebelab Barat, ke Philipina disebelah Timur, segala lapa
ngan penghidupan dalam masjarakat itu mengalami kemadju-
an jang tidak ada tolok bandingannja? 

Bukankah sedjarah menjatakan kepada kita, bahwa kapal2 

Indonesia pada zaman emas itu meraungi setiap lautan samu-
dera jang luas ini, saudagar2 bangsa kita didjumpai diseluruh 
pendjuru dunia ini, kebudajaan kita perguruan kita, pendek 
kata segala-galanja berdjalan dengan baik dan teratur, dan 
setiap Warga Negara hidup dalam kebahagiaan dan kesento-
saan? 

Saudara2 sekalian, 

Tindjauan kedjurusan zaman jang lampau memberikan 
kita harapan dan kejakinan, bahwa dengan kurnia Allah Jang 
Maha Kuasa memang bangsa kita pada saat ini menghadapi 
zaman gemilang. Marilah kita mengadakan persiapan lahir 
dan bathin untuk menudju kesuatu zaman dimana setiap ang
gauta bangsa kita dapat hidup sebagai Warga dari suatu Ne
gara jang merdeka dan Berdaulat, didalam keamanan dan 
ketenteraman, dalam rukun dan damai, dalam kebahagian, 
kescntausaan dan keadilan. 

Sckianlah ! 
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. . . . . 

Lampiran: 5. 

Pengumuman Gubernur Militair Atjeh, 
Langkat dan Tanah Karo. 

(Kutipan dari harian „Semangat Merdeka"). 

MAKLUMAT GM 12 M. 

Kepada segenap penduduk didalam daerah Kemiliteran 
Atjeh, Langkat dan Karo dipermaklumkan bahwa: 

a). Perbuatan djudi, zina dan tjuri adalah perbuatan jang 
dilarang oleh Undang2 Negara, dan berdasar atas keadaan 
didaerah pada dewasa ini, djuga dianggap sebagai perbua
tan jang dapat mengganggu mengatjaukan dan menggon-
tjangkan ketertiban dan keamanan umum, jang akibatnja 
membawa kelemahan semangat pada perdjoangan — per
tahanan tanah air dan amat merugikan pada penghidupan 
bersama didalam suatu masjarakat dari Negara jang Mer
deka. Pemerintah dengan rasa tanggung djawab jang pe
nuh terhadap ketenteraman, pertahanan dan kebahagiaan 
seluruh penduduk, bermaksud membanteras perbuatan2 

itu dengan mengambil tindakan2 jang sesuai dengan tu
djuan. 

Oleh karena itu, berdasar atas kekuasaan jang ditentu-
kan dalam pasal X dari „Peraturan Dewan Pertahanan 
Negara No. 30, dengan ini dinjatakan bahwa: 

„Barang siapa jang melakukan atau turut berhubungan 
dengan perbuatan djudi dalam rupa dan tjara jang bagai-
mana sekalipun, jang melakukan perbuatan zina atau 
tjuri, baik sesudah mendjalankan hukumannja menurut 
keputusan Hakim, maupun tidak ada keputusan Hakim 
untuk itu, kita, djika merasa perlu akan mengambil kete-
tapan untuk memindahkan mereka itu dari tempat tinggal 
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asalnja kepada suatu tempat tinggal lain jang ditentukan, 
untuk waktu jang tidak tertentu, dimana mereka itu diwa
djibkan mengerdjakan sesuatu menurut petundjuk Peme
rintah". 
Demikianlah supaja dimaklumi dan didjadikan peringa-
tan bagi segenap penduduk. 

Kutaradja, 18 September 1948. 

Kita Gubernur Militer Daerah Kemiliteran Atjeh, 
Langkat dan Tanah Karo. 

Djenderal Majoor TGK. DAOED BEREUEH. 
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